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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan era teknologi industri di Indonesia saat ini berkembang dengan
pesat, tentunya juga berakibat pada penggunaan alat-alat produksi pabrik
yang semakin hari semakin canggih, selain untuk meningkatkan hasil
produksi tentunya juga untuk mempercepat produksi pabrik itu sendiri.
Hal itu berbanding lurus dengan jumlah kecelakaan kerja yang juga semakin
meningkat, dikarenakan kebanyakan karyawan/kontraktor menggunakan
peralatan industri yang canggih tanpa dibekali ilmu atau diberikan pelatihan
penggunaan alat oleh perusahaan industri tersebut. Sama halnya dengan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang kurang diperhatikan terutama
untuk karyawan/kontraktor dimana sebuah industri hanya memperhatikan
hasil produksi tanpa memikirkan kesehatan dan keselamatan para
pekerjanya.
PT. STEELINDO WAHANA PERKASA (SWP) adalah perusahaan swasta
yang bergerak dibidang perkebunan  kelapa sawit sekaligus pabrik
pengolahan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) dengan bahan
baku buah kelapa sawit . PT SWP memiliki beberapa bagian pengolahan
seperti :

o Sterilisasi atau perebusan

e Thressing / Penebahan.

e Pressing /perlumatan dan pengempaan

e Depericarper / pemisahan serat dan biji

o Kernel Recovery / pengutipan inti

o Klarifikasi / pemurnian minyak.
Dengan jumlah seluruh karyawan/pekerja 2699 orang. Beberapa bagian
pengolahan buah kelapa sawit menjadi (CPO dan PK) banyak menggunakan

mesin-mesin pengolahan yang memiliki resiko terjadinya kecelakaan kerja
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tinggi, seperti bahan kimia yang juga berpotensi menimbulkan penyakit
akibat kerja serta masalah-masalah lain yang berakibat pada pencemaran
lingkungan. Mengingat tingginya kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja
serta penyakit akibat kerja maka sangatlah penting bagi sebuah perusahaan
menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
selain untuk mengurangi angka kecelakaan kerja itu sendiri SMK3 juga bisa
digunakan sebagai alat untuk mengindentifikasi, mengevaluasi serta
melakukan pengendalian terhadap penyebab serta resiko terjadinya
kecelakaan kerja melalui penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,
pengukuran serta tinjauan ulang manajemen. Menurut Peraturan Pemerintah
(PP) No 50 tahun 2012 tentang penerapan (SMK3). Pada Pasal 5 disebutkan
bahwa

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi

peruahaan.

a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

PT. SWP telah menerapkan (SMK3) yang berlandaskan PP No 50 tahun
2012 tentang penerapan (SMK3), dan juga UUD No 1 Tahun 1970 tentang
(K3). Maka dari itu melalui praktik kerja ini penulis ingin mengevaluasi
bagaimana penerapan (SMK3) di PT.SWP

1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari praktik kerja di PT. SWP ini adalah untuk melakukan evaluasi
terhadap penerapan (SMK3) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50
Tahun 2012. Adapun tujuan dalam pelaksanaanya yaitu :

e Mengetahui proses kerja karyawan/kontraktor PT. Steelindo Wahana
Perkasa.
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e Mengidentifikasi penilaian dan pengendalian resiko terjadinya
kecelakaan kerja di PT. SWP

¢ Membandingkan ketercapaian penerapan SMK3 PT. SWP dengan
peraturan yang digunakan oleh PT. SWP sebagai landasan hukum
penerapan SMK3 yaitu PP No 50 Tahun 2012

e Merekomendasikan tindakan perbaikan terhadap penerapan (SMK3) di
PT. SWP.

1.3 Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup dari praktik kerja ini meliputi :

o Praktik Kerja dilakukan dilaksanakan di Pabrik PT. SWP

e Evaluasi terhadap penerapan (SMK3) meliputi proses produksi di PT.
SWP.

e Peraturan yang dijadikan acuan perbandingan ketercapaian antara
penerapan dilapangan dan peraturan yang digunakan adalah PP No 50
Tahun 2012 tentang Penerapan (SMK3).

o Periode prektik kerja dilakukan selama 52 hari kerja yaitu pada tanggal
28 Juli 2019 — 24 Agustus 2019

1.4 Tahapan Praktik Kerja
Tahapan praktik kerja disusun untuk memudahkan penulis dalam
menentukan tahapan apa saja yang akan terlebih dahulu dimulai dan data
apa saja yang dibutuhkan sebulan praktik kerja dilakukan. Adapun tahapan
praktik kerja dapat dilihat pada Gambar 1.1 .
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Gambar 1.1 Tahapan Pelaksanaan Praktik Kerja
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Penjelasan mengenai skematik pelaksanaan praktik kerja adalah sebagai
berikut :
1. Studi Literatur
Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang
berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori
yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti
sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. (Danial
E dan Warsiah N. 2009)
2. Observasi Lapangan
Adalah suatu kegiatan yang tak kalah penting yang dilakukan untuk
mengetahui kondisi lingkungan daerah perencanaan/penelitian yang
wajib dilakukan sebelum sebuah perencanaan maupun penelitian
berjalan.
3. Tahapan Pengumpulan Data
a) Data Primer
data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung
di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang
bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari
sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil
wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara
lain;
- Catatan hasil wawancara.
- Hasil observasi lapangan.
(Hasan, 2009 : 82)
e Observasi
Pengumpulan data dengan melakukan peninjauan secara
langsung mengenai bagaimana pelaksanaan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan .
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e \Wawancara
Wawancara langsung yang melibatkan pegawai pada instansi
yang bersangkutan baik secara lisan maupun tulisan yang
berhubungan dengan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) di lingkungan perusahaan.

e Dokumentasi
Pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi terhadap apa
saja yang berhubungan dengan SMK3 di perusahaan yang akan
di evaluasi berdasarkan Peraturan yang berjalan diperusahaan,
bentuk dokumentasinya dapat berupa foto, pengumpulan
dokumen perusahaan, dan kebijakan.

b) Data Sekunder.
Data sekunder, menurut Sugiyono (2017) sumber data sekunder
adalah sumber data yang tidak langsung misalnya sumber
memberikan data kepada penngumpul data melalui dokumen.
Data sekunder yang diperlukan dalam pelaksanaan praktik kerja
meliputi profil perusahaan, proses produksi, standar oprasional

prosedur (SOP) dan HIRARC
4. Pengolahan dan Analisa data

Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis kesesuaian
penerapan SMK3 di PT. SWP dengan kategori perusahaan yaitu
tahap transisi karena PT. SWP hanya menerapkan 122 kriteria audit
dari total 166 kriteria aduit SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah
No 50 Tahun 2012, karena perusahaan sedang dalam proses
pengembangan SMK3 dan juga perusahaan belum tersertifikasi oleh
Kementrian Tenaga Kerja RI terkait dengan penerapan SMKa3.
Setelah itu dilakukan skoring terhadap 122 kriteria audit tersebut
dengan 4 kategori penilaian yaitu :
1. Sesuai
Apabila tidak terdapat temuan kritikal, mayor maupun, minor
pada penerapan SMK3 di PT. SWP
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2. Kategori Kritikal
Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
3. Kategori Mayor
a) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan.
b) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3.
c) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di
beberapa lokasi.
4. Kategori Minor
Ketidak konsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan
perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.
(Lampiran 11 PP No. 50 Tahun 2012.)
Setelah itu dilakukan pembobotan terhadap kesesuaian, skor untuk
masing-masing kriteria audit adalah 1 jika terdapat kesesuaian
terhadap ketersediaan dokumen dan penerapan dilapangan dan skor
0 apabila ada temuan kritikal, mayor maupun minor, kemudian hasil
skor pada setiap penilaian kriteria audit akan dijumlahkan sehingga
didapat skor total. Skor total akan dibagi dengan jumlah kriteria
audit tahap transisi yaitu 122, setelah itu akan dikalikan 100 %
sehingga didapatkan persentase ketercapaian penerapan SMK3 bagi
perusahaan. Setelah didapat persentase penerapan kemudian akan
dibandingkan dengan Tabel 1.1 peniliaan penerapan SMK3
berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 dimana apabila PT. SWP
mendapat nilai :
e 0-59 % tingkat penilaian penerapan kurang
e 60-84% tingkat penilaian penerapan baik

e 85-100 % tingkat penilian penerapan memuaskan
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Tabel 1.1 Penilaian Penerapan SMK3

Tingkat Pencapaian Penerapan

Kategori Perusahaan

0-59 % 60-84 % 85-100 %

Tingkat . - Tingkat

Kategori tingkat awal Penilaian Tm%‘;?]tefaen;?'an Penilaian
(64 kriteria) Penerapan ap Penerapan

Baik

Kurang Memuaskan

Tingkat . - Tingkat

Kategori tingkat transisi Penilaian T'n%zitef:n;?'an Penilaian
(122 kriteria) Penerapan Bailf Penerapan
Kurang Memuaskan

. Tingkat . - Tingkat

Katig?]r_lu'iglngkat Penilaian Tm%lé?]tef:n;f'an Penilaian
(166 Iiriteria) Penerapan Bailf Penerapan
Kurang Memuaskan

Sumber. Lampiran Il PP No. 50 Tahun 2012

Sistematika Laporan

Sesuai dengan tujuan pelaksaaan kerja praktik, ruang lingkup pembahasan
lampiran kerja praktik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab | Pendahuluan

Menerangkan tentang uraian singkat mengenai latar belakang praktik
kerja, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi pekerjaan dan
sistematika pelaporan dari praktik kerja.

Bab Il Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisikan data tentang sejarah dan perkembangan perusahaan, visi
danmisi, struktur organisasi kepemimpinan perusahaan, stuktur organisasi
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lokasi dan batas
administrasi, fasilitas karyawan serta proses produksi.

Bab 11l Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori yang terkait judul laporan praktik kerja yaitu Sistem
Manajemen K3 (SMK3) seperti definisi K3, tujuan K3, penyebab K3,
penyakit akibat kerja, tujuan SMK3, proses SMK3, pelaksanaan rencana
K3, pedoman penerapan (SMK3), pemantauan dan evaluasi kinerja K3,

peninjauan dan peningkatan kinerja K3, serta implementasi SMK3.
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Bab IV Analisa dan Pembahasan

Bab ini berisi pemaparan hasil pengamatan dan analisis mengenai
bagaimana kondisi penerapan (SMK3) di PT. SWP berdasarkan PP No 50
Tahun 2012 vyang terdiri dari 12 elemen kriteria audit serta
membandingkan kesesuainya seperti kebijakan K3, identifikasi potensi
bahaya, penilaian resiko dan pengendalianya, keterlibatan dan konsultasi
tenaga kerja terhadap K3, pengendalian dokumen, rambu-rambu K3,
penanggulangan terhadap keadaan darurat dan lain-lain.

Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil sudah dibuat dan saran mengenai

analisa yang telah dilakukan.
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BAB Il
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT. STEELINDO WAHANA PERKASA adalah perusahaan swasta yang
bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit sekaligus pabrik pengolahan
Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) dengan bahan baku buah
kelapa sawit . Perkebunan yang luasnya 14.065 Ha dengan akta notaris
Chufran Hamal, SH nomor 69, dengan status Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN). Status Penanaman Modal Dalam Negeri beralih menjadi
Penanaman Modal Asing (PMA) dengan persetujuan Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) tanggal 27 September 1994 melalui Surat
Keputusan nomor 41/VV/PMA/1994. Terjadi perubahan kepemilikan pada
tanggal 5 Oktober 1994 dengan akta notaris Maria Kristiana Soeharjo, SH
nomor 25, status menjadi PMA dengan masuknya investor dari Malaysia
yakni Kuala Lumpur Kepong Plantation Holding (KLK Group), dengan
komposisi kepemilikan saham 95% KLK Plantation Holding dan 5% PT.
Griya Hasta Kencana. Adapun sejarah atau awal berdirinya pabrik PT. SWP
yaitu:

1.Persiapan lokasi (Oktober 1996 — Mei 1997) oleh PT.Globus Harta Inter

Nusa, Jakarta.

2.Pembangunan pabrik (Mei — September 1997) oleh PT. Palmae, Medan.
3.Mulai beroperasi pada tanggal 29 September 1997.

4.Diresmikan tanggal 26 September 2000 oleh Gubernur Sumatra Selatan.
Selama kegiatan perkebunan PT. Steelindo Wahana Perkasa juga memiliki
sebuah pabrik kelapa sawit yang berkapasitas 80 ton Tandan Buah Segar
(TBS) per jam mulai beroperasi dan diresmikan pada tanggal 26 September
2000 oleh Gubernur Sumsel. Pada tahun 2012 PT. Steelindo Wahana
Perkasa telah melaksanakan pembangunan tahap kedua yaitu peningkatan

kapasitas pabrik pengolaan kelapa sawit sebesar 40 ton TBS/jam dari

10
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kapasitas awal 80 ton TBS/jam. Dari peningkatan kapasitas pengolahan
tersebut maka PT. SWP pada tahun 2012 memiliki pabrik pengolahan
dengan kapasitas 120 ton Tandan Buah Segar (TBS). Untuk mengolah buah

kelapa sawit PT SWP memiliki beberapa bagian pengolahan seperti :

o Sterilisasi atau perebusan

Thressing / Penebahan.

Pressing /perlumatan dan pengempaan

Depericarper/ pemisahan serat dan biji

Kernel Recovery / pengutipan inti dari buah kelapa sawit

o Kilarifikasi / pemurnian minyak.
Tak lepas dari kegiatan pengolahan buah kelapa sawit PT. SWP juga
mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan keberjalutan lingkungan
serta upaya pengelolaan lingkungan hidup di sekitar area perkebunan dan
juga area pabrik kelapa sawit tersebut. Adapun beberapa penghargaan yang
didapat oleh PT. SWP adalah sebagai berikut.

1. Sertifikat PROPER (2015 — 2017 ), Peringkat Biru

2. Sertifikat ISCC ( International Standart Carbon Certification )

3. Sertifikat ISPO ( Indonesian Sustainable Palm Qil )

4. Sertifikat RSPO ( Roundtable On Sustainable Palm Qil )

5. Sertifikat Halal ( 2015 —2019)

2.1.1 1zin dan Legalitas Perusahaan
Adapun izin dan legalitas PT. SWP mengenai usaha perkebunan yang
didirikan adalah sebagai berikut.
1. Akte Pendirian tanggal 17 Juli 1986 No 69
2. Hak Guna Usaha HGU Nomor 11/ HGU/ BPN/ 1990,tanggal 29
Maret 1990
3. lzin Usaha Tetap (IUT) dari BKOM No. 43/ Industri/ 2000 tanggal
19 Januari 2000
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4. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor 753/
Menhutbun V11/2000, tanggal 29 Juni 2000 yang sekaligus berlaku
sebagai izin usaha perkebunan (IUP)

2.2 Visi dan Misi
1. Visi: Berkomitmen untuk memastikan produksi minyak kelapa sawit

lestari.

2. Misi: Mewujudkan visi dengan menggunakan 3 (tiga) Prinsip: People
(Manusia), Planet (Bumi), dan Prosperity (Kemakmuran).

2.3 Lokasi dan Letak Geografis Perusahaan
Secara administratif PT. STEELINDO WAHANA PERKASA berada pada
Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar dan Kecamatan Manggar.
Sedangkan secara geografis terletak pada 108° 00’ - 108° 15’ BT dan 2° 40’
—2°50°LS

Adapun batas area pabrik PT. SWP adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Desa Limau Manis

Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah PT. Parit Sembada

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Simpang
Renggiang

Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah Desa Burong Mandi

Adapun peta lokasi pabril Mill PT. SWP dapat dilihat pada gambar dibawah.
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Adapun garis putus-putus yang terdapat pada gambar layout PT. SWP
tersebut menunjukan bagian pemrosesan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa
sawit menjadi Crude Palm Oil dimana pada bagian pemrosesan tersebut
penulis melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

2.4 Struktur Organisasi PT. STEELINDO WAHANA PERKASA
Pabrik PT. Steelindo Wahana Perkasa dipimpin oleh satu orang Mill Advisor
yang memimpin dan bertanggung jawab atas segala kegiatan pabrik. Setiap
bagian atau kegiatan proses pabrik dikelola oleh manager yang memimpin
dan mengawasi beberapa orang asisten manager dan staff, sedangkan untuk
tingkat karyawan dibagi menjadi beberapa kelompok kerja yang dipimpin
oleh mandor. Setiap personel organisasi memiliki jobdesk masing-masing.

Berikut perincian tugas setiap personel organisasi antara lain:

1. Group Manager/Direktur: Bertanggung jawab memberi saran kepada
Manager dan membuat keputusan manajemen untuk kelancaran
operasional pabrik.

2. Manager: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional
pabrik.

3. Assistant Manager: Mengawasi jalanya kegiatan oprasional pabrik,
kinerja karyawan maupun Kinerja sarana oprasional pabrik dan
membuat laporan kepada Manager.

4. Staff Electrical: Bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan
perawatan mesin pembangkit tenaga listrik.

5. Staff Proses: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan proses
produksi, quality control, produk CPO dan karnel.

6. Staff Sustainability: Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja, pengendalian lingkungan hidup dan hubungan sosial
(RSPO, ISPO dan ISCC).

7. Staff Laboratory: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan quality

Control.
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8. Staff Mekanik: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perbaikan

mesin-mesin pabrik.

9. Staff Enginer; Bertanggung jawab terhadap pengoprasian mesin-mesin
pabrik.
Adapun skematik struktur organisasi dapat dilihat pada gambar 2.1

dibawah ini.
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Adapun struktur organisasi MILL proses produksi PT. SWP dapat dilihat
pada gambar 2.4 dibawah ini. Garis putus-putus merah menunjukkan

bagian/divisi penulis melaksanakan praktik kerja.

Mill Adviser/
Group Manager

v

Factory Manager

v

Asistant manager

v

Proses

!

|

Maintenance

V

v

Laboratory

Spv.
Shifi A

Spv.
Shift B

Umum Foreman Chargeman

Asst.
Chargeman

Saff | St

Labor Analyst

Y

v

Karyawan

Mandor

Karyawan

il

Engine | Boiler
Driver

Mandor

2nd Store

Karyawan

Gambar 2.4 Struktur Oraanisasi MILL PT. STEELINDO WAHANA PERKASA
Sumber : PT.Steelindo Wahana Perkasa,2019

Dari gambar diatas diketahui setiap personel organisasi memiliki jobdesk

serta tanggung jawab masing-masing bagian/bidang pekerjaan. Berikut ini

perincian tugas setiap personel organisasi antara lain:

1. Group Manager/Mill Adviser/Direktur: Bertanggung jawab memberi

saran kepada mill manager dan membuat keputusan manajemen untuk

kelancaran operasional pabrik.

2. Mill Manager: Bertanggung jawab terhadap semua operasional pabrik.

3. Assistant Manager: Bertanggung jawab secara langsung terhadap

semua operasional pabrik dan melapor kepada Factory Manager.

4. Mill Assistant (Produksi): Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan

proses produksi, quality control, produk CPO dan karnel, serta

pelaporan ke Factory Manager.
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15.

16.
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Supervisor A dan B: Bertanggung jawab terhadap kegiatan proses
produksi.

Mandor (produksi): Membantu staff dalam melaksanakan tugas proses
kerja produksi.

Engine Driver: Bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan
perawatan mesin pembangkit tenaga listrik.

Mandor (Engine): Membantu staff dalam melaksanakan pengoperasian
dan perawatan mesin pembangkit tenaga listrik.

Boiler: Bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan
mesin pembangkit tenaga uap.

Mandor (Boiler): Membantu staff dalam melaksanakan pengoperasian
dan perawatan mesin pembangkit tenaga uap.

Mill Assistant Umum: Bertanggung jawab terhadap kebersihan di
lingkungan pabrik.

Staff Umum: Bertanggung jawab terhadap kontrol kebersihan di
lingkungan pabrik, operasional kendaraan umum dan alat berat pabrik.
Mandor (Umum): Membantu staff dalam pelaksanaan tugas kebersihan
di lingkungan pabrik, dan alat berat pabrik.

Mill Assistant (Lab): Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan
quality control dan pergudangan serta pelaporan ke Factory Manager.
Laboratory: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan quality
control.

Mandor (Lab): Membantu staff untuk semua kegiatan quality control.
Sustainability: Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan
kerja, pengendalian lingkungan hidup dan hubungan sosial (RSPO,
ISPO dan ISCC).

Mill Assistant (Worshop/Maintanance): Bertanggung jawab terhadap
semua kegiatan perawatan dan perbaikan pada mesin-mesin yang ada
di pabrik.
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19. Foreman: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perbaikan

mesinmesin pabrik.

20. Fitter: Membantu Foremen dalam pelaksanaan tugas perawatan dan
perbaikan mesin pabrik.

21. Chargeman: Bertanggung jawab terhadap semua perawatan dan
perbaikan listrik.

22. Mandor (Chargemen): Membantu Chargeman dalam pelaksanaan
tugas perawatan dan perbaikan listrik di pabrik.

23. Chief Clerk: Bertanggung jawab terhadap kegiatan accounting.

24. 2" Clerk: Bertanggung jawab terhadap kegiatan payroll, purchasing
dan general.

25. Mandor (Store): Bertanggung jawab terhadap penerimaan dan
pengeluaran barang stok gudang.

26. Security: Bertanggung jawab terhadap kegiatan keamanan dan
ketertiban di lingkungan kerja pabrik.

Berdasarkan pasal 10 undang-undang no 1 tahun 1970 tentang

keselamatan kerja guna mengembangkan kerjasama saling pengertian dan

partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus tenaga kerja dalam tempat

kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang

keselamatan kerja, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan

dinamis maka perubahan struktur organisasi Panitia Pembina Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (P2K3) Pabrik Kelapa Sawit PT. Steelindo Wahana

Perkasa dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jabatan dan fungsi dalam Struktur Organisasi P2K3

Jabatan
No Nama
Dalam P2K3 Dalam Perusahaan
1 TANG KOK HONG KETUA MILL ADVISOR
FACTORY
2 MOHD. HADZRI BIN ARSAD WAKIL KETUA | MANAGER
REFINERY
3 JAMES TAN EWE HOCK WAKIL KETUA I MANAGER
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Jabatan

No Nama
Dalam P2K3 Dalam Perusahaan
KCP-BIOGAS
4 HARDI YUDANTO WAKIL KETUA Il = =
5 ADETHYA SETIAWAN SEKETARIS | STAFF MILL
ASSISTANT
6 HADJERUL MAHDI SEKETARIS II CERINERY
7 TAUFIK HIDAYAT SEKETARIS 11 STAFF KCP
MILL -
8  SUKRI K3 UMUM SIS ANT
K3 RUANG MILL -
9 DADI ARIF VILIANDO B AT A I SISTANT
ASSISTANT
10 M. IQBAL K3 PRODUKSI Ay
KCP-BIOGAS
11 FERI K3 PRODUKSI NS
K3 PRODUKSI & MILL -
12 SUWIRYO BEJANA TEKAN ASSISTANT
K3 PRODUKSI & MILL -
13 ISMID BEJANA TEKAN ASSISTANT
STAFF PROSES (
14 FAUZI K3 PRODUKSI SOM)
15 HUSAINI K3 PRODUKSI STAFF PROSES (
POM )
K3 MEKANIK &
16 MINGGU ARI MAYUTANAN KONSTRUKSI ?PT(')A,\;F) MEKANIK
BANGUNAN
K3 MEKANIK & MANDORE
17 DEDI KURNIAWAN KONSTRUKSI MEKANIK ( POM
BANGUNAN )
STAFF
18 RUSWANDI K3 LISTRIK ELECTRICAL (
POM)
STAFF
19 RUSWANDI J. K3 LISTRIK ELECTRICAL (
REF)
STAFF
20 MARSUDIN K3 LISTRIK ELECTRICAL (
KCP-BIOGAS )
STAFF
21  EKA APRIANTO K3 KIMIA LABORATORY (

POM )

22 SUHARMAN K3 PESAWAT UAP  STAFF BOILER

23 MARDANI K3 PESAWAT UAP ;TE'ésF PROSES (
STAFF ENGINE

24  MUSTAFA ADAM ?gﬁigﬁwm DRIVER
(BIOGAS)

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL



22

No

Nama

Jabatan

Dalam P2K3 Dalam Perusahaan
K3 PESAWAT OPERATOR
25 DODI ISKANDAR AT aly
K3 PESAWAT STAFF ENGINE
26 ARIHAN TENAGA DRIVER (POM)
K3 TRANSPORTASI  ASSISTANT
27  SUSANTO, A.Md. AR EPINERY
K3 TRANSPORTASI  MANDORE
28 RION & PAA UMUM
K3 TRANSPORTASI _ MANDORE
29 DARWISR. & PAA VEHICLE
K3
30 HAYUDI PENANGGULANGAN ?;—'IA'I'Fi Bl &
KEBAKARAN
K3
31 AHMAD YASIN PENANGGULANGAN g"lggics)RE
KEBAKARAN
K3
32 PUJI TEGUH PENANGGULANGAN KARYAWAN
KEBAKARAN
SUSTAINABLE
33 JOHAN K3LINGKUNGAN 12 BIoGAS)
MANDORE
34 DOBRIA K3 LINGKUNGAN ~ MATOORS
SUSTAINABLE
35 ELFRA M K3LINGKUNGAN  oirienyy
KOMANDAN
36 HERI IRAWAN K3 LINGKUNGAN £ OMAN
K3 MEKANIK & KARYAWAN
37 SAPRIL MANSAH KONSTRUKSI MEKANIK
BANGUNAN (REFINERY)
K3 MEKANIK &
38 M. ILYAS KONSTRUKSI S,Ié;f F MEKANIK
BANGUNAN (KCP)
K3 MEKANIK &
39 ARIZAL KONSTRUKSI MQEE&F:(E
BANGUNAN

Sumber : PT.Steelindo Wahana Perkasa,2019.

Dari tabel jabatan dan fungsi diatas kemudian diuraikan kembali menjadi

skematik dalam susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

yang diketuai oleh Tang Kok Hong selaku Grup Manager/Direktur yang

berfungsi menyetujui apabila terdapat perubahan kebijakan, memantau

Kinerja, serta bertanggung jawab terhadap perkembangan organisasi P2K3

di PT. SWP. Kemudian terdapat 3 wakil yaitu Manager Refinery, Manager
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Mill, dan Manager Bio Gas, yang berfungsi mengawasi jalanya kebijakan-
kebijakan terkait dengan organisasi P2K3. Sedangkan untuk sekretaris diisi
dengan staff sustainability yang telah tersertifikasi ahli K3 dimana staff
sustainability berfungsi merancang kebijakan terkait dengan keselamatan

dan kesehatan kerja PT. SWP. Adapun skematik jabatan danfungsi di dalam
organisasi (P2K3) PT. SWP dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

KETUA
Tang Kok Hong

|

WAKIL KETUA |
MOHD. HADZRI BIN ARSAD
WAKIL KETUA I
JAMES TAN EWE HOCK
WAKIL KETUA III
HARDI YUDANTO

SEKRETARIS |
ADETHYA SETIAWAN
SEKRETARIS I
HADJERUL MAHDI
SEKRETARIS III
TAUFIK HIDAYAT
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l l

WAKIL PERUSAHAAN WAKIL KARYAWAN
1. SUKRI 1. DEDI KURNIAWAN
2. DADI 2. RION
3. M. IQBAL 3. DARWISR.

4. FERI 4. AHMAD YASIN
5. SUWIRYO 5. JOHAN

6. ISMID 6. DOBRI A

7. FAUZI 7. ELFRAM

8. HUSAINI 8. HERI IRAWAN
9. MINGGU 9. ARIZAL

10. RUSWANDI

11. RUSWANDI J.

12. MARSUDIN

13. EKA APRIANTO

14. SUHARMAN

15. MARDANI

16. MUSTAFA ADAM
17. DODI ISKANDAR
18. ARIHAN

19. SUSANTO, A.Md.

Gambar 2.5 Skematik Organisasi P2K3 Pabrik PT. SWP
Sumber : PT.Steelindo Wahana Perkasa,2019.

2.5 Hak Ketenagakerjaan

Adapun hak ketenagakerjaan telah diatur dalam UUD No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan bahwa disebutkan pada pasal 1 ayat 31
Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau
keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di
luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat
mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan
sehat. Sedangkan untuk mengatur jam kerja terdapat pada pasal 77 ayat 1
berbunyi Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
Ayat 2 berbunyi Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi :

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
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b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Ataupun jaminan sosial ketenagakerjaan diatur dalam pasal 99 ayat 1 yang
berbunyi Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh
jaminan sosial tenaga kerja. Untuk mengatur hak-hak ketenegakerjaan maka
PT. STEELINDO WAHANA PERKASA telah mengatur pola jam kerja
yaitu sebagai berikut.
2.5.1 Pola Pengaturan Jam Kerja
Sesuai dengan UUD No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa
disebutkan pada pasal 77 Ayat 2 berbunyi Waktu kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu..
Adapun pengaturan jam kerja di PT. Steelindo Wahana Perkasa yaitu:
Semua karyawan hari kerjanya adalah Senin — Sabtu, dengan ketentuan
jam kerja terdapat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Pembagian Jam Kerja Untuk Karyawan Produksi

Shift Hari Jam Kerja Keterangan
AB,C Senin-—Kamis (07.00-15.00) 1 jam lIstirahat
ABC Jumat (15.00 — 23.00) 1 jam Istirahat
AB,C Sabtu (23.00 -07.00) 1 jam Istirahat

Sumber: PT. Steelindo Wahana Perkasa.
Sedangkan untuk pembagian jam kerja staff kantor hanya terdapat 1 shift
kerja yaitu sebagai Berikut :

Tabel 2.3 Pembagian Jam Kerja Untuk Staff Kantor

Hari Jam Kerja Keterangan
Senin — Jumat (08.00 - 16.00) 1 jam Istirahat
Sabtu (08.00 —13.00) 1 jam lIstirahat

Sumber: PT. Steelindo Wahana Perkasa.
Untuk bagian pengamanan shift kerja dibagi menjadi 3 setiap harinya .

Adapun pembagian jam kerja yaitu sebagai berikut:
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Tabel 2.4 Pembagian Jam Kerja Untuk Pengamanan

Bagian Shift Jam Kerja
1 07.00 - 15.00
Pengamanan 2 15.00 - 23.00
3 23.00 - 07.00

Sumber: PT. Steelindo Wahana Perkasa.

2.5.2 Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan
Sebagai bukti pemenuhan peraturan perundang-undangan yaitu UUD No
13 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 31 Kesejahteraan pekerja/buruh adalah
suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah
dan rohaniah. Untuk menjamin kebutuhan dan keperluan pekerja
terpenuhi PT. SWP menjamin fasilitas dan kesejahteraan karyawan

dengan menyediakan :

a. BPJS TK ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja )
PT. Steelindo Wahanaa Perkasa memberikan asuransi sosial tenaga
kerja jika terjadi kecelakaan yang menimpa tenaga kerja.

b. Pemberian cuti
Perusahaan memberikan cuti tahunan/hari besar agama dan cuti
sakit kepada tenaga kerja.

c. Tunjangan hari besar agama
Perusahaan juga memberikan tunjangan bagi tenaga kerja yang
merayakan hari besar agama.

d. Fasilitas untuk pekerja
Untuk menunjang kinerja karyawan serta untuk meningkatkan
kualitas hidup para pekerja PT. SWP telah menyediakan beberapa
fasdilitas seperti yang dapat dilihat pada gambar 2.6 dibawah ini :
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g- 2

(c) Mushola

7
A 7 s7ecunoo maan reasish
&

ROkt
(9) Gedung olahraga (f) PAUD

Gambar 2.6 Fasilitas Untuk Pekerja PT. SWP

Sumber: PT. Steelindo Wahana Perkasa.

Unuk menunjang kelancaran karyawan dalam melakukan pekerjaaanya,
perusahaan juga menyediakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan
tenaga kerja (Alat Pelindung Diri)untuk meningkatkan keselamatan kerja
seperti : safety shoes, hand gloves, alat pemadam api, helm safety,

masker, kacamata pelindung dan lain-lain.
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2.5.3 Jumlah Tenaga Kerja
Tabel 2.4 Jumlah Karyawan PT. SWP MILL

Jumlah Tenaga Kerja PT. SWP MILL

Divisi Pria wanita Jumlah
Executive 6 - 6
Staff 13 2 15
Produksi shift A 14 - 14
Produksi shift B 15 - 15
Produksi shift C 14 - 14
Mekanik 18 - 18
Labor 16 - 16
Engine Driver 3 - 3
Boiler station 15 - 15
Mill ofice 3 1 4
Electrical 4 - 4
Mill store 2 - 2
Mill security 5 - 5
Umum, driver &
Belt press 21 ) 21
Total 152

Sumber: PT. Steelindo Wahana Perkasa.
Dari data diatas dapat diketahui jumlah total pekerja pada proses
produksi PT. SWP.

2.6 Bahan Baku dan Hasil Produksi
2.6.1 Bahan Baku

Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses
produksi yang sifat dan bentuknya akan mengalami perubahan baik fisik
maupun Kimia, dimana bahan ini langsung ikut dalam proses produksi
sampai dihasilkannya produk jadi. Di PT. SWP, bahan baku yang
digunakan adalah Tandan Buah Segar (TBS) dan brondolan. Kualitas
bahan baku yang digunakan sangat menentukan kualitas produk yang
akan dihasilkan. Oleh karena itu, bahan baku yang digunakan adalah TBS
yang ditentukan melalui tingkat fraksi tandan buah segar menurut PT.
SWP yang ditunjukkan pada Tabel 2.6
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Tabel 2.5 Tingkat Fraksi Tandan Buah Segar

Fraksi Kematangan Buah Luar Komposisi Panen
Standar Kematangan Membrondol Ideal
Fraksi 00 Sangat mentah Tidak ada Tidak boleh ada
Fraksi 0 Mentah 0-12,5% Tidak boleh ada
Fraksi 1 Kurang Matang 12,5 - 25% Max. 20%
Fraksi 2&3 Matang 25 -75% Min 68%
Fraksi 4&5 Lewat matang  75-100% & buah Max. 12%
dalam ikut
membrondol

Sumber: PT. Steelindo Wahana Perkasa 2019

Bahan Baku TBS yang digunakan untuk menghasilkan produk yang
berkualitas adalah jenis buah tenara yang mempunyai tebal cangkang 0,5
- 4 mm dengan kandungan minyak 22 - 24%.

Brondolan Tandan Buah Segar

W MR Al

PR A

Gambar 2.7 Brondolan dan Taﬁdn uaﬁ Segér

2.6.2 Bahan Tambahan/Bahan Penolong
Bahan tambahan/bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk
menyelesaikan suatu produk dan keberadaan dari bahan ini tidak
mengurangi nilai. Bahan tambahan/penolong yang digunakan dalam
memproduksi CPO di PT. SWP antara lain, steam, air panas, caustic

soda, tawas, dan lain-lain.
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A.Proses Pengolahan TBS menjadi CPO

30

Secara singkat proses pengolahan TBS kelapa sawit menjadi CPO di

PT. Steelindo Wahana Perkasa antara lain:

SORTASI/GRADING  {

AUTO FEEDER

FFB ( FRESH FRUIT BUNCH)

A 4

CONVEYOR

STERILIZER (7 unit)

BUAH/BRONDOLAN l

CLARIFIER

i 4

TRASHER

PRESSER

CRUDE OIL

PALM CAKE

EFB (EMPTY FRUIT BUNCH)

v

1.

SLUDGE/DECANTER CAKE/LUMPUR

BASAH

2. EFFLUENT/LIMBAH CAIR

CRUDE PALM OIL

\ 4

CPO TANK

DEPERICARPER

\ A

PALM KERNEL

KERNEL

Gambar 2.8 Proses Pengolahan TBS Menjadi CPO
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FRESH FRUIT BUNCH

Tahapan awal proses produksi minyak kelapa sawit yaitu
pengangkutan buah kelapa sawit segar menuju pabrik. setelah itu
dilakukan proses sortasi/grading yang bertujuan untuk pemisahan
buah kelapa sawit yang sudah bersih menjadi bermacam macam mutu
atas dasar sifat-sifat fisik

CONVEYOR
Adalah proses pemindahan buah menggunakan alat dengan daerah

lintasan horizontal, inklinasi, maupun kombinasi. Dimana padaproses
ini buah kelapa sawit yang sudah melalui proses sortasi akan
dipindahkan ke proses selanjutnya.
STERILIZER.
Rebusan Pabrik Kelapa Sawit (sterilizer) adalah bejana bertekanan
yang menggunakan uap (steam) dengan tekanan sekitar 3,0 kg/cm2,
dimana uap ini digunakan untuk merebus buah kelapa sawit yang ada
di dalam tandan buah segar (TBS) sawit. proses perebusan (Rebusan
Uap) buah kelapa sawit yang bertujuan untuk :
e Mengurangi kadar air dalam buah.
e Mempermudah proses pelepasan brondolan buah sawit dari
tandan buah segar (TBS)
¢ Menghilangkan enzim penghasil asam lemak bebas (ALB) atau
Free Fatty Acid (FFA)
e Mempermudah proses pelepasan inti sawit (kernel) dari
cangkangnya
e Dehidrasi buah untuk membantu proses digesting/ pelumatan (di
mesin digester) dan pengepressan di mesin screw press serta
mengurangi kadar air pada brondolan sawit.
e Untuk membantu proses pemecahan emulsi
e Supaya serat (fibre) dan biji (nut) mudah terlepas.
Proses perebusan dilakukan selama 85 -95 menit. Untuk media

pemanas dipakai steam dari BVP (Back Pressure Vessel) yang
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bertekanan 2,8-3 bar. Perebusan dilakukan dengan sistem 3 peak (tiga
puncak tekanan). Puncak pertama tekanan sampai 1,5 Kg/cm2,
puncak kedua tekanan sampai 2,0 Kg/cm2 dan puncak ketiga tekanan
sampai 2,8 — 3,0 Kg/cm2. Setelah itu tandan buah segar akan melewati
proses maka Auto Feeder yang berfungsi mengatur masuknya buah
yang sudah direbus ke threser secara kontinu dan merata sehingga

proses perontokan brondolan dapat berlangsung maksimal.
TRASHER

Berfungsi untuk memisahkan buah dari janjangnya dengan cara
membanting tandan buah segar (TBS) kedalam drum thresher. Threser
ini berupa drum silinder Panjang yang berputar secara horizontal
dengan kecepatan putar 21 rpm. Drum dirancang dengan Kisi-Kisi
yang berfungsi untuk meloloskan berondolan. Thresher ini

berkapasitas 30ton/jam.
Adapun beberapa fungsi dari thresher sendiri adalah sebagai berikut :

¢ Untuk melepaskan tandan buah segar yang sudah direbus dengan
tandanya dengan sistem bantingan.

e Untuk menjaga kestabilan/pemerataan secara kontinu agar
kapasitas pengolahan tandan buah segar (TBS) dapat tercapai
sesuai desain pabrik dengan pengoprasian hoist cyle, rpm auto
feeder maupun supervise yang benar.

e Menjaga oil loss maupun kernel loss seoptimal mungkin agar
berada dibawah target/parameter yang sudah disepakati
perusahaan.

Setelah melalui proses Thresher yang kemudian menghasilkan 2
produk yaitu brondolan buah sawit dan tandan yang dipisahkan oleh

mesin thresher.
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PRESSER
Bertujuan melumatkan buah di dalam digester dan mengepressnya

dengan tekanan 30 — 50 bar padasuhu 90 — 95°C agar sebagian daging
buah terlepas dari biji sehingga menghasilkan minyak kelapa sawit
jenis crude palm oil (CPO) dan inti sawit (kernel).

Setelah itu Crude Palm Qil (CPO) dialirkan menuju proses CLARIFIER
(proses pemurnian ).

CLARIFIER
Proses ini merupakan proses pemurnian minyak mentah dilakukan

untuk pemisahan minyak mentah dari lumpur (sludge),
menghilangkan kotoran (dirt) yang terkandung di dalamnya dan
mengeringkan minyak dengan penguapan vakum hingga kelembaban
(moisture) sampai batas minimal yang menghasilkan produk Crude
palm oil (CPO) murni.

DEPERICARPER
Depericarper adalah alat untuk memisahkan fiber dengan nut. Fiber

dan nut dari CBC masuk ke separating column. Disini fraksi ringan
yang berupa fiber dihisap dengan fibre cyclone danditampung dalam
hopper sebagai bahan bakar pada boiler.

RIPPLE MILL
Biji dari nut silo masuk ke ripple mill untuk dipecah sehingga inti
terpisah dari cangkang. Biji yang masuk melalui rotor akan
mengalami gaya sentrifugal sehingga biji keluar dari rotor dan
terbanting dengan kuat yang menyebabkan cangkang pecah. Setelah
dipecahkan inti yang masih bercampur dengan kotoran-kotoran di
bawa ke kernel grading drum.

KERNEL SILO
Inti yang masih mengandung air, perlu dikeringkan sampai kadar air
7%. Inti yang berasal dari pemisahan di clay bath melalui top wet
kernel conveyor didistribusikan ke dalam unit kernel silo untuk
dilakukan proses pengeringan. Pada kernel silo ini inti akan

dikeringkan dengan menggunakan udara panas dari steam heater yang
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dihembuskan oleh Fan kernel silo ke dalam kernel silo. Pengeringan
dilakukan padatemperatur 60-80°C selama 4-8 jam. Kernel yang telah
dikeringkan ini dibawake kernel bulk silo melalui dry kernel transport

fan.
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BAB IlI
TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang sering disingkat menjadi K3,
dalam bahasa inggris disebut Occupational Health and Safety (OHS).

Pengertian Keselamatan dan kesehatan kerja menurut Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.1 No. 1/MEN/2014 Kecelakaan Kerja

adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan Kkerja,

termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula

kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju

tempat kerja, dan pulang kerumahmelalui jalan biasa atau wajar dilalui.

Sedangkan Keselamatan Kerja adalah keselamatan dalam segala tempat

kerja, baik di darat, dalam laut, di permukaan air, maupun di udara yang

masuk wilayah hukum Republik Indonesia.

3.1.1 Manajemen K3

Manajemen K3 adalah upaya pengelolaan K3 dalam suatu perusahaan

atau organisasi. Sesuai dengan persyaratan perundangan, yaitu Pasal 86

UU No. 13 Tahun 2003, pengusaha wajib melakukan upaya keselamatan
dan kesehatan kerja (Ramli, 2013).

Secara spesifik , Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja menyebutkan 18 syarat-syarat keselamatan kerja

yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan, yaitu:

Mencegah dan mengurangi kecelakaan.

Mencegah,mengurangi dan memadamkan kebakaran.

Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.

Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu
kebakaran dan kejadian-kejadian lain yang berbahaya.

Memberi pertolongan pada kecelakaan .

35
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e Memberi alat perlindungan diri pada pekerja.

e Mencegah danmengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu,
kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, embusan angin, cuaca,
sinar atau radiasi, serta suara dan getaran.

e Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja,
baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.

¢ Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.

e Menyelenggarakan suhu dan lembap udara yang baik.

e Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.

e Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.

e Memperoleh keserasian antara tenaga kerja,alat kerja lingkungan,
cara dan proses kerjanya.

e Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang,
tanaman, atau barang.

e Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.

e Mengamankan dan mempelancar pekerjaan bongkar muat,
perlakuan, dan penyimpanan barang.

e Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.

e Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan
yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Untuk memenuhi persyaratan keselamatan tersebut, perusahaan harus

melakukan upaya-upaya K3 atau pengelolaan K3 atau Manajemen

K3. Dengan demikian, manajemen K3 adalah upaya atau program

untuk mengelola K3 dalam perusahaan (Ramli, 2013).

3.1.2 Tujuan K3
1. Manfaat Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat
Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan
kerja, penyakit dan hal-hal yang berkaitan dengan stress serta mampu
meningkatkan kualitas kehidupan kerja dan para pekerjanya, maka

perusahaan akan semakin efektif manfaat lingkungan kerja yang aman

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL



37

dan sehat adalah agar setiap karyawan mendapat jaminan K3 baik
secara fisik, sosial dan psikologis yang dapat memberikan rasa aman
danterlindungi dalam bekerja serta terhindar dari gangguan kesehatan
yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja serta

meningatkan kegairahan, keserasian dan partisipasi kerja (Rivali,
2005).

2. Kerugian Lingkungan Kerja yang tidak aman dan tidak sehat
Jumlah biaya yang sangat besar sering muncul karena ada kerugian-
kerugian akibat kematian dan kerugian akibat menderita penyakit
yang berkaitan dengan pekerja serta yang berkaitan dengan pekerja

serta yang berkaitan dengan kondisi psikologis.

Sedangkan menurut Mangkunegara (2002), tujuan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut :

a. Setiap pegawai mendapat jaminan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja baik secara fisik,sosial dan psikologis.

b. Setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-
baiknya dan seefisien mungkin.

c. Semua produksi dipelihara keamanannya

d. Adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan
gizi pegawai.

e. Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh
lingkungan atau kondisi kerja.

f. Setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

3.2 Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor
03/Men/98 adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga
semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
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Jenis-jenis Kecelakaan Kerja Bird dan Germain (1990), menyatakan

terdapat tiga jenis kecelakaan kerja, antara lain :

e Accident : Adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang membuat
kerugian baik untuk manusia ataupun terhadap harta benda.

e Incident : Adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang belum
menjadi kerugian.

e Near Miss : Adalah kejadian nyaris celaka dengan kata lain kejadian
ini hamper membuat terjadi incident maupun accident.
Adapun piramida kecelakaan menurut Frank E. Bird dapat dilihat
pada Gambar 3.1

Jika Terdapat 1 Kecelakaan Fatal (Cacat/Kematian)

Untuk Setiap

Kecelakaan Fatal 1 0 Kecelakaan Ringan

Terdapat :

Untuk Setiap KecelakaanYang

Kecelakaan Fatal 3 0 Menimbulkan

Terdapat : Kerusakan Aset

Untuk Setiap

Kecelakaan Fatal 6 O O Insiden
Terdapat:

Gambar 3.1 Piramida Kecelakaan Frank E. Bird
Sumber : Ramli, 2013.

3.2.1 Penyebab Kecelakaan Kerja
Menurut Anizar (2012:4), secara umum penyebab kecelakaan kerja ada
dua yaitu faktor manusia (unsafe action) dan faktor lingkungan (unsafe
condition). Kecelakaan kerja adalah risiko yang dihadapi oleh setiap
tenaga kerja yang pelaksana pekerjaan dengan kerugian tidak hanya

korban jiwa dan materi untuk pekerja dan pengusaha tetapi juga dapat
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berpengaruh pada proses produksi secara keseluruhan dan merusak
lingkungan yang pada akhirnya berdampak langsung dengan masyarakat
sekitar (Suma’mur P.K., 2014:453).
Ridley (2008) menyatakan sebab kecelakaan kerja, antara lain :
1. Situasi Kerja meliputi :
e Pengendalian manajemen yang kurang
e Standar kerja yang kurang
o Standar kerja tidak terpenuhi
e Kelengkapan yang gagal atau tempat kerja yang tidak
mencukupi
2. Kesalahan Orang meliputi :
e Keterampilan dan ilmu pengetahuan yang kurang
e Masalah fisik atau Mental
e Motivasi yang kurang atau salah penempatan
e Kurang memperhatikan
3. Tindakan Tidak Aman meliputi :
e Tidak ikut metode kerja yang sudah disepakati
e Sering mencari jalan pintas
¢ Tidak mengindahkan dan memakai perlengkapan

Keselamatan kerja

3.2.2 Pencegahan Kecelakaan Kerja
Suma’mur (2009) mengatakan kecelakaan kerja bisa dicegah dengan
mengikuti factor-faktor berikut antara lain :
1. Faktor Lingkungan

Lingkungan kerja yang terpenuhi persyaratan mencegah
kecelkaan kerja yakni :

e Memenuhi syarat aman : meliputi hygiene umum sanitasi,
ventilasi udara, pencahayaan dan penerangan pada tempat

kerja dan pengaturan suhu udara dari ruang kerja
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e Memenuhi syarat keselamatan : meliputi keadaan Gedung
dan tempat kerja yang dapat menjamin keselamatan
2. Faktor Mesin dan Peralatan Kerja
Mesin dan peralatan kerja harus berdasar pada rencana yang baik
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dapat dilihat
dari pengaman mesin/peralatan kerja seperti penutup mesin yang

bergerak untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.

3. Faktor Perlengkapan Kerja
Alat pelindung diri merupakan perlengkapan kerja yang wajib
dipenuhi untuk pekerja. Alat pelindung diri adalah berupa

pakaian kerja, kacamata, sarung tangan ,sepatu dan semua
ukuranya harus sesuai pekerja.

3.2.3 Penyakit Akibat Kerja
Penyakit akibat kerja adalah suatu kondisi abnormal, selain cidera akibat
kerja, yang disebabkan oleh pajanan terhadap faktor lingkungan yang
berkaitan dengan pekerjaan sedangkan cidera terhadap suatu kasus
tunggal di lingkungan kerja.
Sedangkan dalam Peraturan Presiden R.I No 7 Tahun 2019 tentang
penyakit akibat kerja menyebutkan bahwa penyakit akibat kerja adalah
penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
3.2.4 Pencegahan Penyakit Akibat Kerja
Menurut A.M. Sugeng Budiono, dkk. (2003:129), penerapan upaya
pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara total perlu
diterapkan sistem manajemen kesehatan kerja memerlukan komitmen
dan kebijakan pihak manajemen yang didukung oleh saling pengertian
dan kerjasama antar semua pihak terkait dengan melaksanakan kegiatan
seperti menerapkan peraturan perundangan, identifikasi potensi bahaya
dan penilaian risiko, pengujian dan pemantauan lingkungan ditempat
kerja, pengujian kesehatan tenaga kerja dan pemantauan biologis,

penerapan teknologi hierarki pengendalian yang terdiri atas substitusi,
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eliminasi, pengendalian teknis atau engineering control, pengendalian
administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Selain itu perlunya
diadakan pelatihan yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan,
selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi pada penerapan sistem

pencegahan melalui audit.

3.3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Sebelum menjalankan sistem manajemen K3, terlebih dahulu perlu
dipahami apa yang dimaksud dengan SMK3 dan proses SMK3 yaitu sebagai
berikut :
3.3.1 Pengertian dan Tujuan SMK3
Sistem Manajemen K3 adalah sistem yang digunakan untuk mengelola
aspek K3 dalam organisasi atau perusahaan. Sistem manajemen K3
adalah pengelolaan K3 dengan menerapkan system manajemen untuk
mencapai hasil yang efektif dalam mencegah kecelakaan dan efek lain
yang merugikan (Ramli, 2013).
Menurut PP No 50 Tahun 2012, Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja yang disingkat SMK3 adalah bagian dari system
manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian
risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat
kerja yang aman, efisien dan produktif.
3.3.2 Tujuan SMK3
Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, penerapan SMK3
bertujuan untuk
e Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan
terintegrasi
e Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh,
dan/atau serikat pekerja/serikat buruh

¢ Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk
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mendorong produktivitas.
eSebagai alat ukur kinerja K3, pedoman implementasi dalam
organisasi, dasar penghargaan, dan sertifikasi
3.3.3 Proses SMK3

Proses manajemen K3 merupakan suatu siklus manjemen sebagai berikut

a) Penetapan kebijakan K3
Proses SMK3 dimulai dengan menetapkan kebijakan keselamatan
dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan
Sistem Manjemen Ka3.

b) Perencanaan
Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran
penerapan keselamatan dan kesehatan kerja

c) Pelaksanaan rencana K3
Merepakan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara
efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme
pendukungyang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan
sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.

d) Pemantauan dan peningkatan kinerja SMK3
Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan Sistem
Manajemen K3 secara berkesinambungan dengan tujuan
meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. (Ramli,
2013).

3.4 Elemen SMK3
Sesuai dengan persyaratan dalam PP No. 50 Tahun 2012, Elemen Sistem
Manajemen K3 adalah sebagai berikut :
1. Penetapan Kebijakan
2. Perencanaan K3
3. Pelaksanaan Rencana K3

4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
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5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 (Ramli, 2013).

3.4.1 Penetapan Kebijakan K3
Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Health and Safety Policy)
merupakan persyaratan penting dalam penerapan system manajemen K3
dalam perusahaan. Kebijakan K3 ini merupakan bentuk nyata dari
komitmen manajemen terhadap K3 yang dituangkan dalam bentuk
pernyataan tertulis yang memat pokok-pokok kebijakan perusahan
tentang pelaksanaan keselamatan kerja dalam perusahaan. Kebijakan
terulis ini secara tegas mengandung sikap dan komitmen manajemen
tentang K3 (Ramli, 2013).

1. Penyusunan Kebijakan K3

a. Tinjauan awal K3
Penyusunan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan
hasil tinjauan awal yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil
tinjau awal ini diharapkan dapat memberikan warna dan arah
yang jelas tentang kebijakan K3 perusahaan sehingga akan
lebih realistis dan tidak sekedar slogan belaka.

b. Proses konsultasi antara pengururs dan wakil pekerja/ buruh
Kebijakan K3 hendaknya menjadi pedoman Bersama bagi
semua unsur dalam perusahaan mulai dari level tertinggi
sampai pekerja terbawah. Untuk itu, pengembanga dan
penyusunan kebijakan K3 harus melibatkan semua termasuk
pekerja. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan ini mendapat
dukungan dari semua pihak karena mereka terlibat dalam
proses pengembangan (Ramli, 2013).

2. Penetapan Kebijakan K3
Kebijakan K3 sangat strategis karena merupakan landasan
penerapan K3 dalam perusahaan. Untuk menetapkan kebijakan K3,
persyaratan yang diperlukan sebagai berikut.

a. Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan
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Kebijakan harus ditandatangani oleh pengusaha dan atau
pengururs. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memang
merupakan komitmen dan kemauan manajemen sendiri.

b. Tertulis, tertanggal dan ditandatangani
Kebijakan K3 harus tertulis, bertanggal dan ditandatangani
oleh pejabat tertinggi dalam organisasi. Untuk itu, sebaiknya
jika ada perubahan manajemen maka kebijakan K3 tersebut
direvisi atau setidaknya ditandatangani ulang oleh pejabat
yang baru. Hal ini untuk menjamin kesinambungan komitmen
manajemen terhadap K3.

c. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3
Kebijakan K3 harus secara jelas menyatakan tujuan dan
sasaran K3 yang ingin di capai perusahaan.

d. Disebarluaskan kepada seluruh pekerja, tamu, kontraktor,
pemasok, dan pelanggan
Apabila telah ditetapkan maka kebijakan K3 tersebut harus
diketahui, dipahami, dimengerti, dan dijalannkan oleh semua
pihak yang terlibat. Kebijakan K3 harus dikomunikasikan
kepada seluruh stakeholder perusahaan, seperti tenaga kerja,
kontraktor, tamu, pelanggan, dan pemasok

e. Terdokumentasi dan terpeihara dengan baik
Kebijakan K3 harus didokumentasikan dengan baik dan
dimasukkan dalam dokumen atau manual SMK3 sehingga
mudah diketahui dan diakses oleh semua pihak.

f. Bersifat dinamik
Kebijakan K3 bersifat dinamis karena disesuaikan dengan
situasi, kondisi, strategi, dan perkembangan lingkungan
internal ataupun eksternal perusahaan (Ramli, 2013).

3. Pelaksanaan Kebijakan K3
Pelaksanaan SMK3 dilingkungan perusahaan perllu memerhatikan

beberapa hal terkait manajemen berikut.
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a. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat
menentukan keputusan perusahaan sebagai perwujudan
komitmen pemenuhan aspek K3 dalam perusahaan dengan
memebentuk organisasi K3 sebagai ujung tombak dalam
merepakan keselamatan dan kesehatan kerja

b. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas, dan
sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3

c. Menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab,
wewenang, dan kewajiban yag jelas dalam penanganan K3

d. Membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi

e. Melakukan penilaian kinerja dantindak lanjut pelaksanaan K3
(Ramli, 2013).

4. Komitmen Terhadap K3
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
mensyaratkan adanya komitmen semua elemen dalam perusahaan.
Dengan demikiain, aspek K3 akan dijalankan dan dilaksanakan di
seluruh fungsi dalam perusahaan yang mencakup semua aktivitas,
fungsi, dan departemen atau bagian (Ramli, 2013).
5. Peran Serta Pekerja
Bahaya di tempat kerja dapat mengancam setiap orang yang berada
ditempat Kerja, baik pekerja maupun pihak lain seperti kontraktor,
tamu atau pemasok. Mereka juga dapat sebagai penyebab
terjadinya kecelakaan dalam melakukan kegiatannya dalam
perusahaan. Oleh karena itu Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) mensyaratkan untuk mendorong dan
melibatkan semua pekerja dan setiap orang untuk berperan dalam
K3 di lingkungannya masing-masing (Ramli, 2013).
3.4.2 Perencanaan K3
Rencana kerja disusun dengan memperhatikan 4 (empat) masukan, yaitu
hasil tinjau awal yang telah dilakukan sebelumnya, hasil analisis risiko

yang dilakukan terkait dengan bisnis perusahaan, aspek perundangan
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terkait dengan aspek K3, serta ketersediaan sumber daya atau
kemampuan perusahaan untuk menjalankannya. Proses pengembangan
rencana kerja SMK3 adalah sebagai berikut :

ST
|

Rencana Kerja
-

|
e,

Gambar 3.2 Rencana Kerja SMK3
Sumber : Ramli, 2013.

1. Analisis Risiko
Pengelolaan risiko ini harus dilakukan untuk setiap kegiatan
perusahaan dan mencakup semua aktivitas baik barang, manusia,
atau proses. Manajemen risiko dimulai dengan identifikasi
bahaya penilaian risiko, dan pengendalian risiko.
Dalam melakukan analisis risiko harus mempertimbangkan hasil
tinjau awal yang telah dilakukan serta kajian peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya. Hasil identifikasi bahaya
ini merupakan masukan utama dalam menyusun rencana Kerja
untuk mengendalikan dan mencegah kejadian yang tidak
diinginnkan dari keberadaan bahaya tersebut (Ramli, 2013).
2. Tinjauan Perundangangan dan Persyaratan lainnya
Hal ini ditegaskan dalam PP No. 50 Tahun 2012 Pasal 4 sebagai
berikut.
a. Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 sebagai pedoman perusahaan dalam
menerapkan SMK3
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b. Instansi Pembina sektor usaha dapat mengembangkkan

pedoman penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud padaayat

(@ sesuai

peraturan perundang-undangan

dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan

Untuk itu, perusahaan harus memiliki datayang lengkap tentang

perundangan K3 yang berlaku untuk kegiatan perusahaan dan

melakukan kajian pemenuhannya (compliance audit). Ketentuan

perundangan mengenai K3 dapat dikelompokkan atas :

e Norma K3 yang bersifat umum;

e Syarat-syarat teknis khusus;

e Standar K3 yang berlaku.

Penilaan pemenuhan persyaratan perundangan ini dilakukan

untuk seluruh aktivitas perusahaan, khususnya jika berkaitan

dengan adanya potensi bahaya (Ramli, 2013).

Tabel 3.1 Contoh pengembangan perundangan

(Compliance Audit)

No | Potensi Persyaratan Pemenuhan
Bahaya & Perundangan/ Standar
Aspek K3
1 | Kebakaran Peraturan Menteri No. 4 | Sebagian sudah
Tahun 1980 tentang Alat | sesuai
Pemadam Api Ringan
Standar National Fire
Protection Association
2 | Kebisingan Kepmenaker No. 51 Sebagian sudah
Tahun 1999 menetapkan | terpenuhi, kecuali
nilai ambang batas sekitar boiler
kebisingan 85 A-
weighted decibels (dBA)
3 | Alat UU No. 1 Tahun 1970 Telah terlaksana
Pelindung pasal 14 ;Pengurus wajib
Diri menyediakan APD secara
Cuma-cuma
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3. Tujuan dan sasaran
Perencanaan harus memuat dengan jelas sasaran yang akan
dicapali, target pencapaian, dan indicator keberhasilannya. Dalam
persyaratan ini, perusahaan wajib menetapkan tujuan dan sasaran
K3 vyang ingin dicapai. Dalam Sistem Manajemen K3,
persyaratan mengenai tujuan dan sasaran ini berkaitan dengan
elemen-elemen sebelumnya. Sebagai contoh, hasil tinjau awal
menunjukkan perencanaan risiko dan tinjauan perundangan dan
standar ditemukan beberapa isu terkait K3 dalam perusahaan.
Tabel 3.2 Contoh tujuan dan sasaran

No | Uraian Tujuan Sasaran | Waktu | Penanggung
jawab
1 | Bahaya Menekan Maks 90 | 3 Engineer
Kebisingan | Kebisingan | A- bulan
weighted
decibels
(dBA)
2 | Penggunaan | Tingkat 100 % 1 Health
Alat pemakaian bulan | Safety
Pelindung | meningkat Environment
Diri P2K3

Sumber : Ramli, 2013.
Persyaratan SMK3 menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran harus
memenuhi kriteria, yaitu dapat diukur, ada indikator penilaian
pengukuran, ada sasaran pencapaian, dan jangka waktu
pencapaiannya.
a. Skala Prioritas
Penentuan skala prioritas merupakan keputusan manajemen
(management decision) yang strategis dengan
mempertimbangkan berbagai factor, antara lain:
¢ Tingkat risiko atau potensi bahaya yag akan menimbulkan
dampak bagi organisasi/ perusahaan;
o Kepentingan operasional perusahaan secara menyeluruh

dikaitkan dengan produksi perusahaan;
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e Persyaratan perundangan, apakah bersifat mandatory atau
sekedar pedoman saja;
¢ Kepentingan pelanggan atau masyarakat luas yang perlu
diproritaskan;
o Kondisi kemampuan finansial perusahaan untuk
menjalankan program kerja K3.
b. Jangka Waktu Pelaksanaan
Program kerja harus memiliki kerangka waktu pencapaiannya.
Hal ini sangat penting karena menjadi dasar bagi semua pihak
yang terkait dengan program kerja. Kerangka waktu ini juga
dapat disesuaikan dengan skala prioritas yang telah ditetapkan,
sehingga dapat disusun program kerja untuk jangka pendek,
jangka menengah, atau jangka Panjang.
c. Penanggung Jawab
Penyusunan rencana Kerja juga harus menetapkan siapa yang
bertanggung jawab untuk setiap program atau kegiatan yang
telah ditentukan. Penanggung jawab kegiatan ini berkewajiban
untuk memastikan bahwa kegiatan yang berada di bawah
kendalinya telah berjalan sesuai dengan target yang
ditentukan. Penanggung jawab juga melakukan koordinasi
dengan semua pihak terkait, membuat laporan pertanggung
jawaban hasil kerja dan laporan pelaksanaanya.
4. Indikator Kinerja
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
mensyaratkan perusahaan membuat indicator Kinerja yang akan
digunankan dalam mengukur K3. Untuk itu, perlu dianalisis apa
saja indicator kunci (key indicators) yang berkaitan dengan K3.
Untuk penilaian Kinerja program rencana kerja dapat dilakukan
dengan membuat indicator berdasarkan berbagai factor berikut.
a. Penyelesaian program berdasarkan waktu (time based) sesuai

dengan target yang ditetapkan. Penilaian berdasarkan
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kualitas hasilnya. Misalnya, program Kkerja  untuk
pengembangan SMK3 ditargetkakn mencapai  80%
penerapan Kriteria audit. Ternyata sampai batas waktu yang
ditentukan, pencapaian hanya 70% yang berarti target
rencana kerja tidak tercapai.

b. Penilaian Kkinerja berdasarkan volume atau kuantitas hasil
yang dicapai. Sebagai contoh, program Kkerja untuk
memasang 150 APAR di seluruh tempat kerja. Ternyata hasil
pencapaian bari terpenuhi 100 buah alat yang berhasil
dipasang karena kendala keterbatasan anggaran.

5. Penetapan Sumber Daya
Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin
tersedianya tenaga kerja yang kompeten, sarana dan prasarana,
serta dana memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.
Kegiatan yang dilakukan adalah menilai kemampuan dan
ketersediaan sumber daya dalam perusahaan untuk menjalankan
semua program Ka3.
6. Rencana Kerja
Menurut SMK3, penyusunan program kerja ini harus berdasarkan
hasil  analisis risiko yang telah dilakukan dengan
mempertimbangkan persyaratan perundangan, tujuan dan
sasarann yang telah ditetapkan, serta indicator Kinerja yang
disepakati.
3.4.3 Pelaksanaan Rencana K3
Setelah menyusun rencana kerja K3 adalah proses penerapan yang
merupakan tahap krusial dalam upaya pencegahan kecelakaan. Dalam
tahap ini, program-program K3 yang telah disusun akan dilaksanakan
secara langsung di lapangan. Sesuai persyaratan SMK3, elemen utama
dalam penerapan SMK3 adalah sebagai berikut.
1. Sumber Daya
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Setiap kegiatan memerlukan sumber daya agar dapat berjalan dan
mencapai sasaran yang diinginkan. Penyediaan sumber dayayang
mempunyai kualifikasi yang di maksud adalah segala sesuatu hal
yang membantu pekerja untuk menerapkan K3 dilapangan, hal ini
seperti :
a. Sumber Daya Manusia
Salah satu elemen kunci untuk menerapkan K3 dalam
perusahaan adalah tersedianya tenaga K3 yang kompoten dan
memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya. Dari aspek
ini, penanganan K3 memerlukan keahlian khusus yang tidak
dapat ditangani oleh setiap orang. Keahlian dalam bidang K3
memiliki tersendiri karena seorang safety professional harus
memiliki keahlian dan pengetahuan memadai dan menyangkut
kemampuan teknis dan fasilitator K3.
b. Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran
Dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3, pengusaha
dan/atau pengurus harus melakukan konsultasi, motivasi, dan
kesadaran dengan melibatkan pekerja/ buruh ataupun pihak
lain yang terkait di dalam penerapan, pengembanngan, dan
pemeliharaan SMK3, sehingga semua pihak merasa ikut
memiliki dan merasakan hasilnya.
c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam
pelaksanaan K3 harus dilakukan oleh perusahaan dengancara :
e Menunjuk, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan
tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3;
e Menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk
bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan
manajemen, pekerja/ buruh, kontraktor, subkontraktor, dan

pengunjung

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL



52

Selain itu, penanggung jawab mempunyai prosedur untuk
memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan
tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh
terhadap sisten dan program K3, serta memberikan reaksi
secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang.

d. Pelatihan dan kompetensi
Pelatinan dan kompetensi kerja dilaksanakan dengan
melakukan pengidentifikasian dan pendokumentasian standar
kompetensi kerja. Hasil identifikasi kompetensi kerja
digunakan sebagai dasar penentuan program pelatihan yang
harus dilakukan dan menjadi dasar pertimbangan dalam
penerimaan, seleksi, dan penilaian kinerja (Ramli, 2013).

2. Prasarana

a. Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3
Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang
bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 adalah badan
pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama
antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk
mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi
efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Anggaran
Perusahaan  harus  mengalokasikan  anggaran  untuk
pelaksanaan K3 secara menyeluruh, antara lain untuk
keberlangsungan organisasi K3, pelatihan Sumber Daya
Manusia dalam mewujudkan kompetensi kerja, serta
pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi,

peralatan pengendalian, dan peralatan pelindung diri.
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c. Prosedur Operasi
Prosedur operasi kerja harus disediakan pada setiap jenis
pekerjaan dan dibuat melalui analisis pekerjaan berwawasan
K3 (Job Safety Analysis) oleh personil yang berkomeoten.

d. Instruksi Kerja
Instruksi kerja merupakan perintah tertius atau tidak tertulis
untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk
memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai
persyaratan K3 yang telah ditetapkan (Ramli, 2013).

3. Kegiatan K3

Proses implementasi atau penerapan K3 didukung oleh berbagai

kegiatan yang semuanya bertujuan untuk mengendalikan,

mendukung, dan meningkatkan program K3 dalam perusahaan.

Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan

kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3, meliputi:

a. Tindakan Pengendalian
Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap
perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang, dan
jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit
akibat kerja
b. Perancangan dan Rekayasa
Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus
memerhatikan identifikasi bahaya, prosedur penilaian dan
pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja,
personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan
diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk
melakukan verifikasi persyaratan SMK3.  Tahap-tahap
perancangan dan rekayasa meliputi:
e Pengembangan
o Verifikasi

¢ Tinjauan ulang
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e Validasi

e Penyesuaian

c. Prosedur dan Instruksi Kerja

Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau
ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan,
proses, atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan
melibatkan para pelaksanaan yang memiliki kompetensi kerja
dalam menggunakan prosedur.

. Penyerahan Sebagian Pekerjaan

Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa
perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi
terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personil yang
kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab
yang jelas.

. Pembelian dan Pengadaan

Sistem pembelian/ pengadaan barang dan jasa harus :

e Terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan
kecelakaan dan penyakit akibat kerja;

e Menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja
perusahaan memenuhi persyaratan K3;

e Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja,
perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang
akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai
identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko

kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

. Produk Akhir

Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin
keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan,

pendistribusian, penggunaan, dan pemusnahannya.

g. Upaya menghadapi Darurat, Kecelakaan, dan Bencana
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Industri
Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara
berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dan
untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus
dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk
mengetahui keandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.
h. Rencana Pemulihan
Pelaksanan rencana dan pemulihan keadaan darurat
mengharuskan setiap perusahaan memiliki prosedur rencana
pemulihan keadaandarurat secara cepat untuk mengembalikan
pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga
kerja yang mengalami trauma (Ramli, 2013).
4. Prosedur Manajemen
Untuk menerapkan SMK3 yang baik maka diperlukan prosedur
manajemen yang harus diikuti dan dilaksanakan secara konsisten
oleh semua pihak. Prosedur dalam SMK3 dapat dikategorikan atas
2 bagian berikut
e Prosedur manajemen berkaitan dengan pelaksanaan dan
pengaturan penerapan elemen-elemen yang ada dalam SMK3,
misalnya prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko,
prosedur pembinaan dan pelatihan, prosedur dokumentasi,
prosedur audit internal, prosedur tentang tinjauan manajemen.
Prosedur yang berkaitan dengan operasional atau penerapan dari
prosedur manajemen diatas yang lebih bersifat teknis, misalnya
prosedur melakukan job safety analysis, prosedur melakukan
pemeriksaan insidenm dan prosedur pemeriksaan alat pemadam
kebakaran (Ramli, 2013).
3.4.4 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)
mensyaratkan pengusaha atau manajemen melakukan pemantauan dan

evaluasi Kkinerja secara berkala untuk memastikan apakah pelaksanaan
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SMK3 telah berjalan sesuai ketentuan dari rencana kerja yang telah
ditetapakan. Pemantauan dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan melalui
4 (empat) langkah yaitu pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit
internal.

1. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran
e Pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan atau inspeksi dilakukan untuk
memastikan bahwa tempat kerja, peralatan, sistem, dan
prosedur dalam kondisi baik, aman, sesuai prosedur, dan
dijalankan dengan benar.
e Pengujian
Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi suatu
peralatan atau sistem telah sesuai spesifikasi, persyaratan,
dan kekuatan suatu alat atau fasilitas. Sebagai contoh, bejana
tekan diuji ulang secara berkala sesuai dengan tekanan kerja
yang ditentukan
e Pengukuran
Pengukuran dilakukan untuk memastikan peralatan, sistem
atau prosedur sudah memenuhi Kriteria atau indikator yang
ditetapkan. Misalnya, mengukur ketebalan pipa, kebisingan,
cahaya, suhu, dan penerangan.
2. Penyelidikan Insiden

Penvelidikan insiden merupakan upaya untuk mencari faktadari

suatu kejadian, kemudian mencari faktor penyebabnya dengan

tuinan untuk mencari sebab dasar guna mencegah terulangnya

kejadian serupa.

3. Audit Internal SMK3

Sebuah organisasi memerlukan alat atau cara untuk menilai

apakah pelaksanaan K3 telah berhasil atau tidak. Salah satu

penilaian adalah dengan melakukan audit K3 sebagai bagian dari

siklus Plan-Do-Check-Action. Melalui audit, organisasi akan
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mengetahui kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat
melakukan langkah-langkah penyempurnaan berkesinambungan.
Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil
audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di
tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam
proses tinjauan ulang manajemen. Hasil temuan dari pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus
didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan
pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3
dijamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak
manajemen (Ramli, 2013).
3.4.5 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3
Proses terakhir dari siklus sistem manajemen K3 adalah tinjauan ulang
dan peningkatan oleh manajemen. Elemen ini merupakan peran kunci
bagi manajememn dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3 dalam
perusahaan.
1. Tinjauan Ulang
Untuk  menjamin  kesesuian ~ dan  keefektivan  yang
berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha
dan/atau pengurus perusahaan harus:

o Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara
berkala;

e Tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3
terhadap seluruh kegiatan serta produk barang dan jasa,
termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Tinjauan ulang penerapan SMK3 paling sedikit meliputi:

e Evaluasi terhadap kebijakan K3;

e Tujuan, sasaran, dan kinerja K3;

e Hasil temuan audit SMK3;

e Evaluasi efektivitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk

pengembangan SMK3.
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2. Peningkatan dan Perbaikan
Setelah tinjau ulang dilaksanakan, langkah berikutnya adalah
melakukan tindakan perbaikan (continual improvement) dengan
mempertimbangjab berbagai aspek berikut.
e Perubahan perundang-undangan
e Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
e Perubahan produk dan kegiatan perusahaan
e Perubahan struktur organisasi perusahaan
e Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk
epidemiologi
e Hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja
e Adanya laporan
Adanya saran dari pekerja/buruh (Ramli, 2013).

3.5 Implementasi SMK3

Implementasi  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3) dalam organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja K3 dengan

melaksanakan upaya K3 secara efisien dan efektif sehingga risiko

kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah atau dikurangi (Ramli,

2013).

3.5.1 Dasar Hukum

Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang menjadi dasar
hukum penerapan sertifikat SMK3di Indonesia, memiliki beberapa dasar
hukum pelaksanaan. Dasar hukum penerapan SMK3 yang digunakan
oleh PT Steelindo Wahana Perkasa adalah Peraturan Pemerintah Nomer
50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-undang
Nomer 13 Tahun 2003 pasal 87 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan
Peraturan Pemerintan Nomer 50 Tahun 2012 pasal 5 bahwa Setiap

perusahaan yang memperkerjakan pekerja atau buruh paling sedikit
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seratus tenaga kerja atau yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
SMK3 menurut Peraturan Pemerintah Nomer 50 Tahun 2012 memiliki 5
prinsip, 12 elemen, dan 166 kriteria dengan 3 tingkatan yaitu tingkat awal
dengan 64 kriteria, tingkat transisi 122 kriteria, dan tingkat lanjutan 166
kriteria, dalam menerapkan SMK3 tersebut pengusaha wajib
berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta dapat memeperhatikan konversi atau standar
internasional.
3.5.2 Fungsi dan Tujuan Penerapan SMK3

Fungsi utama penerapan SMK3 adalah untuk mengurangi atau mencegah
kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kerugian materi. Fungsi
secara umum adalah sebagai berikut: (Ramli, 2013)

1. Sebagai alat manajemen

2. Sebagai agen pemenuhan persyaratan

3. Sebagai Konsultan keselamatan

4. Sebagai Pengendali rugi

Adapun tujuan SMK3 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan
terintegrasi.

2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja dengan melibatkan unsur  manajemen,
pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien
untuk mendorong produktivitas.

3.5.3 Elemen Implementasi SMK3
Implementasi SMK3 berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 memiliki 12
elemen, berikut merupakan rangkuman dari elemen implementasi
SMK3, yang dapat dilihat pada Tabel 3.3
Tabel 3.3 Elemen Implementasi SMK3
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No Elemen Implementasi

SMK3

Sub Elemen

1

Pembangunan dan
Pemeliharaan Komitmen

Kebijakan K3

Tanggung Jawab dan Wewenang untuk
Bertindak

Tinjauan dan Evaluasi

Keterlibatan dan Konsultasi degan Tenaga
Kerja

Pembuatan dan
Pendokumentasian
Rencana K3

Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana
K3

Rencana Strategi K3

Manual SMK3

Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain
K3

Informasi K3

Pengendalian Perancangan

dan Peninjauan Kontrak

Pengendalian perancangan

Peninjauan kontrak

Pengendalian Dokumen

Persetujuan, Pengeluaran dan Pengend.
Dokumen

Perubahan dan Modifikasi Dokumen

Pembelian dan
Pengendalian Produk

Pembelian dan Pengendalian Produk

Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa

Sistem Vertifikasi Barang dan Jasa Yang
Telah Dibeli

Pengend. Barang dan Jasa Yang Dipasok
Pelanggan

Kemampuan Telusur Produk

Keamanan Bekerja
Berdasarkan SMK3

Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

Sistem Kerja

Pengawasan

Seleksi dan Penempatan Personil

Area Terbatas

Pemeliharaan, Perbaikan & Perubahan Sarana
Produksi

Pelayanan

Kesiapan Untuk Menangani Kondisi Darurat

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

Rencana dan Pemulihan Kondisi Darurat

7

Standar Pemantauan

Pemeriksaan Bahaya

Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja

Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi Pengukuran &
Pengujian

Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja

8

Pelaporan dan Perbaikan
Kekurangan

Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

Pelaporan Bahaya

Pelaporan Kecelakaan

Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan

Penanganan Masalah

Pengelolaan Materian dan Perpindahannya
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No Elemen Implementasi
SMK3

Sub Elemen

Pengelolaan Material dan
Perpindahannya

Penanganan Secara Manual dan Mekanis

Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan
Pembuangan

Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)

10 Pengumpulan dan
Penggunaan Data

Catatan K3

Data dan Laporan K3

11 Pemeriksaan SMK3

Audit Internal SMK3

12 Pengembangan
Keterampilan dan
Kemampuan

Strategi Pelatihan

Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia

Pelatihan Bagi Tenaga Kerja

Pelatiahan Pengenalan & Pel. Utk Pengunjung
& Kontraktor

Pelatihan Keahlian Khusus

Sumber: Lampiran | Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012.

3.5.4 Struktur SMK3

Sesuai dengan proses dan elemen yang ada maka sistem manajemen K3
dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini. Sistem manajemen K3
terdiri atas proses Penetapan Komitmen, Perencanaan, Penerapan,
Pemahaman

Pengukuran, dan Tinjauan Ulang oleh Manajemen.

mengenai struktur ini sangat penting karena akan menentukan
keberhasilan dalam menerapkan SMK3 Struktur ini harus menjadi acuan
dalam mengembangkan SMK3 dan penerapannya yang tentunya

disesuaikan dengan skala, tingkat risiko, dan kondisi perusahaan masing-

masing (Ramli, 2013).

3.6 Penilaian SMK3

Pelaksanaan penilaian hasil evaluasi SMK3 dibagi menjadi 3 kategori yaitu

kategori 1 tingkat awal dengan kriteria 64, katagori 2 tingkat transisi dengan

kriteria 122 dan kategori 3 tingkat lanjutan dengan kriteria 166. Berikut

adalah tingkatan penilaian menurut kriteria yang ditinjau.

1. Kategori Tingkat Awal

Perusahan yang memenuhi 64 (enam puluh empat ) kriteria, 64 Kkriteria

tersebut berada dalam elemen 1 sampai dengan elemen 5

2. Kategori Tingkat Transisi
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Perusahan yang memenuhi 122 ( seratus dua puluh dua) kriteria, 122

Kriteria tersebut berada dalam elemen 1 sampai dengan elemen 7.

3. Kategori Tingkat Lanjutan
Perusahan yang memenuhi 166 ( seratus enam puluh enam ) kriteria,
166 kriteria tersebut berada dalam elemen 1 sampai dengan elemen 12.
Untuk tingkat penilaian penerapan SMK3 dapat ditetapkan sebagai berikut
dan dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Penilaian Penerapan SMK3

Kategori Tingkat Pencapaian Penerapan

Perusahaan 0-59% 60-84% 85-100%

Kategori tingkat Tingkat Penilaian  Tingkat Penilaian ~ Tingkat Penilaian
awal (64 kriteria)  Penerapan Kurang Penerapan Baik Penerapan

Memuaskan

Kategori tingkat Tingkat Penilaian  Tingkat Penilaian ~ Tingkat Penilaian
transisi (122 kriteria) Penerapan Kurang Penerapan Baik Penerapan
Memuaskan

Kategori tingkat Tingkat Penilaian  Tingkat Penilaian ~ Tingkat Penilaian
lanjutan (166 Penerapan Kurang Penerapan Baik Penerapan

Kriteria) Memuaskan

Sumber: Lampiran Il Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012

PT SWP, tergolong pada kriteria tingkat transisi karena perusahaan sedang
dalam proses konsultasi kepada pihak ketiga yaitu perusahaan jasa K3
terkait dengan pengembangan SMK3 dan juga perusahaan belum
tersertifikasi oleh Kementrian Tenaga Kerja RI terkait dengan penerapan
SMKa3. Tahap transisi terdiri dari 12 elemen dan 122 kriteria audit SMK3
berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012. Untuk mendapatkan
penilian penerapan SMK3 di PT Steelindo Wahana Perkasa, dilakukan
pembobotan terhadap kesesuaian, skor untuk masing-masing kriteria audit

adalah 1 jika terdapat kesesuaian terhadap ketersediaan dokumen dan
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penerapan dilapangan dan skor O apabila ada temuan kritikal, mayor
maupun minor, kemudian hasil skor pada setiap penilaian kriteria audit akan
dijumlahkan sehingga didapat skor total. Skor total akan dibagi dengan
jumlah kriteria audit tahap transisi yaitu 122, setelah itu akan dikalikan 100
% sehingga didapatkan persentase ketercapaian penerapan SMK3 bagi
perusahaan. Setelah didapat persentase ketercapaian penerapan kemudian
akan dibandingkan dengan Tabel 3.4 dimana apabila PT. SWP mendapat
nilai :

e 0-59 % tingkat penilaian penerapan kurang

e 60-84% tingkat penilaian penerapan baik

e 85-100 % tingkat penilian penerapan memuaskan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen K3 adalah sistem yang digunakan untuk mengelola
aspek K3 dalam organisasi atau perusahaan. Sistem manajemen K3 adalah
pengelolaan K3 dengan menerapkan system manajemen untuk mencapai
hasil yang efektif dalam mencegah kecelakaan dan efek lain yang
merugikan (Ramli, 2013).

Menurut PP No 50 Tahun 2012, Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja yang disingkat SMK3 adalah bagian dari system
manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian
risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja

yang aman, efisien dan produktif.

4.2 Penerapan SMK3 di PT Steelindo Wahana Perkasa
Dasar hukum terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
yang menjadi acuan PT Steelindo Wahana Perkasa adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, dimana dalam
peraturan tersebut Pada Pasal 5 disebutkan bahwa :
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi
peruahaan.
a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang;
atau
b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
PT SWP yaitu pada bagian proses produksi (MILL) memiliki karyawan
sebanyak 152 (serratus lima puluh dua) orang, dimana jumlah tersebut telah
sesuai dengan syarat sebuah perusahaan wajib menerapkan SMK3
berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 pasal 5 ayat 2. Penerapan SMK3 di
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PT SWP, tergolong pada kriteria tingkat transisi karena perusahaan sedang
dalam proses konsultasi kepada pihak ketiga yaitu perusahaan jasa K3
terkait dengan pengembangan SMK3 dan juga perusahaan belum
tersertifikasi oleh Kementrian Tenaga Kerja RI terkait dengan penerapan
SMKA3. Tahap transisi terdiri dari 12 elemen, dan 122 kriteria audit SMK3
dimana pada tabel checklist audit 4.1 dibawah dapat dilihat bahwa elemen
ditunjukan dengan angka 1 sedangkan kriteria ditunjukan dengan angka 1.1
berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012. Penilaian SMK3
memiliki 3 kategori temuan ketidaksesuaian yaitu :

1. Kritika : Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.

2. Mayor : Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Minor : Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan

Peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan

acuan lainya.

4.3 Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen

Pondasi penting penerapan SMK3 adalah komitmen kepemimpinan, dan
kebijakan manajemen. Sebagai bagian dari komitmen manajemen,
pengusaha harus menetapkan kebijakan K3 yang disusun berdasarkan
beberapa kaidah dan berbagai input seperti visi dan misi perusahaan, hasil
tinjauan awal K3 dan ketersediaan sumber daya dalam perusahaan.
Checklist audit SMK3 berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 pada elemen 1
yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen terdiri dari beberapa sub
elemen audit yang didalamnya terdapat kebijakan K3, tanggung jawab dan
wewenang untuk bertindak, tinjauan dan evaluasi, keterlibatan dan
konsultasi dengan tenaga kerja. Adapun hasil checklist audit pada elemen
pembangunan danpemeliharaan komitmen yang telah dilakukan diPT SWP
dapat dilihat dalam Tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Checklist Audit SMK3 Elemen Pembangunan dan

Pemeliharaan Komitmen

No KRITERIA AUDIT

PENILAIAN

Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan

SMK3 Tidak sesuai Kategori
1 Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
1.1 Kebijakan K3
. PT. SWP. Telah
Terdapat kebijakan K3 membuat kebijakan

yang tertulis
bertanggal,
ditandatangani oleh
pengusaha atau

K3
tertulis bertanggal
dan ditandatangani

111 pengurus, secara jelas Oéinsg%r;%l:u;n
menyatakan tujuan dan Eerisi tu'uanydar?
sasaran K3 serta sasaran JK3 Bukti
kgm:]trizzlafrlzgdap dapat dilihat pada
P g Gambar 4.1

Proses konsultasi
Kebijakan disusun oleh berupa rapat
pengusaha dan/atau mengenai tinjauan

11 Pengurus setelah ulang manajemen

melalui proses
konsultasi dengan
wakil tenaga kerja

dan rapat bulanan
P2K3. Bukti dapat
dilihat pada Gambar
4.4
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PENILAIAN
No KRITESRl\/Ilﬁ?UDIT . Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesual Sesuai Tidak sesuai Kategori
Perusahaan
mengkomunikasikan
kebijakan K3 kepada
perwakilan tenaga
kerja, pelanggan dan
pemasok. Dengan
melakukan :
Perusahaan 1. Video safety
mengkomunikasikan, briefing
kebijakan, K3 kepada 2. Adanya rambu-
113 seluruh tenaga kerja, v rambu tanda bahaya
7 tamu, kontraktor, disetiap stasiun kerja
pelanggan, dan 3. Uraian materi
pemasok dengan tata safety briefing
cara yang tepat 4. Penyampaian kode
etik dan izin kontrak
terhadap pemasok
melalui rapat bulanan
Panitia Pembina K3.
Bukti penerapan
dapat dilihat pada
Gambar 4.2 dan 4.3
1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
Dokumen berisi
tanggung jawab serta
Tanggung jawab dan wewenang pihak
wewenang untuk yang bertanggung
mengambil tindakan jawab terhadap
121 dan melaporkan kepada v pemantauan K3 di

semua pihak yang
terkait dalam
perusahaan di bidang
K3 telah ditetapkan.

PT. SWP yaitu oleh
koordinator tim
SUSTAINABLE
yang merupakan ahli
K3. Dapat dilihat
pada Gambar 4.5
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KRITERIA AUDIT
SMK3

PENILAIAN

Sesuali

Tidak
Sesuali

Keterangan Sesuai/
Tidak sesuai

Keterangan
Kategori

1.2.2

Penunjukan
penanggung jawab K3
harus sesuai peraturan
perundang-undangan

PT. SWP telah
melakukan
penetapan
penanggung

jawab dalam bidang
K3 yang
berkompeten dan
telah tersertifikasi
sebagai ahli K3 yang
diberikan oleh
Kementrian Tenaga
Kerja Indonesiayang
sesuai

dengan Permenaker
N04/1987 dan
penunjukan. Lihat
Gambar 4.5

1.2.4

Pengusaha atau
pengurus bertanggung
jawab secara penuh
untuk menjamin
pelaksanaan SKMK3

Pengusaha atau
pengurus yang
bertanggung jawab
secara penuh terkait
dengan pelaksanaan
SMK3 perusahaan
adalah koordinator
sustainability. Lihat
Gambar 4.5

1.2.5

Petugas yang
bertanggung jawab
untuk penanganan
keadaan darurat telah
ditetapkan dan
mendapatkan pelatihan

Perusahaan telah
membentuk Panitia
Pembina
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
yang bertanggung
jawab terhadap
penanganan keadaan
darurat perusahaan
dan dipimpin oleh
ketua yang
merupakan puncak
pimpinan perusahaan
serta sekretaris yang
dilengkapi dengan
sertifikasi ahli K3.
Lihat Gambar 4.6
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PENILAIAN
No KRITERIA AUDIT Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
SMK3 i X . i 3
Sesual Sesuai Tidak sesuai Kategori
e
mendapatkan saran- IaBangan oIF()eh
saran dari para ahli di )
1.2.6 bidang K3 yang berasal v Bgfwuegrzzaﬁu dl:;)at
dari dalam dan/atau dilihat pada Gambar
luar perusahaan 47
1.3  Tinjauan dan Evaluasi
Rapat Tinjauan
Ulang Manajemen
telah dilakukan
terdapat daftar hadir
dan notulensi , pada
Notulensi RTM
Tinjauan terhadap membahas :
penerapan SMK3 1. Efektifitas
meliputi kebijakan, monitoring hukum
perencanaan, dan peraturan
1.3.1 pelaksanaan, v 2. Pembahasan kasus

pemantauan dan
evaluasi telah

dilakukan, dicatat dan

didokumentasikan

K3

3. Hasil audit
eksternal

4. Inspeksi bulanan
5. Revisi SSOP

6. Book keeping

7. Kontrol dokumen
8. Tinjauan ulang
SSOP 20. Lihat
Gambar 4.8
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PENILAIAN
No KRITERIA AUDIT Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
SMK3 i : . i 3
Sesual Sesuai Tidak sesuai Kategori
Kegiatan Tinjauan
Ulang Manajemen
telah dilakukan dan
dihadiri pimpinan
perusahaan. Dimana
pada agenda
berisikan :
Pengurus harus 1. Efektifitas
- monitoring hukum
melnll(njau ulagg 3 dan peratl?ran
pelaksanaan SMK
1.3.3 secara berkala untuk v ZK.3Pembahasan kasus
menilai kesesuaian dan . .
L. 3. Hasil audit
efektivitas SMK3 eksternal
4. Inspeksi bulanan
5. Revisi SSOP
6. Book keeping
7. Kontrol dokumen
8. Tinjauan ulang
SSOP 20. Lihat
Gambar 4.8
1.4  Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
. Dokumen terkait
Keterlibatan dan berisi daftar hadir
penjadwalan konsultasi dan agenda mengenai
tenaga kerja dengan rapat P2K3 yang
1.4.1 wakil perusahaan v agendanva mencenai
didokumentasikan dan Kg3 meligatkan vgvakil
disebarluaskan ke karvawan dan wakil
seluruh tenaga kerja. perillsahaan
"Terdapat prosedur
enyampaian
Terdapat prosedur yang Eeluyhanﬁ)(erja melalui
?enmuﬁah_kr;aqnn nai 1. hotline dan email
1.4,2 Xonsuliasimengenal v 2. logbook

perubahan-perubahan
yang mempunyai
imlikasi terhadap K3

3. kotak saran

4. serikat pekerja (
Melalui mekanisme
rapat P2K3)"
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KRITERIA AUDIT
SMK3

PENILAIAN

Tidak

i )
Sesua Sesuali

Keterangan Sesuai/
Tidak sesuai

143

Perusahaan telah
membentuk P2K3
sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan

PT. SWP telah
membentuk P2K3
dan disahkan oleh
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi,
dimana struktur
P2K3 sesuai dengan
Permenaker no 4
tahun 1987 dimana
ketua merupakan
pimpinan perusahaan
dan sekretaris P2K3
telah tersertifikasi
ahli K3. Lihat
Gambar 4.9

144

Ketua P2K3 adalah
pimpinan puncak atau
pengurus

v

Berdasarkan
Permenaker no 4
tahun 1987 dimana
ketua merupakan
pimpinan perusahaan
dan sekretaris P2K3
telah tersertifikasi
ahli K3. Dan telah
disahkan oleh Dinas
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Lihat
Gambar 4.9

145

Sekretaris P2K3 adalah
ahli K3 sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan

Sekretaris P2K3 PT.
SWP telah
dilengkapi dengan
sertifikasi sebagai
ahli K3 yang
diberikan oleh
Kementrian Tenaga
Kerja Indonesia
sesuai

dengan Permenaker
No04/1987

Lihat Gambar 4.9
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PENILAIAN
NoO KRITERIA AUDIT Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
SMK3 i : i i i
Sesual Sesuai Tidak sesuai Kategori

Program mengenai
pengembangan atau
peninjauan kebijakan
dan perbaikan/

pengembangan
prosedur terkait
P2K3 menitikberatkan dengan pengendalian
kegiatan pada risiko terkait temuan
1.4.6 pengembangan v dari hasil penilaian
kebijakan dan prosedur risiko terdapat pada
mengendalikan risiko HIRARC yang

mengatur dan
mengendalikan risiko
K3 serta juga
terdapat saran dan
perbaikan HIRARC
itu sendiri.

Susunan pengurus
P2K3

1.4.7 didokumentasikan dan
diinformasikan kepada
tenaga kerja

Tidak diinfokan,
v tidak terdapat papan

informasi mengenai

pengurus P2K3

Minor

Rapat diadakan

P2K3 mengadakan secara teratur
pertemuan secara perbulan, namun
1.4.8 teratur dan hasilnya v hasil tidak
disebarluaskan di disebarluaskan hanya
tempat kerja kepada perwakilan
karyawan

Tim P2K3 PT. SWP
telah melaporkan
kegiatan P2K3 ke
v Dinas tenaga Kerja
PROV Kep Bangka
Belitung sesuai

P2K3 melaporkan

kegiatannya secara
1.4.9 teratur sesuai dengan

peraturan perundang-

undangan Permenaker
04/MEN/1987
Skor 18 1
% Penerapan 95

Sumber : Analisis 2020

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen pembangunan dan
pemeliharaan komitmen persentase penerapan yaitu 95%. Terdapat 1

ketidaksesuaian yaitu pada sub elemen keterlibatan dan konsultasi dengan
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tenaga kerja, dengan keterangan kategori minor yang berarti adanya

ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-

undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya. Adapun penjelasan terkait

dengan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian pada sub elemen Kkriteria

audit SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian

dibawabh ini.

4.3.1 Kebijakan K3

PT SWP telah membuat kebijakan K3 yang tertulis dan bertanggal dan
ditandatangani oleh pengurus perusahaan dimana kebijakan berisi tujuan
dan sasaran K3, dalam proses konsultasi terkait kebijakan K3 dengan
wakil tenaga kerja dimana proses konsultasi berupa rapat mengenai
tinjauan ulang manajemen terdapat daftar hadir anggota rapat notulensi
rapat berisi saran serta tindakan perbaikan. Selain itu perusahaan
mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada perwakilan tenaga kerja,
pelanggan dan pemasok dengan menggunakan video safety briefing,
adanya rambu-rambu tanda bahaya disetiap stasiun kerja, uraian materi
safety briefing, penyampaian kode etik dan izin kontrak terhadap
pemasok melalui rapat bulanan Panitia Pembina K3 (P2K3). Isi
kebijakan K3 ditinjau ulang secara berkala melalui rapat tinjauan ulang
manajemen. Adapun bukti pemenuhan kriteria audit 1.1.1 kebijakan K3
PT SWP dapat dilihat pada Gambar 4.1 dibawah ini :
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Gambar 4.1 Kebijakan K3 PT SWP

Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa
Adapun butki penyampaian dan proses konsultasi kebijakan K3 di PT
SWP dapat dilihat pada Gambar 4.2, 4.3, dan 4.4.

Gambar 4.2 Rambu-Rambu Tanda Bahaya

Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa
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Gambar 4.3 Safety Briefing

Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa.

Gambar 4.4 Rapat Bulanan P2K3

Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa.
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4.3.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
Sebagai pemenuhan penerapan SMK3 berdasarkan PP No 50 Tahun
2012, mengenai tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak dan
melaporkan Kkinerja K3 kepada seluruh pihak yang terkait dalam
perusahaan, PT SWP telah menetapkan koordinator yang bertanggung
jawab terhadap pemantauan kinerja K3 perusahaan yaitu koordinator
sustainability, dimana koordinator tersebut telah tersertifikasi sebagai
ahli K3 umum yang diberikan oleh Kementrian Tenaga Kerja Indonesia.
Dalam hal ini perusahaan telah menyerahkan sepenuhnya tanggung
jawab atas pelaksanaan SMK3 di perusahaan kepada koordinator
sustainability. tersebut. Sedangkan untuk penanganan terhadap keadaan
darurat perusahaan juga telah membentuk panitia pembina keselamatan
dan kesehatan kerja P2K3 yang diketuai oleh puncak pimpinan
perusahaan serta sekretaris yang telah dilengkapi sertifikasi ahli K3.
Adapun bukti penunjukan koordinator sustainability sebagai penanggung
jawab terhadap pemantauan kinerja K3 perusahaan dapat dilihat pada

surat penunjukan tim koordinator sustainability pada gambar berikut :

PT. STEELINDO WAHANA PERKASA o
b e T (& PT. STEELINDO WAHANA PERKASA

71, Email wwp_milliyahoo co.id N ’
27 Sepiesaber 2017 o, Desa Senyubuk Kelapn Kampit Belitung Tinmur 33471
. Telp. No. 6281273863677, Email swp_mill@yahoo co.id

¢ Dokumen PROPER, sumua dokumen yang berhubungan dengan pengefolaan,
pemantzuan, dan pelaporan lingkungan hidup,
{i Berkoordinasi dengan tim sustainability di seloruh divis operating centre dalam
roup KLK
& Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggungjawab,
Demikian surat ponetapan ini kami bauat untuk dikelahui dan dilaksanakan dengan sebaik

baiknya atas perhatiannya kami capkan terimakisih

PT STEELIIDD VAHANA PEL
® i
TANG KOK HONG

Group Manager

= Mill Office File
Tile

Gambar 4.5 Penetapan Koordinator Sustainability

Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa
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Butki pembentukan P2K3 perusahaan dapat dilihat pada gambar susunan
panitia P2K3 dibawah ini

Gambar 4.6 Susunan P2K3 PT SWP

Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa
Selain itu bukti pemenuhan terkait dengan saran dari ahli K3 perusahaan
termuat dalam laporan inspeksi K3 dapat dilihat pada gambar dibawah

ini.

Gambar 4.7 Laporan inspeksi Ahli K3

Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa
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4.3.3 Tinjauan dan Evaluasi
Tinjauan dan evaluasi SMK3 pada PT SWP telah dilakukan melalui rapat
tinjauan ulang manajemen. Hasil dari RTM mengenai perbaikan
(Corrective action) terhadap manajemen perusahaan yang akan dilakukan
serta dicantumkan dalam program kerja tahun berikutnya dimana tindakan
perbaikan tersebut bersifat berkelanjutan. Kegiatan RTM tersebut dihadiri
oleh pimpinan perusahaan dan dalam agenda RTM tersebut berisikan :
1. Efektifitas monitoring hukum dan peraturan
. Pembahasan kasus K3

. Hasil audit eksternal

2
3
4. Inspeksi bulanan
5. Revisi SSOP
6. Book keeping
7. Kontrol dokumen
8. Tinjauan ulang SSOP 20
Berikut ini bukti pemenuhan sub elemen tinjauan dan evaluasi dapat

dilihat pada dokumen rapat tinjauan ulang manajemen PT SWP.

P EELINDO WAHANA PERKASA P PTSEELINDO WAHANA PERKASA
f 1nes Seaes —

I Pembukaan ‘ e e

w

n o
Trnbnaso? 20

1l Pembahasan Rapat

gt b b 3 o g s ot g b

1, SIXTHTAS WONTORNG KU

&l

1

s w3 g i

£

|

Gambar 4.8 Dokumen RTM PT SWP

Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa.
4.3.4 Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja
Mengenai keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja PT. SWP telah
membuat susunan panitia pembina keselamatan dan kesehatan Kkerja
(P2K3) yang memudahkan tenaga kerja dalam melakukan konsultasi

melalui rapat bulanan P2K3. Dalam hal ini terdapat 1 ketidaksesuian
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penerapan dengan kategori minor dimana perusahaan hanya
mendokumentasikan susunan serta tugas dari panitia pembina
keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) namun tidak menginformasikan
kepada tenaga kerja’karyawan yang seharusnya  perusahaan
menginformasikan susunan kepengurusan dan tugas dari P2K3 melalui
papan informasi. Adapun dokuem terkait dengan susunan P2K3

perusahaan adalah sebagai berikut :

LAPORAN PERUBAIIAN STRUKTUR ORGANISASE
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
KOMPLEK PABRIK PT. STELINDO WAHANA PERKASA

27
28

Gambar 4.9 Susunan P2K3 PT SWP

Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa.

4.4 Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3

Proses SMK3 dimulai dengan perencanaan yang baik untuk menjamin agar
penerapan SMK3 sesuai dengan kebijakan dan sasaran yang diinginkan.
Checklist audit pada elemen ke 2 yaitu pembuatan dan pendokumentasian
rencana K3 terdapat beberapa sub elemen audit SMK3 seperti rencana
strategi K3, manual SMK3, peraturan perundangan dan persyaratan lain
dibidang K3 serta informasi K3. Untuk hasil checklist auditnya sebagai
berikut :
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Tabel 4.2 Checklist Audit SMK3 Elemen Pembuatan dan

Pendokumentasian Rencana K3

No

KRITERIA AUDIT

PENILAIAN

Keterangan Sesuai/

MK ) .
SMK3 Tidak sesuai
Pembuatan dan
2 Pendokumentasian
Rencana K3
2.1 Rencana strategi K3
program mengenai
pengembangan atau
peninjauan
kebijakan dan perbaikan/
pengembangan prosedur
Terdapat prose_dur terkait dengan
terdokumentasi untuk pengendalian risiko
2.11 Ldaehnat;f;kgz:]zﬂ:fann& dan terkait temuan dari hasil
e penilaian risiko
pengendalian risiko K3 menggunakan metode
HIRARC yang mengatur
dan mengendalikan
risiko K3. Lihat Gambar
4.10
Liir;t'gkazmgiﬂs' dan Identifikasi potensi
penggnaglialz r:sik’o K3 bahaya, penilaian, dan
2.1.2 sebagai rencana strategi p_engendallan risiko K3
K3 dilakukan oleh dilakukan oleh petugas
petugas yang yang tersertifikasi ahli
berkompeten K3
Rencana strategi K3 Terdapat Rencana Sistem
sekurang-kurangnya manajemen K3, berisi
berdasarkan tinjauan Tujuan, sasaran, rencana
awal, identifikasi tindakan, penilaian risiko
potensi bahaya, K3 serta hukum dan
2.1.3 penilaian, pengendalian peraturan yang harus

risiko, dan peraturan
perundang-undangan
serta informasi K3 lain
baik dari dalam maupun
luar perusahaan

dipenubhi terkait SMK3
yaitu PP No 50 Tahun
2012 Tentang Penerapan
SMKa3. Lihat Gambar
4.11
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PENILAIAN

KRITERIA AUDIT

No . Keterangan Sesuai/  Keterangan
SMKS3 Sesual Tidak sesuai Kategori
. Rencana strategi K3
Rencana stra}tegl K3 yaitu untuk pengendalian
yang telah ditetapkan resiko K3 dengan
digunakan _untuk_ . menggunakan metode
mengendalikan risiko HIRARC telah
K3 dengan menetapkan : -

2.14 tujuan dan sasaran yang v ge'?il;gag:;acﬁenmde'ﬁ'?gan
dapa_t d!UKl.” (_:ian bertujuan untuk
menjadl_prlorltas serta memperkecil tingkat
menyediakan sumber kecelakaan kerja
daya Lihat Gambar 4.11

2.2 Manual SMK3

Dokumen berupa
Terdapat manual khusus E;%zendﬁirn?ieangeeg)?rat‘?n

222 Yang berkaitan dengan v pencampuran satu bahan
produk, proses, atau kimia dengan bahan
tempat kerja tertentu kimia lainya Lihat

Gambar 4.12
Manual SMK3 mudah
didapat oleh semua .

2.2.3 personil dalam 'Sl'll\slIaKkBterdapat manual Mayor
perusahaan sesuai
kebutuhan

2.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3
Terdapat prosedur yang
terdokumentasi untuk
mengidentifikasi,
memperoleh, Terdapat dokumen,
memelihara dan mengenai pedoman serta
memahami peraturan hukum perundang-

2.3.1 perundangan-undangan, \/ undangan yang harus

standar, pedoman
teknis, dan persyaratan
lain yang relevan
dibidang K3 untuk
seluruh tenaga kerja di
perusahaan

dipenuhi oleh
perusahaan. Lihat
Gambar 4.13

Skor 6
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PENILAIAN

KRITERIA AUDIT

No
SMK3 Sesuai

Tidak Keterangan Sesuai/  Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori

% Penerapan 86

Sumber : Analisis 2020.

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen Pembuatan dan

Pendokumentasian Rencana K3persentase penerapan yaitu 86 %. Terdapat 1

ketidaksesuaian yaitu pada sub elemen Manual SMK3. Adapun penjelasan

terkait dengan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian pada sub elemen

kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat padauraian

dibawah ini.

4.4.1 Rencana Startegi K3

program mengenai pengembangan atau peninjauan kebijakan dan
perbaikan/ pengembangan prosedur terkait dengan pengendalian risiko
dan temuan dari hasil penilaian risiko PT SWP telah membuat HIRARC
yang mengatur dan mengendalikan risiko K3 perusahaan. Adapun bukti
pemenuhan kriteria audit terkait dengan identifikasi potensi bahaya
perusahaan dapat dilihat pada dokuem HIRARC PT SWP pada gambar
dibawah ini :
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FORMULIR IDENTIFIKASI SUMBER BAHAYA, ANALISA RISIKO, DAN PENGENDALIAN RISIKO

Gperating Centre: PKS PT.SWE Disusun
Proses/Lokasi:1_ Jembatan Timbang Oleh: A
Disetujul Oleh: Namag | Adethya S.fsustainability / AK3U)
TANG KOK HONG LAILL ADVISOR ) Jabatan]
Tanggal:06/12/2018 Tanggal 06/12/2018 Tanggal Review Selanjutnya:

R Review: "EE e

L identifikasi Bahaya 2. Analisa Resiko 3. Pangendalian Resika
i ) . [ Keparahan/ | Tingkat Tindakan untuk | Penanggungjawab

No.|  Aktivitas Kerja Sumber Bahaya Resiko/dampak Frekuensi | oF | e Resiko | (Tanggal/Status)

Kendaraan / truk
lzin dengan aktifitas
sama

Kecelakaan /

tabrakan

Tabrakan dengan

Perjal: Truck
erjalanan True pejalan kaki

{earutama pada Mambuat spaed
1 Laju kendarsan
lan bump
Kecelakaan / Memasang carmin
tertabrak pejalan cembung pada

kaki tikungan

...........

Gambar 4.10 Form HIRARC PT SWP
Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

Terkait dengan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian
risiko K3 sebagai rencana strategi K3 PT SWP telah menunjuk petugas
yang berkompeten dan telah tersertifikasi ahli K3. Pada rencana startegi
K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi
bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-
undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar
perusahaan, dalam hal ini PT SWP membuat rencana sistem manajemen
K3, berisi tujuan, sasaran, rencana tindakan, penilaian risiko K3 serta
hukum dan peraturan yang harus dipenuhi terkait SMK3 yaitu PP No 50
Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3. Berikut ini bukti pemenuhan

kriteria rencana strategi K3 perusahaan.
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Gambar 4.11 Rencana SMK3 PT. SWP

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.
4.4.2 Manual SMK3
Untuk sub elemen manual SMK3 PT SWP tidak memiliki dokumen

berupa manual SMK3, dimana seharusnya perusahaan membuat manual
SMK3 yang mencakup kebijakan, tujuan, rencana kerja (rencana terkini
bisa dalam bentuk terlampir), prosedur K3 bisa dalam bentuk matrik
korelasi prosedur serta job decs sesuai struktur organisasi yang tercantum.
Karena perusahaan tidak membuat manual SMK3 maka terdapat temuan
mayor pada sub elemen manual SMK3 yang berarti perusahaan tidak
memenuhi peraturan perundang-undangan serta tidak melaksanakan salah
satu prinsip. Namun untuk manual khusus perusahaan telah membuat
dokumen terkait dengan prosedur pengelolaan bahan kimia, seperti
pencampuran bahan kimia. Berikut dapat dilihat pada gambar dibawah ini
terkait dengan manual khusus berupa prosedur pengelolaan bahan kimia.
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Gambar 4.12 Prosedur Pengelolaan Bahan Kimia

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

4.4.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3
Perusahaan telah membuat prosedur terkait dengan hukum dan peraturan
perundangan-undangan yang harus perusahaan penuhi dan menjadi
pedoman perusahaan dalam melaksanakan dan mengidentifikasi risiko
K3. Selain itu perusahaan juga telah menetapkan penanggung jawab
terhadap pemeliharaan dan pendistribusian informasi mengenai peraturan
perundang-undangan, dan pedoman teknis terkait K3 yaitu melalui
koordinator sustainability yang merupakan ahli K3. Bukti dokumen terkait
dengan pemenuhan kriteria 2.2.1 peraturan perundang-undangan yang
menjadi pedoman perusahaan dapat dilihat pada gambar dibawabh ini.
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Tanggal Diperbaharui: 09/01/2019

1. | IzinPanitia 1Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. | Pasal3 Sudah
Pembina 5EK04-'N-IE‘1%93-" E;“‘T,;‘E Pm%ﬂeqfen;hiﬂﬂ (2) Sekretaris P2K3 ialah ahli Keselamatan Kerja dari Dipenuhi
Kesel dan 1 an elamatan 2 Serta ahaan yang bersangkutan.

Keshatan Kegia | T2 Cara Pemiukan Abli Keselaatan Keria perissham e
(PIK3)

2. | Pemenksaan 2 Undang-Undang No.l Tahun 1970 tentang | Pasal 8 Sudah

Kesehat: keselamatan kerja (1) Pengurue drwajibkan memerksakan kesshatan badan. | Dipenuhi

kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja vang
zkan diterimanya manpun akan dipindshkan sesuai dengan
sifat-sifat pekerjaan vang diberilkean padanya.

(2) Pengurs diwajiblan memeriksa semua tenaza kerja vang
berada dibawah pimpnannya, secara berkals pada Dokter
vang ditmjuk oleh Pencusaha dan dibenarkan oleh Direltur.

1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan - Sudah
Transmigrasi No: PER.03/MEN/1982 Dipenuhi
Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
3| Membentuk Peratwran Mentenn Tenaga Kemga No. | Pasal2 Sudah
PIK3 PER_04MEN/1987 Tentang Panitia Pembina | (1) Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha | Dipenuhi
Keselamatan dan Kesehatan Serta Tata Cara | atan pensurus wajib membentuk: P2K3.
Pemunjukan Ahli Keselamatan Kerja
4. | Bistem Peraturan Pemermtah Republik Indonesia No. | Pasal 3 Sudah
Manazemen 30 Tzhun 2012 Tentang Penerapan Sistem | (1) Setizp perusahasn wajib meneraplkan SME3 di Dipenuhi
Keselamstan dan | Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | perusahasmmya.
Keschatan (2) Kewajiban sebegaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
bagi peruzahaan:
2. mempekerjakan pekerjaburuh paling sedikit 100 (seratus)
orang; atan

b. mempunyai tingkat potensi bahava tinggi.

5. | TersediaKotzk | Peraturan menteri Tenaga Kerja dan | Pasal2 Sudah
Trensmiorasi Nol5 Tahum 2008 tentans | (1) Pensussha wajlb menvediakan petusas P3K dan fasilitas | Dipenubi

P3IK Pertolongan Pertama Pada kecelskaan di | P3K di tempat kerja.
Tempat Kerja (2) Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerje.
6. | Tersedia Tim 1. Peraturan Mentert Tenaga Kerja No. 4 Tahun | Pasal 11 Sudah
Penanggulangan 1980 tentang svarat-syarat Pemasangam dan | b. pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan; Dipenuhi

Esbakaran dan | Pemiliharaan Alat Pemadam Api Ringan
. 2Keputuzan  Menterl Tenaga kemja dan
pemadam APl | emigrasi No. 186 Talnm 1099 tentane Uit

Penangoulangan Kebakaran di Tempat kerja
7. | Penggmaaan IPeraturan Menteri Temaga Kerja dan | Pasal2 Sudah
Alat Pelindme | Tremsmigrasi No.PERO8MEN/VIL2010 | (1) Penguszha wajib menyediakan APD bagl pekerjahuruh di | Dipenuli
Diri (APD) ~ | tentang Alat Pelindung Diri tempat kerja.

Gambar 4.13 Dokumen Hukum dan Peraturan yang harus
dipenuhi

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.
4.5 Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan
terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang, dan jasa yang dapat
menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.Checklist audit
pada elemen ke 3 yaitu pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
terdapat 2 sub elemen audit SMK3 seperti pengendalian perancangan dan
peninjauan kontrak. Untuk hasil checklist auditnya sebagai berikut :
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Tabel 4.3 Checklist Audit SMK3 Elemen Pengendalian

Perancangan dan Peninjauan Kontrak

PENILAIAN

KRITERIA AUDIT

No SMK3 Sesuai Tidak Keterangan Ses_uai/ Keterangz_in
Tidak sesuali Kategori
Pengendalian
3 Perancangan dan
Peninjauan Kontrak
3.1 Pengendalian Perancangan
Prosedur yang PT. SWP telah
terdokumentasi membuat prosedur .
mempertimbangkan yang tgrdok_u_men_tam
identifikasi potensi untuk '.dsng'f'kas'
3.1.1 bahaya, penilaian, dan \/ Bgﬁr;;nad%a’
pengen_dallan risiko pengendalian risiko
yang dilakukan pada -
tahap perancangan dan dari tahapan .
modifikasi perancangan. Lihat
Gambar 4.14
Prosedur, instruksi
kerja dalam
penggunaan produk,
pengoperasian mesin PT. SWP telah
dan peralatan, memiliki prosedur
312 instalasi, pesawat atau v terkait dengan
7" proses serta informasi pemeliharaan sarana
lainnya yang berkaitan dan prasarana. Lihat
dengan K3 telah Gambar 4.16
dikembangkan selama
perancangan dan/atau
modifikasi
Petugas yang ditunjuk
Petugas yang melakukan verifikasi
berkompeten perancangan sudah
melakukan verifikasi memiliki sertifikasi
bahwa perancangan yaitu ahli K3 umum
3.1.3 dan/atau modofikasi v yang mendapat

memenubhi persyaratan
K3 yang ditetapkan
sebelum penggunaan
hasil rancangan

wewenang terhadap
perancangan dan
perubahan yang
terjadi. Lihat
Gambar 4.17
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PENILAIAN
No KRITESRNIIQ?UDIT Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/  Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori
Semua perubahan dan
modifikasi
perancangan yang
" L riwayat yang .
3.14 d!ldentlflka3|k_an, v menunjukan revisi Minor
didokumentasikan, dokumen
ditinjau ulang dan
disetujui oleh petugas
yang berwenang
sebelum pelaksanaan
3.2 Peninjauan kontrak
Prosedur yang
terdokumentasi harus Tidak terdapat
mampu prosedur khusus
mengidentifikasi terkait penilaian
bahaya dan menilai risiko K3 bagi
risiko K3 bagi tenaga pemasok barang dan
3.2.1 Kerja, lingkungan dan v jasa, hanya saja Minor
masyarakat, dimana terdapat perjanjian K3
prosedur tersebut dengan penyedia jasa
digunakan pada saat kontraktor dapat
memasok barang dan dilihat dari dokumen
jas dalam suatu kode etik pemasok.
kontrak
Perusahaan telah
menunjuk petugas
untuk melakukan
identifikasi bahaya
dan penilaian resiko
(sk tim inspeksi K3
&HIRARC) yang
Identifikasi bahaya bertanggung jawab
dan penilaian risiko dan berkompeten
399 dilakukan pada \/ sesuai dengan

tinjauan kontrak oleh
petugas yang
berkompeten

peraturan
perundangan yaitu
telah tersertifikasi dan
mendapatkan
pelatihan ahli K3
dan manajemen
resiko yang
berpengalaman
dibidangnya. Lihat
Gambar 4.17
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PENILAIAN
No KRITESRl\/Ilﬁ?UDIT Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/  Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori
Skor 4 2
% Penerapan 66

Sumber : Analisis 2020.

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen pengendalian
perancangan dan peninjauan kontrak persentase penerapan yaitu 66 %.
Terdapat 2 ketidaksesuaian yaitu pada sub pengendalian perancangan dan
peninjauan kontrak. Adapun penjelasan terkait dengantemuan kesesuaian
dan ketidaksesuaian pada sub elemen kriteria audit SMK3 berdasarkan PP
50 Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.
4.5.1 Pengendalian Perancangan

Pengendalian perancangan mempertimbangkan identifikasi potensi
bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap
perancangan dan modifikasi. Dalam hal ini PT. SWP telah membuat
identifikasi bahaya dan risiko terkait dengan penggunaan mesin atau alat
kerja lainya, juga terdapat prosedur untuk pemeliharan mesin atau alat
kerja, serta dilakukann uji riksa secara berkala terhadap alat-alat yang
berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan.
Petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi perancangan sudah memiliki
sertifikasi yaitu ahli K3 umum yang mendapat wewenang terhadap
perancangan dan perubahan yang terjadi. Adapun dokumen terkait dengan
pemenuhan kriteria pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap

perancangan dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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i PT.5WP il
Proses/Lokasi:7. Stasiun Boiler Oleh: _ .
Disetuiui Oleh: (Nama & Adethya 5. [sustainability / AK3U)
TANG KOK HONG [ MILL ADVISOR } Jabatan)
Tanggal i ; .
Tanggal:06/12/2018 Review: 06/12/2018 Tanggr! Review Selaniutoya:
1. Idantifikasi Bahava 2. Analisa Resikp 3. Pengendalian Resika.
o . . Esnasndalian . | Beparshan/ |  Tingkat Tindehan untuk | Bsnanzsunsiawah.
No. | livitas e, Sumbsr Bahaya Besika/dzmnsk Resikn Saat Ini Ershusnst i|  Resika iResikn | [TanzsalfStatus)
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Gambar 4.14 HIRARC PT SWP

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

Sedangkan bukti pemenuhan kriteria terkait dengan prosedur yang

mengatur pengoperasian serta perawatan alat kerja dan juga surat

permohonan pengujian alat/mesin kerja dapat dilihat pada gambar

dibawah ini.

Perhatian khusus haris  diberike pac
berfungsi sebagai titik fokus untuk memonitor selury

21 setiap pagi oleh
(a) Pengecekan secara visual pada tempat penimbangan untuk &
steel plate dan load Kondisi baik dan
(b) Memastikan pencatatan secara digital (digital recorden) berfungsi dan
berada pada titik nol ketika tempat penimbangan dalam keadaan kosong.
(c) Seluruh pencatatan penimbangan pada hari sebelumnya setelah
penutupan hari telah dicetak. Back-up disc harus dibuat.
(d) Tiket yang mencukupl pada jembatan timbang harus tersedia untuk
pemakaian harian
(e) Seluruh akses pada mekanisme penimbangan, termasuk swifch
diamankan dari personel yang tidak berwenang.
22  Seluruh Operasi Harian
(a) secara oleh untuk
seluruh prosedur secara ketat dipatuhi
(b) Pengiriman CPO & PK harus dicek dan disetujui oleh seorang Eksekutif
selama penimbangan kotor (gross) dan bersih (fare). Sebagai pedoman,
lihat referensi pada Sirkulasi untuk
keamanan pada seluruh pengiriman.
i seluruh truk CPO dan PK harus dikinmkan dan md:r:-wkan segel
lurul rul n e
perusahaan dan gembok dalam keadaan utuh (referensi pada Kebijakan
Sirkulast tidak ada yang
pada alat beams) untuk
penimbangan.
papun yang dibutuhkan untuk dibuat pada catatan
L ol atau distribusi dari
23 a beberapa lapangan yang
pengiriman  campuran BS kepad % R
Manager/Assisten.
(&) Jembatan p harus selalu diawasi CCTV dalam
g indikator untuk kontrol lintas pada jembatan
Memastikan fampu untuk lalu
(0 abang dan opérasi ramp dalam keadaan yang baik
L versi1iJuw2010 DU e anis,

Gambar 4.15 Prosedur Perawatan Alat Kerja PT SWP

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.
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Gambar 4.16 Surat Permohonan Uji Riksa Alat Kerja PT SWP

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.
Bukti petugas yang memiliki wewenang melakukan verifikasi

perancangan dan modifikasi telah tersertifikasi ahli K3 dapat dilihat pada
gambar dibawah ini.

Gambar 4.17 Sertifikat Ahli K3 Petugas yang Bertanggung jawab
Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.
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4.5.2 Peninjauan Kontrak
Penyerahan pekerjaan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya
tidak menghilangkan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek K3nya.
Pada sub elemen ini terdapat ketidaksesuaian dengan kategori minor
dikarenakan tidak terdapat prosedur khusus terkait penilaian risiko K3 bagi
pemasok barang dan jasa ,dimana seharusnya untuk menjamin K3 tenaga
kerja baik dalam lingkungan kerja maupun padawaktu memasok barang,
termasuk penggunaan jasa kontraktor perusahaan wajib membuat
prosedur yang terdokumentasi serta mampu mengidentifikasi bahaya dan
menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana
prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam
suatu kontrak. Namun untuk menjamin K3 bagi penyedia barang maupun
jasa kontraktor perusahaan telah melakukan perjanjian terhadap pemasok
terkait K3 tenaga kerja maupun lingkungan melalui dokumen kode etik

pemasok.

mKUALA LUMPUR KEPONG BERHAD .
e

(INDONESIA)

Kode Etik Pemasok ‘

Definasi
« ‘Pemasok berarti suatu entitas yang menjual barang atau jasa kepada KLK

« ‘Perusahaan’ berarti suatu entitas yang di bawah manajemen KLK

Kode Etik Pemasok

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

« Semua pekera wajib memenuhi tata tertio keselamatan dan kesehatan kerja di

tempat kerja
« Semua pekerja harus dilengkapl dengan Alat Pelindung Dinl (APD) ¥

>

ang sesual

« Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat ‘

2. Lingkungan
+ Tidak diperbolehkan untuk mengembangkan pada area baru yan
sebagai
, Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock HCS) yang didefinisikan dalam HES
Approach (HCSA)
Hutan Primes, alau area yang dibutuhkan untuk menjaga atau meningkatkan satu
atay lebih Galam Nilal Konservasi Tinggi (High Conservation Value HCV)

g diklasifikasikan

» Lahan gambut, terlepas dari kedalamannya.

k « Dilarang membakar di seluruh area perusanaan
« Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) harus dikumpulkan dan segera dikirim
ke gudang LB3 perusahaan untuk ditindaklanjuti
3. Ketenagakerjaan
« Dilarang mempekerjakan anak-anak dibawah umur 18 tahun sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Memastikan bahwa pekerja diberikan deskripsi tertulis tentang uraian tugas mereka.
i dibayar sekurangnya sama dengan upah minimum, dan juga perhitungan jam
lembur.
ikan dengan Badan Jaminan Sosial (BPJS)

« Pekerja wajib

Gambar 4.18 Kode Etik Pemasok

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa
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Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan
kontrak oleh petugas yang berkompeten, untuk itu perusahaan telah
menunjuk koordinator Sustainability untuk indentifikasi bahaya dan
risiko K3 perusahaan, dimana petugas merupakan ahli K3 yang
telah tersertifikasi. Adapun sertifikasi ahli K3 dapat dilihat pada
Gambar 4.17.

4.6 Pengendalian Dokumen

Dokumen terkait dengan K3 perusahaan perlu disimpan dengan baik karena
diperlukan dimasa depan untuk membuat analisis kecelakaan atau menyusun
program pencegahan kecelakaan. Oleh karena itu diperlukan sistem
dokumentasi yang baik dimana semua dokumen penting terpelihara dan
tersimpan dengan baik sehingga mudah diperoleh untuk digunakan kembali.
Dalam elemen ini terdapat beberapa sub elemen yang mengatur pengendalian
dokumen itu sendiri seperti persetujuan, pengeluaran, dan pengendalian
dokumen serta perubahan dan modifikasi dokumen. Adapun hasil checklist
audit SMK3 untuk elemen pengendalian dokumen adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Checklist Audit SMK3 Elemen Pengendalian Dokumen

PENILAIAN
KRITERIA AUDIT _ _
No SMK3 S . Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
esuai . . . .
Sesuai Tidak sesuai Kategori

4 Pengendalian dokumen

4.1 Persetujuan, Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen

Terkait dengan
pengendalian
Dokumen K3 dokumen K3, PT
mempunyai SWP telah melakukan
411 identifikasi status, v pengendalian yang
" wewenang, tanggal meliputi identifikasi,
pengeluaran dan penanggung jawab
tanggal modifikasi serta terdapat tanggal

target perbaikan.
Lihat Gambar 4.19
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PENILAIAN
No KRITESE:Q?)AUDIT Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori
Penerima distribusi Terdapat daftar
412 dokumen tercantum v distribusi penerima
" dalam dokumen dokumen. Lihat
tersebut Gambar 4.20
Dokumen usang
segera disingkirkan
dari penggunaannya Perusahaan tidak
sedangkan dokumen memberi tanda .
4.14 usang yang disimpan ‘/ khusus pada dokumen Minor
untuk keperluan yang lama
tertentu diberi tanda
khusus
4.2  Perubahan dan Modifikasi Dokumen
Terdapat sistem Tidak terdapat
untuk membuat, q
4.21 menyetujui vy’ Prosedur Mayor
pengendalian
perubahan terhadap dokumen
dokumen K3
Skor 2 2
% Penerapan 50 %

Sumber : Analisis 2020.

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen pengendalian dokumen,
persentase penerapan hanya 50 %. Terdapat 2 kriteria yang memenuhi
persyaratan dan 2 Kriteria tidak memenuhi persyaratan dari ke 2 sub elemen
yaitu persetujuan, pengeluaran, dan pengendalian dokumen, perubahan dan

modifikasi dokumen. Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian

dan ketidaksesuaian pada sub elemen dan kriteria audit SMK3 berdasarkan
PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

4.6.1 Persetujuan, Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen

Pengendalian dokumen K3 meliputi identifikasi status, wewenang,
tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi. Dalam hal ini PT SWP untuk
mengontrol /pengendalian dokumen dibahas dalam rapat tinjauan ulang

manajemen dimana dalam hasil RTM tersebut terdapat pembahasan
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terkait dengan pengendalian dokumen yang meliputi identifikasi,
penanggung jawab, serta terdapat tanggal terget perbaikan. Selain itu
penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut dan juga
dokumen terkait K3 ditempatkan pada lokasi khusus yang tercantum pada
dokumen terkait pendistribusian dokumen K3 tersebut. Namun terdapat 1
kriteria yang tidak memenuhi kriteria dengan kategori minor dimana
untuk penandaan dokumen PT SWP tidak memberi tanda khusus terkait
dengan dokumen yang telah usang yang seharusnya untuk memudahkan
pengaksesan dokumen PT SWP harus memberi tanda pada setiap
dokumen, bisa melalui penomoran dan lain-lain. Adapun bukti
pemenuhan pengendalian dokumen PT SWP dapat dilihat pada gambar

dokumen rapat tinjauan ulang manajemen berikut ini.

PT U’EELINDO WAHANA PERKASA

Melakukan revisi mengenai SSOP yang
ada, sehingga SSOP yang ada tidak terfaly
banyak

TINDAKAN | PIC_ | Target | Status

o HAL B ] TINDAKAN | PIC_ T Target | stamus |
1 | Didapati bahwa beberapa dokumen sustainabllity | Akar Masalah: Tim Mar —
‘seperti SSOP beredar tidak terkontrol |- Tidak ada kontrol terhadap personil yang | Sustainabifity | ‘17
aken memegang  dokumen-dokumen
tertentu

Gambar 4.19 Dokumen RTM

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

Sedangkan bukti pendistribusian dokumen dapat dilihat pada gambar
dibawah ini

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL



97

Last Updatad Seplember 2018

Status

Pemilik Lokasi | 1) Rewa
2) Terseda

@

2)
@)
)]

@)
2
2)

Ruang
Manager | Sustainabl
e

| Sustainable -35 | Logbook permintaan, pengaduan & 2)
k. | perundingan
Sustainable 36 | Logbook kegiatan ingkungan & @
| sosial

Sustainable -37 | Logbook laporan kejadian di pabrik
Sustainable -38 | Logbook informasi dan sosialisasi %)
‘Sustainable -39 | Logbook pengaduan kerusakan @

| rumah = |

[ Sustainable 40 | Logbook ketidakpatuhan &
| penggunaan APD

Komite Ruang |
lecehan Sustainabl
B

Logbook kekerasan & pelecehan seksual

[seksual | !
2 [ISCC 8 EPA Riang %
@ ‘ Manager | Sustainabi p
B |,

Gambar 4.20 Daftar Distribusi Dokumen

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

4.6.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen

Pada sub elemen ini tidak ada yang memenuhi kriteria penerapan audit,
dimana ketidaksesuaian dengan kategori mayor. Kaitanya dengan sub
elemen ini dimana untuk memenuhi setiap kriteria audit yang ada
seharusnya perusahaan membuat prosedur terkait dengan manajemen K3
seperti perubahan dan modifikasi dokumen dimana setiap perubahan dari
suatu dokumen harus jelas identitasnya dan dicatat dengan baik. Dalam
hal ini PT SWP tidak membuat prosedur yang berhubungan dengan
pengendalian dokumen mencakup status seluruh dokumen dan
menginformasikan kepada pihak yang terkait.

4.7 Penilaian dan Pengendalian Produk
Persyarata produk akhir barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatanya
baik itu pembelian dan penggunaanya. Pada dasarnya setiap produsen
bertanggung jawab atas Keselamatan produk yang dihasilkan atau
dipasarkanya. Pada elemen ini terdapat beberapa sub elemen yang mengatur

penilaian dalam pembelian proudk terkait K3. Adapun hasil checklist audit

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL



98

SMK3 untuk elemen penilaian dan pengendalian produk dapat dilihat pada

tabel dibawabh ini.

Tabel 4.5 Checklist Audit SMK3 Elemen Penilaian dan
Pengendalian Produk

KRITERIA AUDIT

PENILAIAN

Tidak Keterangan Sesuai/

Keterangan

SMK3 ) . .
Tidak sesuai Kategori
5  Penilaian dan Pengendalian Produk
5.1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa
Terdapat prosedur .
yang terdoku me_ntas_,i g:gg: dtjrr(::rpl?;i t
yang dapat menjamin dengan pembelian
5.1.1 lain yang relevan dapat menjamin Mayor
dengan K3 telah bahwa spesifikasi
diperiksa sebelum ’:Z:(nml;(rj]anré?g\?;rr?am
keputusan untuk den {;m &3
membeli. 9
Spesifikasi pembelian
untuk setiap sarana
produksi, Jat kimia Padabc";‘.tatag
atau jasa harus anm'aes;anerS;ZEgan
5.1.2 dilengkapi spesifikasi men{asulfan item
yang sesuai dengan K3. Lihat Gambar
persyaratan peraturan 421
perundang-undangan '
dan standar K3.
Konsultasi dengan
tenaga kerja yang
kompeten pada saat
keputusan pembelian, Tidak terdapat
dilakukan untuk konsultasi dengan
menetapkan tenaga kerja pada
5.1.3 persyaratan K3 yang saat pembelian Mayor
dicantumkan dalam barang-barang terkait
spesifikasi pembelian dengan persyaratan
dan diinformasikan K3
kepada tenaga kerja
yang
menggunakannya.
5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli
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PENILAIAN
KRITERIA AUDIT . .
No SMK3 Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori
Untuk setiap barang
seperti mesin
Barang dan jasa yang produksi yang telah
501 dibeli diperiksa v dibeli perusahaan
=7 Kkesesuaiannya dengan melakukan verifikasi
spesifikasi pembelian. atau pemeriksaan alat

melalui uji riksa.
Lihat Gambar 4.22

Skor 2 2

% Penerapan 50 %

Sumber : Analisis 2020.

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen penilaian dan pengendalian
produk, persentase penerapan 50 %. Terdapat 2 kriteria yang memenuhi
persyaratan dan 2 kriteria tidak memenuhi persyaratan dengan kategori
mayor dari sub elemen yaitu spesifikasi pembelian barang dan jasa. Adapun
penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian pada sub
elemen dankriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat
pada uraian dibawabh ini.
4.7.1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa
Pengadaan barang dan jasa turut memberikan andil dalam mendukung K3
misalnya barang atau peralatan tidak memenuhi persyaratan atau
spesifikasi teknis sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja atau
membahayakan operasi, maka berdasarkan hal tersebut SMK3
mensyaratkan adanya prosedur yang memuat aspek K3 dalam pengadaan
barang dan jasa. Padapenerapanya PT SWP tidak membuat prosedur yang
dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan
dengan K3 terkait dengan pembelian barang atau peralatan perusahaan .
Namun pada daftar pembelian barang dalam dokumen purchase order
perusahaan telah memasukan item K3 seperti pembelian Alat Pelindung
Diri (APD). Dalam pembelian barang atau peralatan terkait K3 tersebut
PT SWP tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada tenaga kerja
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terkait dengan informasi spesifikasi K3 barang atau peralatan tersebut,
selain itu perusahaan juga tidak menginformasikan kepada tenaga kerja
terkait dengan penggunaan barang atau peralatan secara aman sebelum
barang atau peralatan itu dibeli, untuk meminimalisir kecelakaan yang
terjadi akibat dari kurangnya pengetahuan pekerja terkait dengan
penggunaan barang ataupun peralatan seharusnya perusahaan melakukan
konsultasi terlebih dahulu kepada tenaga kerja sehubungan dengan
pengadaan barang atau peralatan dengan spesifikasi K3 tertentu sebelum
dilakukan pembelian, proses konsultasi bisa dilakukan dengan rapat
terhadap perwakilan tenaga kerja itu sendiri dan lain sebagainya. Hal lain
apabila perusahaan telah terlanjur melakukan pembelian barang maupun
peralatan tersebut tanpa sebelumnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu
kepada tenaga kerja, maka perusahaan wajib menginformasikan
penggunaan barang atau peralatan tersebut seperti pemberian pelatihan
pengoperasian barang atau peralatan tersebut . Hal ini akan menimbulkan
dampak terhadap keselamatan pekerja dimana apabila barang atau
peralatan tidak memenuhi spesifikasi K3 maka dapat membahayakan
operasi. Adapun dokumen terkait dengan purchase order pembelian item

K3 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.21 Daftar Pembelian Barang

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa
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4.7.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa yang telah Dibeli

Memastikan barang dan jasa yang telah dibeli memenuhi persyaratan K3
baik teknis maupun spesifikasinya demi menjamin keamanan tenaga kerja
maka setiap barang maupun jasa yang telah dibeli seharusnya perusahaan
memeriksa kesesuaian dengan spesifikasinya . Dalam hal ini PT SWP
melalukan verifikasi dan atau pengecekan terhadap teknis maupun
spesifikasi barang atau peralatan yang telah dibeli melalui uji riksa
sehubungan dengan penggunaan mesin-mesin  yang berpotensi
menimbulkan kecelakaan kerja. Adapun bukti pemeriksaan peralatan
kerja untuk menjamin pemenuhan spesifikasi K3 nya dapat dilihat melalui
hasil dari uji riksa peralatan produksi PT SWP pada gambar berikut ini.

Gambar 4.22 Laporan Hasil Uji Riksa
Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa
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Keamanan bekerja sesuai dengan SMK3 dimana pekerja harus dididik untuk

bekerja dengan aman, karena setiap jenis pekerjaan memiliki karakteristik

dan persyaratan K3 berbeda. Oleh karena itu K3 harus ditanamkan dan

dibangun kepadatenaga kerja melalui pembinaan dan pelatihan. Padaelemen

ini terdapat beberapa sub elemen yang mengatur tentang keamanan bagi

pekerja seperti sistem kerja, pengawasan, seleksi dan penempatan personil,

area terbatas, pemeliharaan perbaikan dan perubahan sarana produksi,

kesiapan untuk menangani keadaan darurat, dan pertolongan pertama pada

kecelakaan. Adapun hasil checklist audit SMK3 untuk elemen keamanan
bekerja berdasarkan SMK3 dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6 Checklist Audit SMK3 Elemen Keamanan Bekerja

Berdasarkan SMK3

No

KRITERIA AUDIT

PENILAIAN

Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan

SMK3 Sesual Tidak sesuai Kategori
6 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
6.1  Sistem Kerja
Perusahaan telah
menunjuk personil
Petugas yang untuk melakukan
kompeten telah manajemen risiko
mengidentifikasi yang dilengkapi
6.1.1 bahaya, menilai dan v dengan sertifikasi
mengendalikan risiko ahli K3. Bukti
yang timbul dari suatu penerapannya dapat
proses kerja. dilihat dari JSA (Job
Safety Analisis).
Lihat Gambar 4.23
Apabila upaya
pengendalian risiko Terdapat prosedur
6.1.2 diperlukan, maka v kerja/ijin kerja di

upaya tersebut
ditetapkan melalui
tingkat pengendalian.

ruang terbatas. Lihat
Gambar 4.24
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PENILAIAN
No KRITESRl\/Ilﬁ?UDIT Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesuali Tidak sesuai Kategori
Terdapat prosedur Terdapat p_rosedu_r
atau petunjuk kerja a?# petunjuk kerja
yang terdokumentasi %;rd%kumentasi
untuk mengendalikan untuk
risiko yang .
teridentifikasi dan p;s‘eiﬂge;;?gkan
dibuat atas dasar . P
6.1.3 masukan dari personil v Egﬂg?ggsfgsﬁn
yang kompeten serta masukan dari
tenaga kerja yang personil yang
terkait dan disahkan kompeten melalui
oleh orang yang JSA ( Job Safety
berwenang di Analisis). Lihat
perusahaan. Gambar 4.23
Kepatuhan terhadap ngﬁbgﬁl;ﬁmaga
peraturan perundang- pen embanoan
undangan, standar grosgedur tid%k
g mSTEECE L ptpeonan
diperhatikan pada saat atearL;truerf;ﬁna standar
mengembangkan atau P rundan
melakukan modifikasi ﬁﬁduan an-an di
atau petunjuk kerja. acuh gan yang
Perusahaan
memiliki sistem ijin
Terdapat sistem izin kerja untuk tugas
6.1.5 kerja untuk tugas v yang beresiko tinggi

berisiko tinggi.

berupa pembatasan
area dengan
menyediakan surat
ijin kerja. Lihat
Gambar 4.24
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PENILAIAN
KRITERIA AUDIT . .
No SMK3 . Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesuai . . . .
Sesuai Tidak sesuai Kategori

Perusahaan telah
menyediakan APD

Alat pelindung diri sesuai dengan

disediakan sesuai

kebutuhan dan llz:kr)u;\j/gindan
6.1.6 digunakan secara v ary
dilakukan

benar serta selalu
dipelihara dalam
kondisi layak pakai.

penggantian APD
apabila didapati
APD sudah rusak.
Lihat Gambar 4.25

APD yang
_ . digunakan
Alat pelindung diri berstandar SNI
yang digunakan layak pakai dan
dipastikan telah oo
sesual

dinyatakan layak
6.1.7 pakai sesuai dengan v
standar dan/atau

dengan standar dan
peraturan yang
berlaku. Namun

peraturan perundang- tidak ada
ggﬂ:ﬂgan yang pengecekan pada

kualitas APD
(Quality Control)

6.2 Pengawasan

Dilakukan Untuk menjamin

pengawasan untuk pekerja mengikuti

menjamin bahwa sesuai dengan

setiap pekerjaan prosedur kerja
6.2.1 dilaksanakan dengan v pengawasan

aman dan mengikuti dilakukan oleh

prosedur dan petunjuk anggota

kerja yang telah Sustainability. Lihat

ditentukan. Gambar 4.5

Pengawasan

Setiap orang diawasi

sesuai dengan tingkat v
kemampuan dan

tingkat risiko tugas.

dilakukan oleh
penanggung jawab
di masing-masing
stasiun kerja

6.2.2

. Pengawas juga
Pengawas/penyelia 4
ikut serta dalam gertqlr!g?un% szvlab
6.2.3 identifikasi bahaya v an Ikut serta galam

identifikasi bahaya
dan membuat upaya
pengendalian

dan membuat upaya
pengendalian..
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PENILAIAN
No KRITESRl\/Ilﬁ?UDIT Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori
Pengawas/penyelia
diikutsertakan dalam Pengawasan van
melakukan melag\kukan yang
penyelidikan dan penyedikan serta
pembuatan I_apgran pelaporan terhadap
terhadap terjadinya terjadinya
6.2.4 Kkecelakaan dan v kecelakaan
penyakit akibat kerja .
serta wajib g:\lgggtlgan oleh
menyerahkan laporan A .
dan saran-saran (Sguas;[ﬁg;arbth;y. Lihat
kepada pengusaha '
atau pengurus.
Proses konsultasi
disini bisa berupa
keterlibatan
Pengawas/penyelia pengawas dalam
6.2.5 ikut serta dalam \/ rapat yang
proses konsultasi membahas masalah-
masalah K3 melalui
rapat bulanan P2K3.
Lihat Gambar 4.26
6.3  Seleksi dan Penempatan Personil
Persyaratan tugas D'da'?‘m prosedur
tertentu termasuk Eg?e;\l;;ian
persyaratan kesehatan terc)gntum bahwa
6.3.1 gzldaekn;;fl:ﬁ?j:(dan v pemeriksaan
mgnyeleksi dan kc_asehatan waj@b
menempatkan tenaga 3'e'ﬁ‘§fjgab”af’uaghhat
kerja. Gambar 4.27
Penugasan pekerjaan
harus berdasarkan
6.3.2 kemampuan dan v Tidak terdapat job Minor
7 keterampilan serta qualification
kewenangan yang
dimiliki.
6.4  Area Terbatas
informasi yang Adanya dokumen
dibutuhkan mengenai atau daftar daerah-
6.4.1 Kkegiatan K3 v daerah ditempat

disebarluaskan secara
sistematis kepada

kerja yang
memerlukan ijin
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KRITERIA AUDIT

PENILAIAN

No SMK3 Sesuai Tidak_ Keterangan Ses_uai/ Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori
seluruh tenaga kerja, masuk. Lihat
tamu, kontraktor, Gambar 4.28
pelanggan, dan
pemasok
Terdapat rambu-
-pl)-s:\cgj;iﬁ?jtalian atas rqmbu peringatan
6.4.2 daerah/tempat dengan \/ dilarang masuk pada
pembatasan izin area pembatas_an
masuk. izin masuk. Lihat
Gambar 4.29
PT. SWP
menyediakan
fasilitas kerja berupa
kamar mandi,
wastafel, Mushola,
. o kantin, sarana
;jl’:rr]slea ?:g;’ﬁ;ﬁg:ﬁ;gt olahraga, poIi|_<Iinik,
6.4.3 Kkerja sesuai dengan \/ alat bantu I_<erja,
o standar dan pedoman transportasi sekolah
. untuk anak?2
teknis.
karyawan dllI.
Layanan yaitu
penyediaan air
bersih, kesehatan
dll. Lihat Gambar
4.30
Rambu K3 (Safety
sign, warning sign,
Rambu-rambu K3 poster, rambu APD,
6.4.4 harus dipasang sesuai v rambu APAR dll)
"7 dengan standar dan dan tanda pintu
pedoman teknis. dipasang sesuai
standar. Lihat
Gambar 4.29
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi
Penjadwalan Jadwal pemeriksaan
pemeriksaan dan terdapat pada surat
pemeliharaan sarana izin/akte sarana
produksi serta produksi dimana
651 peralatan mencakup v dokumen berisi

verifikasi alat-alat
pengaman serta
persyaratan yang
ditetapkan oleh
peraturan perundang-

(tanggal kadaluarsa
dan tanggal siaga)
untuk menunjukan
bahwa sarana harus
dilakukan
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PENILAIAN
KRITERIA AUDIT . .
No SMK3 Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori
undangan, standar dan pemeriksaan uji
pedoman teknis yang kelayakan. Lihat
relevan. Gambar 4.33
Semua catatan yang
memuat data secara
rinci dari kegiatan
. Terdapat dokumen
pgmgﬂﬁz‘?j;ﬁ terkait dengan
perbaikan dar,1 pemeriksaan dan
6.5.2 Berubahan yang v pengujian berkala
dilakukan atas sarana r?isitﬁrgfgc?gkrziesm-
dan peralatan . '
produksi harus Lihat Gambar 4.31
disimpan dan
dipelihara.
PT. SWP memiliki
akte izin bebrapa
sarana prouksi yaitu
Pesawat Uap
Sarana dan peralatan . .
. e Sterilizer), Bejana
produksi memiliki ( ' .
sertifikat yang masih bKe?,rteIg?:Ve\llr;:[I;sr?n;;t
6.5.3 berlaku sesuai dengan v an Eut Terda gt No
persyaratan peraturan I sgn si tan 99 a‘:
perundang-undangan kadalu,arsa alat,
dan standar. tanggal siaga alat
dan penanggung
jawab alat. Lihat
Gambar 4.32
Pemeriksaan,
pemeliharaan, . Pemeriksaan sarana
perawatan, perbaikan oroduksi dilakukan
6.5.4 ﬂ:?usseéli?skzir;r?ahan v oleh spesialis K3
petugas yang dari Dinas Tenaga
kompeten dan Kerja Provinsi
berwenang.
Terdapat pl_rose_dur Terdapat dokumen
untuk menjamin emenuhan
bahwa Jika terjadi Eeraturan
655 perubahan terhadap v perundang-

sarana dan peralatan
produksi, perubahan
tersebut harus sesuai
dengan persyaratan

undangan terkait
dengan izin perlatan
produksi dan akan
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PENILAIAN
No KRITESRl\/Ilﬁ?UDIT Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori

peraturan perundang- diperbaharui jika
undangan, standar dan terjadi perubahan
pedoman teknis yang
relevan.
Terdapat prosedur
permintaan
pemeliharaan sarana ;?Li?fggﬁggﬁedur
dan peralatan )

6.5.6 produksi dengan v keglatgn
kondisi K3 yang tidak pemell_haraan dan
memenuhi pemeriksaan _
persyaratan dan perlu peralatan produksi
segera diperbaiki.
Terdapat sistem untuk
penandaan bagi

6.5.7 peralatan yang sudah v Terdapat LOTO.

7 tidak aman lagi untuk Lihat Gambar 4.34

digunakan atau sudah
tidak digunakan.
Apabila diperlukan
dilakukan penerapan
sistem penguncian
pengoperasian (lock

6.5.8 out system) untuk v T.ehrdapat ;’OTO'
mencegah agar sarana Lihat Gambar 4.34
produksi tidak
dihidupkan sebelum
saatnya.
Terdapat prosedur
yang dapat menjamin
keselamatan dan Tersedia SOP terkait
kesehatan tenaga kerja dengan proses
atau orang lain yang pemeriksaan

6.5.9 berada didekat sarana v ,pemeliharaan,

dan peralatan
produksi pada saat
proses pemeriksaan,
pemeliharaan,
perbaikan dan
perubahan.

perbaikan dan
perubahan sarana
dan peralatan
produksi.
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KRITERIA AUDIT

PENILAIAN

No SMK3 Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Tidak sesuai Kategori
Terdapat penanggung Petugas penanggung
jawab untuk jawab untuk
menyetujui bahwa menyetujui
sarana dan peralatan pencabutan LOTO
6.5.10 produksi telah aman diruang terbatas
digunakan setelah terdapat pada
proses pemeliharaan, dokumen formulir
perawatan, perbaikan izin memasuki
atau perubahan. ruang terbatas
6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
Perusahaan telah
mengidentifikasi
Keadaan darurat yang keadaan darurat
potensial di dalam yang mungkin
dan/atau di luar terjadi . Hal ini
tempat kerja telah dibuktikan dengan
diidentifikasi dan adanya dokumen
671 prosedur keadaan tertulis berupa
"7 darurat telah prosedur dan
didokumentasikan dan flowcart keadaan
diinformasikan agar darurat perusahaan.
diketahui oleh seluruh Di informasikan ke
orang yang ada di dalam Safety
tempat kerja. Induksi dan melalui
briefing/apel. Lihat
Gambar 4.35
Penyediaan
alat/sarana dan .
prosedur keadaan Untulf Teng?taliﬁ'
darurat berdasarkan Z?tseurzlpak:r? 3a?jwlal
6.7.2 Z?USIII égftgtg;ﬁﬁ-s;:an simulasi keadaan
sec{ara rutin oIeJh darurat dilakukan 1
petugas yang x_dalam setahun.
berkompeten dan Lihat Gambar 4.37
berwenang.
Tenaga kerja Perusahaap telah .
mendapat instruksi membuat instruksi
dan pelatihan keadaan darurat dan
. telah diinformasikan
6.7.3 mengenai prosedur

keadaan darurat yang
sesuai dengan tingkat
risiko.

kepada seluruh
karyawan. Lihat
Gambar 4.38 dan
4.39
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PENILAIAN
No KRITESRl\/Ilﬁ?UDIT S . Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
esuai . . . .
Sesuai Tidak sesuai Kategori
Petugas penanganan
keadaan darurat Pelatihan petugas
ditetapkan dan keadaan darurat
diberikan pelatihan diberikan oleh
6.7.4 Khusus serta v koordinator
diinformasikan tsustainability yang
kepada seluruh orang bersertifikasi ahli
yang ada di tempat K3
kerja.
Instruksi/prosedur
keadaan darurat dan g\?;iizi} prztr?wbu-
darurat diperhatian rambu jalur
6.75 secara jelas dan \/ evakuasi,titik aman
o menyolok serta perkumpul terlihat
. . jelas dan terang
diketahui oleh seluruh .
R pada jarak 20 M.
tenaga kerja di Lihat Gambar 4.39
perusahaan. '
Peralatan, dan sistem
tanda bahaya keadaan Inspeksi mengenai
darurat disediakan,
diperiksa, diuji dan 3::3lré:tageggft?aan
dipelihara secara
6.7.6 berkala sesuai dengan v ﬁ}fﬁ(ﬁk;}\(g;ﬁ'\”
peraturan perundang- o -
undangan, standar dan priodik yaitu
’ . sebulan 1x.
pedoman teknis yang
relevan.
Jenis, jumlah, APAR ditempatkan
penempatan dan pada setiap stasiun
kemudahan untuk kerja dan mudah
mendapatkan alat terlihat. Hydrant
keadaan darurat telah ditempatkan di area
sesuai dengan dekat potensi )
6.7.7 peraturan perundang- v terjadinya Minor
undangan atau standar kebakaran. Namun
dan dinilai oleh alat2 pendukung
petugas yang seperti nozle
berkompeten dan Hydrant, dan kunci
berwenang. Hydrant tidak ada.
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
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PENILAIAN
KRITERIA AUDIT . .
No SMK3 S . Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
esuai . . . .
Sesuai Tidak sesuai Kategori

Perusahaan telah
membuat checklist
tentang kelengkapan

Perusahaan telah ggﬁféjklggfh

meng:valuasi alat dll Sesuai oiengan

P3K dan menjamin '

o1 DIWESSIMEK o e S
"7 yang ada memenuhi terdapat pefugas

peraturan perundang- ana dituniuk

undangan, standar dan ?)/erl?sahaarjl untuk

pedoman teknis. memonitoring
isi/kelengkapan
kotak P3K. Lihat
Gambar 4.41

Petugas P3K telah E?glé%f\i/sp tPe:)I)z}:h

dilatih dan ditunjuk diléngkapi dengan

6.8.2 siig?drgingan v sertifikasi dari Dinas
P erundanaan- Kesehatan setempat.
Bndangang Lihat Gambar 4.42
' dan 4.43
Skor 34 3
% Penerapan 91

Sumber : Analisis 2020.

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen Keamanan bekerja
berdasarkan SMK3, persentase penerapan 91 %. Terdapat 34 kriteria yang
memenuhi persyaratan dan 3 kriteria tidak memenuhi dengan kategori minor.
Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian
pada sub elemen dan kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012
dapat dilihat pada uraian dibawah ini.
4.8.1 Sistem Kerja
Sebagai bagian pengendalian risiko, setiap kegiatan harus dilakukan
dengan prosedur daninstruksi kerja dimana salah satu tugas penting dalam
pelaksanaan K3 adalah untuk memastikan bahwa semua prosedur dan

instruksi kerja tersebut dilaksanakan oleh semua pihak terkait. Dalam hal
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ini  untuk mengidentifikasi risiko kerja perusahaan telah membuat
prosedur Kkerja serta petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk
mengendalikan risiko berupa job safety analysis (JSA), dimana petugas
yang membuat JSA tersebut merupakan petugas yang berkompeten dan
dilengkapi dengan sertifikasi ahli K3. Untuk pengendalian risiko suatu
pekerjaan yang memiliki risiko tinggi seperti pekerjaan ruang terbatas
perusahaan juga telah membuat prosedur yaitu melalui izin kerja pada
ruang terbatas. Namun sayangnya terkait dengan perubahan atau
pengembangan dokumen prosedur, perusahaan tidak mencantumkan
refrensi pedoman atau standar perundang-undangan yang di acuh, dimana
perusahaan seharusnya mencantumkan refrensi peraturan perundang-
undangan serta standar yang diacuh disetiap pembuatan maupun
perubahan-perubahan keputusan dokumen prosedur yang telah dibuat
guna mempertanggung jawabkan keputusan ataupun perubahan prosedur
yang dilakukan perusahaan. Selain itu untuk meminimalisir terjadinya
kecelakaan di area kerja perusahaan juga telah menyediakan alat
pelindung diri yang memadai dimana APD berstandar SNI ,layak pakai
dansesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. APD sesuai dengan
kebutuhan karyawan dan dilakukan penggantian APD apabila didapati
APD tersebut sudah rusak. Adapun dokumen Job Safety Analysis dapat
dilihat pada gambar berikut ini.
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IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN

Terbit,

No Dok _: (502

~ 15 jypi 2016

RUANG TERBATAS DENGAN IZIN MASUK No.Rev
{JOB SAFETY ANALISIS ) Tl Rev : 06 Qkipher 2016
Hal -
no|  sTATION fMECHINERY Pekeraan Yane Dilakulan Potensi Beliaxa Penanazung Jawab
A | STERILISER STATION
1| Stariliszr - Egrkalkan dan geogsansian liner. - Estensipglzeazan energy Shift Supervisor
- Estkaikan d9=n prosgankian rail track. eangs: | Yap Eanas ) Uandgct
- Egncugian dan kekersiban. ldandnc2
B | THRESHER STATION
1| Thresher - Egrkalkan dan geoggankian plat strip. - ERensi.Relgeazan enerey
- Egnsrzensan d=n pembarsihan. karsnz eanssunzan, Shift Supervisar
mskanlk: 1
ldandnc2
pada spider arm
1 | Horizontal cross Fruit Bunch Conv. | - Fgrbaiksn 83n pEnggankan Liner - PalensiRElenazan enerey
k30203 BENEENZAN Shift Supervisor
mskanib Magdec 1
ldandzc 2
- Egiansigas atmosphere
barkahays vaitu keseniras
oksigen. normal.
C | PRESS STATION
1| Digester - Earkaikan dan posgansian expeller am. (- Egtensi peleeasan enerey
Esrkailan dan pgogearsian bester arm (| KarE03 BENZENNAEN, Shift Supervisor
long & short ). mekznik ldandacd
ldandzc 2
- Kenfisusssl bersakar olh
beater arm

Adapun prosedur untuk kerja pada ruang terbatas dapat dilihat

Gambar 4.23 Dokumen Job Safety Analysis
Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

gamabar dibawah ini

113

pada

Gambar 4.24 Dokumen Prosedur Ruang Terbatas Dengan Izin Masuk

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa
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Berikut ini adalah alat pelindung diri yang disediakan perusahaan untuk

tenaga kerja

Gambar 4.25 Alat Pelindung Diri

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

4.8.2 Pengawasan
Kontrol atau pengawasan adalah upaya yang bertujuan untuk memastikan
bahwa setiap kegiatan perusahaan dilakukan dengan mengedepankan
aspek K3nya. Dalam bukti penerapanya PT SWP telah membentuk tim
pengawas pada setiap kegiatan maupun stasiun kerja , mulai dari
pengawasan pematuhan prosedur kerja hingga ketaatan penggunaan alat
pelindung diri. Pengawas juga bertanggung jawab dalam melaporkan dan
menyelidiki kasus-kasus terkait dengan K3 perusahaan, misalnya kasus-
kasus terkait K3 dibahas atau dikonsultasikan melalui rapat bulanan
P2K3, dimana pada saat konsultasi pengawas yang bertanggung jawab
akan melaporkan setiap kejadian yang berhubungan dengan K3. Adapun
gambar terkait dengan rapat bulanan P2K3 dapat dilihat pada Gambar
4.4. Dokumen terkait dengan hasil rapat bulanan P2K3 dapat dilihat pada

gambar dibawabh ini.
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Gambar 4.26 Hasil Rapat Bulanan P2K3

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

4.8.3 Seleksi dan Penempatan Personil

Dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan harus membuat
prosedur terkait dengan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang
diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan. Persyaratan
tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai
untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja. Terkait dengan
pemenuhan sub elemen ini PT. SWP telah menetapkan prosedur
penerimaan karyawan dimana didalam prosedur tersebut tercantum
bahwa pemeriksaan kesehatan wajib dilakukan bagi pekerja baru.
Ketidaksesuaian pada sub elemen ini dimana perusahaan tidak membuat
job qualification untuk setiap jabatan yang mencakup minimal platihan
dan latar belakang pendidikan serta pengalaman dari tenaga yang
menempati setiap jabatan dalam perusahaan, yang seharusnya perusahaan
melakukan pengidentifikasian kompetensi pada setiap tenaga Kkerja
sebelum perusahaan menetapkan jabatan kepada pekerja itu sendiri demi
menjaga keefektifan dalam manajemen perusahaan. Adapun prosedur
penerimaan pekerja terkait dengan pemeriksaan kesehatan untuk pekerja
baru dapat pada gambar berikut ini.
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Gambar 4.27 Prosedur Penerimaan Tenaga Kerja

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

4.8.4 Area Terbatas

Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja
untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin
masuk. Penilaian risiko untuk menetapkan daerah kerja dengan
pembatasan izin masuk dilakukan melalui Job Safety Analysis (JSA),
dimana dalam dokumen tersebut terdapat jenis pekerjaan, potensi bahaya
dan penanggung jawab area tersebut.. Pada area yang memerlukan izin
masuk juga terdapat rambu-rambu peringatan. Untuk menjamin
ketersediaan fasilitas pelayanan bagi tenaga kerja perusahaan telah
menyediakan fasilitas berupa kamar mandi, wastafel, mushola, kantin,
sarana olahraga, poliklinik, transportasi sekolah, layanan air bersih dan
kesehatan. Selain itu pada area yang memiliki potensi tinggi terjadinya
kecelakaan perusahaan memasang rambu-rambu K3, seperti penggunaan
APD. Adapun dokumen terkait dengan bukti penerapan sub elemen area
terbatas di PT SWP dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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No. Dok : C5-02
IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN Terbit, - 13 juni 2016
RUANG TERBATAS DENGAN IZIN MASUK No.Rev  :
{ JOB SAFETY ANALISIS ) Tgl. Rev - 08 Qktpher 2015
Hal B
no STATION /MECHINERY Pekeriaan Yan Dilakukan Petensi Bahava Benanszuns faw=t
A | STERILISER STATION
1| Sterilisag - ERtkalkan dan pengzantian liner. EQtenslRRIRRARRD, Energy Shift Supervisor
- Exskaiban dan gEnaRansian r=il track. Banas | Yam Banas) Mandant
- ERnsbsizn. dan kebersihzn. angnrc2
B | THRESHER STATION
1| Thresher - Egrkaikan dan peOggansian plat strip. EQtenslpRIRRAzRD, Enerey
- Egnersonsan dzn prmbrsihan, Kar0g BENSENNZEN, Shift Supervisor
mekznk: Warder!
Wandas?
Konfisuras harsskat vaity
pada spider arm
2 | Horizontal cross Fruit Bunch Conv. | - Egrbaikan dan genggantian Liner Eotensi pelepazan energy
E3IE03 DENSEUNEEN Shift Supervisor
ek Mander !
Mander?
Eqtensigas atmasphere
barhahayz valtu bassnineel
ghiasn. dikryah narmal.
C | PRESS STATION
1| Digester - Egrkaikan dan penggansian expeller arm. EQtensl.pRiRRAzRD, Bnergy
- Esrkaikan dan penasansian beater arm | K30E03 BENSENNREN, Shift Supervisor
lgng & short ). makank Idangrcl
Wandas?
Benfizurasi barsshas ol=h
beater arm

Gambar 4.28 Job Safety Analysis
Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa
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Gambar 4.29 Rambu-Rambu K3

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

. i i 5
UTAMAKAN SELAMAT ‘L
PT. STEELINDO WAHANA PEFKASA 1
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¢. Mushola

LKl N N |5 5
e. Bus Sekolah | f. SeklahTamaD kak-kanak
E ¥

g. Gedung Olahraga h. Klinik

Gambar 4.30 Fasilitas Untuk Karyawan

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa
4.8.5 Pemeliharaan, Peerbaikan dan Perubahan Sarana Produksi
Sumber bahaya biasanya berasal dari peralatan dan sarana teknis yang ada
di lingkungan kerja. Karena itu, pengendalian dapat dilakukan melalui
pemeliharaan, perbaikan dan perubahan pada peralatan dan sarana
produksi. Untuk menjamin keselamatan tenaga kerja dalam menggunakan
peralatan dan sarana produksi perusahaan telah membuat jadwal
pemeriksaan terkait dengan mesin-mesin produksi melalui uji riksa. PT
SWP juga memiliki akte izin bebrapa sarana prouksi seperti pesawat uap
(Sterilizer), Bejana bertekanan, lisensi K3 pesawat angkat angkut. Dalam

dokumen lain yaitu dokumen surat izin/lisensi untuk mesin-mesin
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produksi terdapat spesifikasi yang mencantumkan tanggal kadaluarsa dan
tanggal siaga mesin tersebut dimana apabila telah melebihi tanggal siaga
tersebut maka mesin dinyatakan tak layak pakai sebelum dilakukan
pemeriksaan dan perpanjangan izin/lisensi. Pemeriksaan, pemeliharaan,
perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang
kompeten sesuai dengan perturan perundang-undangan oleh karena itu
pemeriksaan terkait peralatan produksi PT SWP dilakukan oleh Dinas
Tenaga Kerja Provinsi dilihat dari surat permohonan uji riksa perusahaan.
Untuk mencegah penggunaan sarana produksi apabila dalam tahap
perbaikan atau sedang mengalami kerusakan dilapangan terdapat lock out
tag out . Adapun dokumen terkait dengan sub elemen ini dapat dilihat pada
gambar berikut ini.

Gambar 4.31 Permohonan Uji Riksa

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa
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Gambar 4.32 Akte Izin Peralatan Produksi PT SWP

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

Nomor ’71‘-'\59-!
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Gambar 4.33 Jadwal Resertifikasi Peralatan Produksi PT SWP

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

Gambar 4.34 LOTO

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa
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4.8.6 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
Tanggap darurat merupakan elemen penting dalam SMK3 untuk
menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi, untuk itu diperlukan
sistem tanggap darurat guna mengantisipasi berbagai kemungkinan
seperti kecelakaan, kebakaran, peledakan, bocoran bahan kimia, atau
pencemaran. Dalam hal ini Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan
darurat hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai
prosedur tanggap darurat dan terdapat struktur organisasi tim tanggap
darurat serta skema penanganan keadaan darurat seperti terjadinya
tumpahan kimia, kecelakaan, bencana alam. Terkait dengan penanganan
keadaan darurat perusahaan juga telah menginformasikan kepada seluruh
tenaga kerja melalui safety induction, dan melalui briefing/apel. Untuk
mengetahui keefektifan dari penanganan keadaan darurat tersebut
perusahaan mengadakan simulasi keadaan darurat yang dilakukan setahun
sekali. Pada area kerja juga perusahaan telah memasang peta arah
evakuasi dimana terdapat petunjuk arah yang mengarahkan pekerja
menuju titik aman berkumpul, dimana peta area evakuasi dan rambu titik
aman berkumpul terlihat jelas dari jarak + 20 m. Untuk memastikan
peralatan tanggap darurat seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan
hydrant dapat digunakan ketika keadaan darurat terjadi petugas tanggap
melakukan pemeriksaan secara berkala melalui inspeksi K3. Selain itu
APAR dan hydrant juga di tempatkan pada area-area yang berpotensi
tinggi terjadi kebakaran, namun yang menjadi kendala adalah
perlengkapan dari hydrant tidak memadai seperti nozzle dan kunci hydrant
tidak tersedia. Selain peralatan yang memadai untuk penanganan keadaan
darurat tentu saja sumber daya manusia juga harus berkompeten, maka
dari itu perusahaan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada tim
tanggap darurat. Adapun dokumen dan bukti penerapan dari sub elemen

ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.35 Prosedur Tanggap Darurat Bencana
Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

Gambar 4.36 Prosedur Tanggap Darurat Tumpahan Kimia

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa
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Gambar 4.37 Simulasi Keadaan Darurat

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

Gambar 4.38 Peta Arah Evakuasi

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa
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| Ueeaan

Gambar 4.39 Rambu Arah Evakuasi

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

Gambar 4.40 Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa
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4.8.7 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
Kecelakaan pada saat bekerja kapan saja bisa terjadi, untuk menangani
atau memberikan pertolongan kepada tenaga kerja apabila terjadi
kecelakaan maka perusahaan telah menyediakan kotak P3K dan
perusahaan juga telah membuat checklist tentang kelengkapan obat,
jumlah pemakaian, dll. Sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008, dan
terdapat petugas yang ditunjuk perusahaan untuk memonitoring
isi/kelengkapan kotak P3K. Terkait dengan petugas P3K perusahaan telah
dilengkapi dengan pelatihan dan tersertifikasi oleh Dinas Kesehatan.
Adapun dokumen terkait dengan sub elemen pertolongan pertama pada

kecelakaan dapat dilihat pada beberapa gambar berikut ini.

KN 104 | S—

F1iHJOHGAH VSVH

Gambar 4.41 Kotak P3K

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa
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Gambar 4.42 Pelatihan Petugas P3K

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

tama Muda / IV.c

NIP: 19561210 199011 1 001

Gambar 4.43 Sertifikat Petugas P3K

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa
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Pemantauan terhadap kinerja K3 perusahaan wajib dilakukan dimana hasil

pemantauan sendiri digunakan untuk melakukan perbaikan, Pemantauan

pada elemen ini meliputi pemeriksaan bahaya, pemantauan/pengukuran

lingkungan kerja, dan pemantauan terhadap kesehatan tenaga kerja. Adapun

hasil checklist audit SMK3 untuk standar pemantauan dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

Tabel 4.7 Checklist Audit SMK3 Elemen Standar Pemantauan

PENILAIAN

No KRITERIA Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
AUDIT SMK i . . .
v SMKS3— Sesuai Tidak sesuai Kategori
7 Standar Pemantauan
7.1  Pemeriksaan Bahaya
Perusahaan telah
melakukan
Pemeriksaan/inspe monitoring terhadap
ksi terhadap tempat sarana keamanan
7.1.1 kerjadan carakerja v tempat kerja dan
dilaksanakan monitoring alat
secara teratur. secara berkala. Lihat
Gambar 4.44 dan
4.45
Pemeriksaan/inspe
ksi dilaksanakan Inspeksi dilakukan
oleh petugas yang oleh koordinator
712 berkompeten dan v Sustainability yang
berwenang yang telah
telah memperoleh tersertifikasi AK3
pelatihan mengenai umum
identifikasi bahaya.
Pemeriksaan/inspe I_Dada Iaporan hasil
Kei . inspeksi terdapat
31 mencarl tindak lanjut dari
masukan dari ermasalajhan/ketida
7.1.3 tenaga kerja yang v b

melakukan tugas di
tempat yang
diperiksa.

k sesuaian yang
ditemukan. Lihat
Gambar 4.44 dan
4.45
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PENILAIAN
KRITERIA . .
No AUDIT SMK3  Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori
Daftar periksa
check s e
kerja telah disusun - dap
7.1.4 untuk digunakan v k_etldaksesualan yang
ada saat ditemukan
pemeriksaan/ins e dilapangan. Lihat
ﬁsi P Gambar 4.44
Laporan .
pemeriksaan/inspe I_Dada Iaporan hasil
ksi berisi |_nspek5| tqrdapa‘g
rekomendasi untuk tindak lanjut dari
) - permasalahan/ketida
7.1.5 tlndak_ap perbaikan v Kk sesuaian yang
dan diajukan
kepada pengurus ditemukan. Lihat
dan P2K3 sesuai fig‘bar 4.44 dan
dengan kebutuhan. '
Egggﬂfﬁ??ﬁ;u Perusahaan telah
e
penanggung jawab Sustainability yan
7.1.6 untuk pelaksanaan v b:rtan un y'a)\//vat?
tindakan perbaikan terhadgg pe?rfantauan
dari h"’}s'l Iapqran sarana dan prasarana
pemeriksaan/inspe K3
Ksi.
Tindakan Terdapat catatan
perbaikan dari hasil monitoring terkait
laporan perbaikan/ tindakan
7.1.7 pemeriksaan/inspe v koreksi dari temuan-
ksi dipantau untuk temuan inspeksi.
menentukan Gambar 4.44 dan
efektifitasnya. 4.45
7.2  Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
Pemantauan/pengu
kuran lingkungan
kerja dilaksanakan Adanya .
secara teratur dan dok_umentasv laporan
hasilnya hasil pemantauan
7.2.1 didokumentasikan, \/ lingkungan Kerja.

dipelihara dan
digunakan untuk
penilaian dan
pengendalian
risiko.

Dapat dilihat pada
laporan RKL dan
RPL. Gambar 4.46 ,
4.47 , dan 4.48
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PENILAIAN
KRITERIA . .
No AUDIT SMK3  Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori

PT. SWP melakukan
Pemantauan/pengu pemantauan kualitas
kuran lingkungan lingkungan kerja
kerja meliputi v meliputi faktor fisik,

722 faktor fisik, kimia, Kimia, biologl,
biologi, ergonomi g A
dan psikologi. psikologi. Lihat

Gambar 4.46, 4.47,

dan 4.48
Pemantauan/pengu
Kuran Iingkuﬁgag Pemgntauan/pengulfu
kerja dilakukan ran lingkungan kerja
oleh petugas atau seperti halnya

793 pihakpyangg v pemantauan kualitas
berkompeten dan agrgzgh:gira
berwenang dari Ewen unakan pihak
dalam dan/atau luar ke 299 P
perusahaan. '

7.4  Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
Dilakukan .

Terdapat jadwal
pemantauan terkait dengan
kesehatan tenaga rogram
ke(rjja yang bekkefja Berr?eriksaan
pada tempat kerja .

7.4.1 yang mengandung v kes_ehatan (_Jlan hasil
potensi bahaya dari pemeriksaan
tinggi sesua t:f;g\?thQ/Medical
dga?sgarr)]er_aturan check up. Lihat
Endangang Gambar 4.49
Pengusaha atau
pengurus telah
irgglnatli(fsiigzlfan Perusahaan tidak

; melakukan
ggfndear"’i‘ﬂsgg:]‘a”a identifikasi terhadap

7.4.2 Kkesehatan tenaga v keadaan pekerja Minor

kerja perlu
dilakukan dan telah
melaksanakan
sistem untuk
membantu
pemeriksaan ini.

terkait dengan
pemeriksaan
kesehatan wajib
dilakukan atau tidak.
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PENILAIAN
No KRITERIA Tidak .
AUDIT SMK3  Sesuai Idak Keterangan Seguall Keteranggn
Sesuai Tidak sesuai Kategori
Perusahaan telah
Pemeriksaan memiliki Dokter
kesehatan tenaga yang sesuai dengan
kerja dilakukan Permenaker
oleh dokter 01/MEN/1976
7.4.3 pemeriksa yang v tentang kewajiban
ditunjuk sesuai latihan hyperkes bagi
peraturan dokter perusahaan
perundang- dan mendapat surat
undangan. penunjukan. Lihat
Gambar 4.51
PT. SWP telah
menyediakan
Perusahaan jaminan kesehatan
menyediakan dan Pengobatan yang
pelayanan diberikan kepada
7.4.4 Kesehatan kerja v karyawan berupa
sesuai peraturan BPJS serta terdapat
perundang- klinik dan Dokter
undangan. perusahaan untuk
pemeriksaan
kesehatan karyawan.
Pengurus tidak
menyampaikan hasil
pemeriksaan
: selambat-lambatnya
Catatar; mengenai 2 (dua) bulan
Eggnezgtzl;atr;na 3 sesudah pemeriksaan
745 keria di ga v kesehatan dilakukan i
4. ja dibuat sesuai kepada Direktorat Minor
dengan peraturan .
Jenderal Bina-
perundang- I
undangan. lnd_ung Tenaga
Kerja melalui Kantor
Wilayah Ditjen
Binalindung Tenaga
Kerja setempat.
Skor 13 2
% Penerapan 87

Sumber : Analisis 2020.

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen Standar pemantauan,
persentase penerapan 87 %. Terdapat 13 kriteria yang memenuhi persyaratan

dan 2 kriteria tidak memenuhi dengan kategori minor. Adapun penjelasan
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terkait kesesuaian dan ketidaksesuaian pada sub elemen dan kriteria audit
SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.
4.9.1 Pemeriksaan Bahaya
Pemeriksaan bahaya bertujuan untuk memastikan apakah fasilitas kerja di
lapangan telah dikelola secara baik yang mencakup kondisi fisik peralatan
instalasi dantindakan para pekerja, perubahan sistem proses, dan lain-lain
untuk menjamin tercapainya kinerja keselamatan dan kesehatan kerja
serta lingkungan kerja. Pada sub elemen ini semua kriteria telah
memenuhi persyaratan. Untuk pemenuhan sub elemen ini terkait dengan
pemeriksaan bahaya terhadap fasilitas kerja, perusahaan telah melakukan
monitoring  terhadap sarana  keamanan tempat Kkerja dan
pemantauan/monitoring alat kerja secara berkala untuk memastikan
kondisi dan kinerja alat itu sendiri agar tidak membahayakan tenaga kerja
pada saat penggunaan. Monitoring dilakukan oleh tim sustainability yang
kompeten dalam hal K3 dimana petugas tersebut telah tersertifikasi ahli
K3 umum. Dalam laporan monitoring petugas memberi masukan terkait
dengan temuan-temuan dan juga melampirkan tidak perbaikan yang telah
dilakukan terhadap temuan-temuan ketidaksesuaian. Adapun dokumen

terkait dengan bukti penerapan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Unit Damkar | - Tidak tersedia
Kunei Box

| Damiar | | )

Gambar 4.44 Laporan Hasil Inspeksi K3

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa
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( Kompresor area Beltpress )

( lanjutan pengerjaan dudukan kompresor )

Gambar 4.45 Laporan Bukti Tindak Perbaikan Temuan Inspeksi K3

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

4.9.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
Pemantauan/pengukuran yang berkaitan dengan parameter lingkungan,
seperti faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.. Untuk
melakukan pengukuran ini diperlukan tenaga yang kompeten dan sesuai
dengan persyaratan. Untuk memenuhi sub elemen ini terkait dengan
pemantauan pada lingkungan kerja perusahaan telah melakukan
pengukuran dan dilaksanakan secara teratur dan hasilnya pun
didokumentasikan dimana hasil pengukuran lingkungan kerja perusahaan
dapat dilihat pada laporan RKL dan RPL. Dalam laporan RKL DAN RPL
perusahaan melakukan pemantauan lingkungan kerja meliputi factor fisik,
kimia, biologi, ergonomi dan psikologi. seperti pengukuran kualitas
air,pengukuran  kualiatas udara dan kebisingan. Terkait dengan
pengukuran kualitas air, udara dan kebisingan perusahaan bekerja dengan
pihak ke 2 yang merupakan perusahaan jasa K3. Adapun dokumen bukti

penerapan dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar 4.46 Laporan Hasil Pengukuran Kebisingan

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

Gambar 4.47 Laporan Hasil Pengukuran Kualitas Air

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.
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Tanggal Analisa
Bahan Bakar

‘ Baku Mutu

: Genset3(G3 ) 3

No. Parameter EGn cookcwhy |l

; ; 13 Tahun 2009 |

. Debitudara-0.013 | oo 0E

2 m's
| 1 | Nitrogen dioksida (NO: ) 125615 127.354 | 1000 | mgm?
| 2 | Carbon Monoksida (CO ) 219.420 205228 \ 600 | mgm’ |
| 3 [ Sulfur dioksida (50:) 81466 82215 | 800 | mg/m?

4 | Partikulat 77235 80312 150 | mg/m’

5 | Opasitas 8 10 20 %

Sumber - Hasil Analisa Laboratoriom Balai Hiperkes Dan Keselamatan Ke

Gambar 4.48 Laporan Hasil Pengukuran Kualitas Udara
Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.
4.9.3 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
Untuk menunjang terciptanya tenaga kerja yang memenuhi syarat
kesehatan maka perusahaan wajib melakukan pemantauan terhadap
kesehatan tenaga kerja. Dalam pemenuhan sub elemen ini PT SWP telah
membuat program pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja, dimana
pemeriksaan kesehatan ini juga dimasukan dalam program kegiatan wajib
tahunan perusahaan yang berarti perusahaan melakukan pemeriksaan
kesehatan tenaga kerja secara berkala untuk meminimalisir terjadinya
penyakit akibat kerja. Perusahaan juga memiliki tenaga kesehatan yaitu
dokter yang sesuai dengan Permenaker 01/MEN/1976 tentang kewajiban
pelatihan hyperkes bagi dokter perusahaan. Selain pemeriksaan kesehatan
rutin kepada tenaga kerja, perusahaan juga memberi jaminan kesehatan
dan pengobatan berupa kartu BPJS, Klinik dan dokter khusus.
Ketidaksesuaian sub elemen ini berdasarkan persyaratan peraturan
pemerintah No 50 tahun 2012, dimana selain adanya program
pemeriksaan kesehatan, seharusnya perusahaan juga mengidentifikasi
terhadap keadaan tenaga kerja apakah perlu dilakukan pemeriksaan
kesehatan atau tidak. Selain itu perusahaan juga tidak melaporkan hasil

dari pemeriksaan kesehatan tersebut selambat-lambatnya 2 bulan setelah
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kegiatan pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada Direktur Jendral Bina-
Lindung Tenaga Kerja. Adapun bukti penerapan pada sub elemen ini
dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.49 Jadwal Program Pemeriksaan Kesehatan
Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

Gambar 4.50 Program Tahunan PT SWP

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.
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Gambar 4.51 Sertifikat Pelatihan Dokter Perusahaan

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

Gambar 4.52 Hasil Pemerikasaan Kesehatan Tenaga Kerja
Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

4.10 Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

Untuk menjamin kesesuaian dan keefektivan yang berkesinambungan guna
pencapaian tujuan SMK3, pengusaha wajib melakukan perbaikan terhadap
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kekurangan-keurangan dalam penerapan SMK3 itu sendiri. Sebagai salah
satu langkah tindakan perbaikan mengenai kekurangan pengusaha juga wajib
melakukan pelaporan baik itu pelaporan bahaya, pengkajian kecelakaan
maupun dalam bentuk masukan/saran dari hasil pemeriksaan mengenai
temuan kekurangan tersebut. Adapun hasil checklist audit SMK3 pada
elemen pelaporan dan perbaikan kekurangan dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.

Tabel 4.8 Checklist Audit SMK3 Elemen Pelaporan dan Perbaikan

Kekurangan
PENILAIAN
No KRITERIA AUDIT Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
SMK3 Sesual Sesuai Tidak sesuai Kategori
8  Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
8.1 Pelaporan Bahaya
Terdapat prosedur
pelaporan bahaya Perusahaan tidak
yang berhubungan mempunyai
8.11 dengan K3 dan prosedur pelaporan Mayor
prosedur ini diketahui sumber bahaya
oleh tenaga kerja.
8.2 Pelaporan Kecelakaan
Terdapat prosedur Tidak terdapat
terdokumentasi yang prosedur/tata cara
menjamin bahwa pelaporan mengenai
semua kecelakaan kecelakaan kerja
kerja, penyakit akibat dan penyakit akibat
kerja, kebakaran atau kerja. Namun
8.2.1 peledakan serta terdapat dokumen Mayor
kejadian berbahaya pelaporan
lainnya di tempat kecelakaan kerja
kerja dicatat dan kepada Disnaker
dilaporkan sesuai Provinsi Kepulauan
dengan peraturan Bangka Belitung.
perundang-undangan. Lihat Gambar 4.53
8.3 Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan
Tempat .
kerja/perusahaan T:S:(I: dtljzrrdapat
8.3.1 mempunyai prosedur P Mayor

pemeriksaan dan
pengkajian

pemeriksaan dan
pengkajian K3.
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PENILAIAN
KRITERIA AUDIT . .
No . Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
SMK3 Sesuai . . . .
Sesuai Tidak sesuai Kategori

kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja.

Perusahaan telah
menetapkan
Koordinator
Sustainability yang
bertanggung jawab
terhadap
pemeriksaan serta
pengkajian K3.

v Dimana Koor K3
telah dilengkapi
dengan sertifikasi
ahli K3 yang

Pemeriksaan dan
pengkajian
kecelakaan kerja
dilakukan oleh
petugas atau Ahli K3
8.3.2 yang ditunjuk sesuai
peraturan perundang-
undangan atau pihak

Ibael?k)é%]geten dan diberikan oleh
berwenzfng Kementrian Tenaga
' Kerja Indonesia
yang sesuai
dengan Permenaker
No04/1987
Skor 1 3
% Penerapan 25

Sumber : Analisis 2020.

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen pelaporan dan perbaikan
kekurangan, persentase penerapan yaitu 25 %. Terdapat hanya 1 kriteria yang
memenuhi persyaratan dan 3 kriteria tidak memenuhi dengan kategori
mayor. Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan
ketidaksesuaian padasub elemen dan kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50
Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawabh ini.
4.10.1 Pelaporan Bahaya
Hampir semua kecelakaan kerja terjadi karena bermula dengan adanya
bahaya. Tanpa bahaya maka kecelakaan tidak akan terjadi, maka dariitu
penting halnya perusahaan melakukan identifikasi potensi bahaya di
lingkungan kerja yang kemudian selanjutnya perusahaan membuat

pelaporan terkait temuan bahaya dan disampaikan kepada tenaga kerja.
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Dalam sub elemen ini terdapat ketidaksesuaian dengan kategori mayor
karena PT SWP tidak membuat prosedur yang memudahkan tenaga
kerja dalam melaporkan temuan-temuan bahaya di lingkungan kerja, ini
akan berdampak padalambatnya penanganan terkait dengan bahaya oleh
manajemen perusahaan dimana kondisi tersebut dapat mengancam
keselamatan pekerja itu sendiri.
4.10.2 Pelaporan Kecelakaan

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan di
lingkungan kerja dan untuk mengetahui tindakan pencegahan yang
sesuai dengan penyebab kecelakaan itu sendiri, maka penting bagi
sebuah perusahaan melaporkan hasil temuan kecelakaan kerja. Dalam
hal ini pembuatan prosedur terkait dengan pelaporan kecelakaan adalah
salah satu tindakan dasar yang dapat dilakukan perusahaan, sehingga
pelaporan kecelakaan itu sendiri dapat dilakukan dan sesuai dengan
ketetapan yang telah ditentukan. Ketidakseuaian pada sub elemen ini
dengan kategori mayor, dimana PT SWP tidak membuat prosedur yang
menjamin bahwa semua pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Namun untuk
pelaporan kecelakaan kerja PT SWP telah menyerahkan laporan
kecelakan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Adapun bukti

pelaporan kecelakaan kerja dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.53 Laporan Ahli K3 PT SWP Kepada Dinas Tenaga

Kerja Provinsi
Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.
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4.10.3 Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan
PT SWP terkait dengan pengkajian K3 tidak membuat prosedur yang
memudahkan untuk pemeriksaan maupun pengkajian kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja, ini merupakan temuan ketidaksesuaian
dengan kategori mayor karena prosedur disini merupakan standar
ataupun pondasi dari setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh
perusahaan, dimana pada Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012
Tentang Penerapan SMK3 disebutkan bahwa perusahaan wajib
membuat prosedur terkait dengan pemeriksaan dan pengkajian pada
kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Ini juga berarti perusahaan
tidak memenuhi peraturan perundang-undangan. Tetapi untuk
memeriksa maupun mengkaji kecelakaan akibat kerja dan penyakit
akibat kerja PT SWP telah menunjuk koordinator sustainability yang
bertanggung jawab, dimana petugas tersebut berkompeten dalam bidang
K3 yang telah dilengkapi dengan ahli K3.

4.11 Pengolahan Material dan Perpindahanya
Pengolahan material dan perpindahanya baik secara manual maupun
mekanis dimana perusahaan bertanggung jawab secara penuh terkait dengan
keamanan pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan bahan, baik itu
kimia berbahaya maupun bukan bahan kima . Adapun hasil checklist audit
SMK3 pada elemen pengolahan material dan perpindahanya dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9 Checklist Audit SMK3 Elemen Pengolahan Material dan

Perpindahanya

PENILAIAN

KRITERIA AUDIT

No SMK3 Sesuai

Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori

9 Pengelolaan Material dan Perpindahannya

9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
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PENILAIAN
No KRITI%IE/:Q?UDIT Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori
Terdapat prosedur Perusahaan tidak
untuk membuat prosedur
menaidentifikasi identifikasi potensi
gia bahaya dan penilaian
9.11 potenls[ b_ar_wl?ya dan v’ resiko yang Mayor
menilai risiko yang
berhubungan dengan bg;r;%bzﬂg?‘nsggggan
penanganan secara Ewanuagl amubun
manual dan mekanis. . P
mekanis
Identifikasi bahaya 1idalk terdapat
dan penilaian risiko Fnengidei/]tif?kasi
9.1.2 gg:ﬁ:sn;l;gg oleh v potensi bahaya terkait Mayor
berkompeten dan penanganan secara
berwenan manual maupun
g mekanis
Pengusaha atau
g:ﬂgrf];“nﬁrf?:ﬂeg:fga” Tidak ada bukti dari
engen dalijan risiko penerapan/rekomenda
9.1.3 Sang berhubungan v’ sitindakan dari Mayor
dengan penanganan f;gggﬂ?a“an resiko
secara manual atau
mekanis.
Terdapat prosedur
untuk penanganan Terdapat Prosedur
bahan meliputi terkait dengan
9.1.4 metode pencegahan v tumpahan bahan
terhadap kerusakan, kimia. Lihat Gambar
tumpahan dan/atau 4.54
kebocoran.
9.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
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PENILAIAN
No KRITI%I;:Q?UDIT Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori

Terdapat prosedur
yang menjamin Terdapat prosedur
b baten

9.21 dipindahkan dengan v [)naehne{r?mdzgnb?(rljvtvgan Mayor
cara yang aman disi dg
sesuai dengan isimpan dengan cara
peraturan perundang- yang aman
undangan.
Terdapat_pro_sedur Tidak terdapat
yang menjamin

. prosedur khusus

bahwa bahan dibuang terkait d

9.2.3 dengan cara yang \/ erkait dengan Mayor
aman sesuai dengan pembuangan bahan
peraturan perundang- g;nagnan cara yang
undangan.

9.3  Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
Perusahaan telah
mendokumentasikan
dan menerapkan
prosedur mengenai Tidak terdapat
penyimpanan, prosedur khusus
penanganan dan terkait dengan

9.3.1 pemindahan BKB v penyimpanan, Mayor
sesuai dengan penanganan dan
persyaratan peraturan pemindahan BKB
perundang-undangan,
standar dan pedoman
teknis yang relevan.

Pada bukti
dilapangan pada

Terdapat sistem kemasan limbah B3
untuk terdapat pelebelan
mengidentifikasi dan dan juga terdapat

9.3.3 pemberian label v uraian tindakan yang

secara jelas pada
bahan kimia
berbahaya.

harus dilakukan bila
terjadi keadaan
darurat. Lihat
Gambar 4.54 dan
4.55
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PENILAIAN
No KRITI%IE/:Q?UDIT Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori
Rambu peringatan
bahay_adterpasang Ram_bLIJ p;(aringatan
sesuai dengan menjelaskan
9.3.4 persyaratan peraturan v karakteristik dan sifat
perundang-undangan dari limbah B3. Lihat
dan/atau standar yang Gambar 4.56
relevan.
pihak yang
bertanggung jawab
terhadap penanganan
limbah B3
Penanganan BKB perusahaan bukan
dilakukan oleh merupakan petugas
9.3.5 petugas yang v yang kompeten Minor
berkompeten dan dimana tidak ada
berwenang. riwayat yang
menunjukan riwayat
atau sertifikat
pelatihan kepada
petugas
Skor 3 7
% Penerapan 30

Sumber : Analisis 2020.

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen pengolahan material dan

perpindahanya persentase penerapan yaitu 30 %. Terdapat hanya 3 kriteria

yang memenuhi persyaratan dan 7 Kriteria tidak memenuhi dengan kategori

mayor dan minor. Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan

ketidaksesuaian padasub elemen dan kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50

Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

4.11.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis

Kriteria dalam klausul ini yaitu terdapat prosedur untuk mengidentifikasi

potensi

bahaya dan menilai

risiko yang berhubungan dengan

penanganan secara manual dan mekanis. Kriteria lain pada klausul ini

yaitu identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas

yang berkompeten dan berwenang. Hanya terdapat 1 kriteria yang

memenuhi persyaratan dan 3 kriteria tidak memenuhi dengan kategori
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mayor. Adanyatemuan mayor pada sub elemen ini dikarenakan PT SWP
tidak memiliki prosedur terkait dengan identifikasi bahaya dan menilai
risiko yang berhubungan dengan penanganan terhadap bahan baik secara
manual maupun mekanis seperti contoh pemindahan bahan hasil
produksi yang bersuhu tinggi menggunakan alat berat, dan terjadi
tumpahan bahan produksi ketika proses pemindahan tersebut yang
disebabkan oleh tidak adanya prosedur terkait dengan pemindahan
bahan produksi maka akan berdampak pada terjadinya kecelakaan kerja.
Namun dalam hal lain PT SWP telah memiliki prosedur terkait dengan
tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi tumpahan kima dan
kebocoran gas. Adapun dokumen terkait dengaan prosedur penanganan

tumpahan kimia dapat dilihat pada gambar berikut ini.

o =

T PIS NDO WAHANA PERKAS

TUMPAHAN KIMIA
APABILA ANDA MELIHAT GAS BOCOR ATAU TUMPAHAN Ki!
BERBAHAYA DI PABRIK ATAU DI GUDANG

1. TERIAK “BAHAYA”, “TUMPAHAN KIMIA” SUPAYA ORANG YANG TIDAK SADAR AKAN

TERSEBUT JUGA BISA MENYELAMATKAN DIRI

HUBUNGI PIHAK PERUSAHAAN ATAU ATASAN DENGAN SECEPAT MUNGKIN

JIKA GAS BERACUN SEPERTI AMMONIA ATAU CHLORINE BOCOR ATAU TERTUMPAH,

TINGGALKAN KAWASAN TERSEBUT DENGAN SECEPAT MUNGKIN. UTAMAKAN NYAWA

ORANG LAIN. ‘

4. UNTUK TUMPAHAN BAHAN KIMIA LAIN, HINDARKAN BAHAN KIMIA TERSEBUT AGAR TID
MASUK KEDALAM SALURAN, PARIT ATAU SUNGAI DENGAN MENUANG PASIR KEBAHAN
TERSEBUT.

5. JIKA BAHAN KIMIA SUDAH MEMASUKI SALURAN, MASUKKAN GONI PASIR KE DALAM
TERSEBUT UNTUK MENGHENTIKAN BAHAN KIMIA TERSEBUT AGAR TIDAK MENGALIF
SUNGAL. ..

6. UNTUK BAHAN KIMIA YANG BERBAHAYA, TINGGALKAN TEMPAT KEJADIAN DANLARIKE

TEMPAT BERKUMPUL DENGAN MENGGUNAKAN JALAN YANG AMAN SELAMAT. 3

JANGAN PANIK, ATAU SALING DORONG ATAU MENOLAK.

JANGAN KEMBALI KE TEMPAT KEJADIAN UNTUK MENGAMBIL BARANG YANG TERTINGGAL.

GUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI SEBELUM MEMBERSIHKAN TUMPAHAN TERSEBUT. KUMPUL

DENGAN TERATUR DI TEMPAT BERKUMPUL SECEPAT MUNGKIN. PETUGAS YANG BERTUGAS

AKAN MEMERIKSA SEMUA YANG HADIR UNTUK MEMASTIKAN TIDAK ADA YANG TERTINGGAL DI

TEMPAT KEJADIAN.

10. BERITAHU PETUGAS YANG BERTUGAS JIKA ANDA MEYAKINI BAHAWA ADA ORANG YANG
CEDERA ATAU MASIH TERTINGGAL DI TEMPAT KEJADIAN.

11. UNTUK MEMASTIKAN PERHITUNGAN BISA DIJALANKAN DENGAN BAIK SEWAKTU DARURAT,
TOLONG BERITAHU PENGUNJUNG ATAU REKAN SETIAP KALI ANDA KELUAR DARI TEMPAT
KERJA, BANGUNAN ATAU RUMAH UNTUK APAPUN.

12. DANGAN KEMBALI KE TEMPAT KEJADIAN ATAU MENINGGALKAN TEMPAT BERKUMPUL

TAU PIHAK PERTUGAS.
SEBELUM DI PENNTAHKAEQ':EE ‘.‘I‘;‘SA.N..A.. AL UIMTHIC TINNAKAN SFLANJUTNYA.

®N

D007

Gambar 4.54 Prosedur Tindakan Penanganan Tumpahan
Kimia
Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

4.11.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan

Kriteria pada klausul ini yaitu terdapat prosedur yang menjamin bahwa
bahan disimpan, dipindahkan dan dibuang dengan cara yang aman sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini PT SWP tidak
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memenuhi kriteria dimana ketidaksesuaian dengan kategori mayor,
karena PT SWP tidak memiliki prosedur terkait penanganan bahan agar
bahan terangkut, tersimpan dan terbuang dengan aman sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
4.11.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)

Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja
yang disebabkan oleh penggunanan bahan kimia berbahaya maka
perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap pengendalianya. Pada
sub elemen ini terdapat 2 kriteria yang tidak memenuhi dengan kategori
mayor, dikarenakan perusahaan tidak memiliki prosedur atau instruksi
kerja terkait dengan pengendalian penggunaan bahan kimia berbahaya
seperti penyimpanan dan pemindahanya. Kondisi dilapangan pada
kemasan limbah B3 PT SWP telah melakukan pelebelan untuk
membedakan sifat dan karakteristik limbah B3 itu sendiri, selain itu pada
gudang penyimpanan limbah B3 terdapat rambu peringatan yang
menjelaskan karakteristik dan sifat dari limbah B3. Mengenai petugas
yang bertanggung jawab terhadap penanganan bahan kimia berbahaya
perusahaan, bukan merupakan petugas yang berkompeten dimana tidak
ada riwayat yang menunjukan bahwa petugas pernah mendapatkan
pelatihan dan tidak terdapat setifikat pelatihan pada petugas yang
bertanggung jawab. Adapun bukti dokumentasi penerapan dapat dilihat

pada gambar dibawabh ini
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Gambar 4.55 Pelebelan Pada Bahan Kimia

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

Gambar 4.56 Rambu-Rambu Sifat dan Karakteristik Bahan

Kimia

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.
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4.12 Pengumpulan dan Penggunaan Data
Semua kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan K3 yang telah
dijalankan harus dilakukan pengumpulan dan pengarsipan baik itu dalam
bentuk data maupun pelaporan, dimana data ini nantinya akan sangat
dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja K3 perusahaan itu
sendiri. Adapun hasil checklist audit SMK3 pada elemen pengumpulan dan

penggunaan data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10 Checklist Audit SMK3 Elemen Pengumpulan dan
Penggunaan Data

PENILAIAN
KRITERIA AUDIT . .
No SMK3 Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori
10 Pengumpulan Dan Penggunaan Data
10.1 Catatan K3
Pengusaha atau
pengurus telah PT SWP telah
mendokumentasikan mendokumentasikan
dan menerapkan segala temuan
prosedur pelaksanaan terkait K3
1011 identifikasi, p_erusahaan namun Minor
pengumpulan, tidak membuat
pengarsipan, prosedur yang
pemeliharaan, mengatur
penyimpanan dan pengelolaan
penggantian catatan terhadap catatan K3
K.
Pengaplikasian
terhadap undang-
Peraturan perundang- undang, peraturan
undangan, standar dan standar yang
pedoman teknis K3 menjadi pedoman
10.1.2 yangrelevan teknis yang relevan

dipelihara pada
tempat yang mudah
didapat.

terkait penerapan K3
disimpan dan
dipelihara pada
tempat yang mudah
diakses
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PENILAIAN
KRITERIA AUDIT
No SMK3 Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/ Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori
Perusahaan tidak
Terdapat prosidur membuat prosedur
yang menentukan
10.1.3 persyaratan untuk \/ g:psg;/gz?aenntunliﬁrll Mayor
menjaga kerahasiaan d .
catatan. 22;2 gaalgqga kerahasiaan
. Tidak terdapat
Eatatlarll kon:jpensay catatan korr?pensasi
ecelakaan dan .
10.14 rehabilitasi kesehatan v :s&s;ﬁl;?ggnsgsgtt;n Minor
tenaga kerja .
dipelihara. Eaegi)t/embuhan dari
10.2 Data dan Laporan K3
Data-data K3
dikumpulkan terkait
dengan pemantauan
lingkungan kerja
Data K3 yang terbaru LS
1021 dikumpulkan dan v fg?g‘;gffg‘::}[‘lk
dianalisa. dilihat pada laporan
RKL-RPL
perusahaan. Lihat
Gambar 4.57
Laporan rutin K3
yang berhubqngan
Laporan rutin Kinerja ?eerrr]r?:snutme”a K3
10.2.2 clfiie(jblsrlfl?;gkaann di v didalamnya Minor
. monitoring program
dalam tempat kerja. K3 tidak disebar
luaskan di tempat
kerja
Skor 2 4
% Penerapan 33

Sumber : Analisis 2020.
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Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen pengumpulan dan

penggunaan data persentase penerapan yaitu 16 %. Terdapat hanya 2 kriteria

yang memenuhi persyaratan dan 4 kriteria tidak memenuhi dengan kategori

mayor dan minor. Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan

ketidaksesuaian padasub elemen dan kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50

Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawabh ini.

4.12.1 Catatan K3

Catatan berupa laporan hasil temuan mengenai K3 harus
didokumentasikan, disimpan, dan dipelihara dengan baik. Salah satu
langkah yang bisa dilakukan oleh PT SWP untuk mengatur dan
mengendalikan catatan K3 adalah melalui pembuatan prosedur yang
memudahkan tenaga kerja untuk mengendalikan dokumen, seperti
menyimpan maupun mengakses dokumen tersebut. Dalam sub elemen
ini terdapat 3 temuan ketidaksesuaian dengan kategori mayor dan minor.
Ketidaksesuaian dengan kategori minor terkait dengan catatan K3 PT
SWP telah melakukan dokumentasi sehubungan dengantemuan maupun
kegiatan K3 perusahaan, dan dokumen tersebut disimpan dan dipelihara
dengan baik. Namun untuk menjamin pengendalian catatan K3 tersbut
PT SWP tidak memiliki prosedur yang memudahkan tenaga kerja untuk
mengendalikan maupun mengakses segala bentuk dokumen terkait K3.
Kesesuaian pemeneuhan kriteria yaitu pengaplikasian terhadap undang-
undang, peraturan, standar dan menjadi pedoman teknis yang relevan
terkait penerapan K3 perusahaan telah disimpan dan dipelihara pada
tempat yang mudah diakses. Dalam hal lain terkait temuan
ketidaksesuaian dimana untuk menjaga kerahasiaan catatan K3 PT SWP
tidak memiliki prosedur yang terkait dengan penentuan persyaratan
dalam menjaga kerahasiaan catatan K3 perusahaan, dan juga tidak
terdapat catatan ataupun dokumen yang mencantumkan riwayat tentang
pemberian kompensasi maupun rehabilitasi kesehatan kepada tenaga

kerja.
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4.12.2 Data dan Laporan K3
Data-data K3 dapat berupa laporan kecelakaan, penyakit akibat kerja,
kinerja K3 maupun data pemantauan lingkungan kerja misalnya
kebisingan, pemantauan kualitas udara dan kualitas air, yang kemudian
perusahaan membuat analisa terhadap data-data yang telah
dikumpulkan. Selain itu laporan rutin K3 yang berhubungan dengan
kinerja K3termasuk didalamnya monitoring program K3 disebarluaskan
ditempat kerja. Padasub elemen ini kesesuaian pemenuhan kriteria yaitu
PT SWP telah membuat analisa terkait dengan pemantauan lingkungan
kerja, ini dapat dilihat pada dokumen RKL-RPL perusahaan.
Ketidaksesuaian pada elemen ini terkait dengan data laporan rutin K3
seperti monitoring program K3 tidak disebarluaskan oleh perusahaan,
dimana dengan tidak adanya penginformasian kepada tenaga kerja
mengenai hasil monitoring K3 dapat menyebabkan potensi bahaya pada
area kerja karena kurangnya informasi tenaga kerja terkait dengan
keadaan K3 di lingkungan kerja.Adapun bukti penerapan pada sub

elemen ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

b. Pemantauan kebisingan

Berikut ini disajikan grafik pemantauan tingkat kebisingan yang dilakukan
dibeberapa tempat pada pabrik PT. Steelindo Wahana Perkasa.

GRAFIK PEMANTAUAN KEBISINGAN

120

a0 55 72

&0

—— SIS BiSING

40

20

1 @ 3 4 5 6 7 3 8 10 11 1z 13 14 15 16

-1 [Keterangan lokasi
No

Loksi Femantanem

Gambar 4.57 Dokumen Pemantauan Kebisingan

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.
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4.13 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

Salah satu elemen kunci untuk menerapkan K3 dalam perusahaan adalah
tersedianya tenaga kerja yang berkompeten, maka dibutuhkan sumber daya
yang mendukung seperti keahlian khusus. Dalam hal ini perusahaan
diwajibkan memberikan pelatihan pengembangan bagi seluruh individu di
lingkunganya. Dimana mengingat pemahaman atau budaya K3 tidak dating
dengan sendirinya, namun harus dibentuk melalui pelatihan dan pembinaan.
Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan keahlian pekerja sehingga harus
dirancang sesuai dengan spesifik dan kebutuhan setiap pekerja. Adapun hasil
checklist audit SMK3 pada elemen pengembangan keterampilan dan
kemampuan dapat dilihat pada tabel dibawah,

Tabel 4.11 Checklist Audit SMK3 Elemen Pengembangan
Keterampilan dan Kemampuan

PENILAIAN
KRITERIA AUDIT . .
No . Tidak KeteranganSesuai/ Keterangan
SMK3 Sesuai ) . . .
Sesuai Tidak sesuai Kategori

12 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

12.1  Strategi Pelatihan

Rencana pelatihan

Rencana pelatihan K3 K3 dimasukkan

1212 bagi semua tingkatan v kedalam program
telah disusun wajib tahunan PT
' SWP. Lihat
Gambar 4.58

Pelatihan dilakukan
oleh orang atau badan

yang berkompeten v Pelatihan dilakukan

1214 dan berwenang sesuai oleh PJK3
peraturan perundang-
undangan.
PT SWP telah

Terdapat fasilitas dan
sumber daya memadai
untuk pelaksanaan

pelatihan yang efektif.

12.15

menyediakan
fasilitas dan sumber
daya (trainer yang
memadai) Lihat
Gambar 4.60
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PENILAIAN
No KRITESRNI@?UDIT Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/  Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori
perusahaan
Pengusaha atau mendokumentasikan
pengurus dan menyimpan
1216 mendokumentasikan v rekaman pelatihan
7 dan menyimpan berupa foto, maupun
catatan seluruh dokumen. Lihat
pelatihan. Gambar 4.59 dan
4.60
12.2  Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
Anggota manajemen
eksekutif dan
pengurus berperan Manjemen
serta dalam pelatihan perusahaan tidak
1221 yang mencakup v’ terlibat dalam Mayor
penjelasan tentang kegiatan
kewajiban hukum dan pelatihan K3
prinsip-prinsip serta
pelaksanaan K3.
Manajer dan
pengawas/penyelia .
1222 menerima pelatihan v Néina;vev;g?ﬂiak Mayor
== yang sesuai dengan pengav latih y
beran dan tanggung menerima pelatihan
jawab mereka.
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
Perusahaan telah
Pelatihan diberikan memberikan
kepada semua tenaga pelatihan kepada
kerja termasuk tenaga seluruh
1231 kerja baru dan yang v tenaga kerja

dipindahkan agar
mereka dapat
melaksanakan
tugasnya secara aman.

termasuk pekerja
baru, pelatihan
mengenai K3. Lihat
Gambar 4.59 dan
4.60
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PENILAIAN
No KRITESRNIIQ?UDIT Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/  Keterangan
Tidak sesuai Kategori
Perusahaan
memberikan
Pelatihan diberikan Bg:(ag'r?;?effapi?da
kepapla tenaga Kerja dengan penggunaan
12.32 apa.blla di tempat v ataupun perubahan
kerjabnyha terjadi pada sarana
perubahan sarana -
- roduksi yan
produksi atau proses. &emiliki gotegnsi
bahaya tinggi. Lihat
Gambar 4.60
12.4  Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor
Terdapat prosedur
yang menetapkar;( Tidak terdapat
persyaratan untu .
- ) prosedut terkait
1241 gigﬁﬁg# i:;:lé:;mat dengan persyaratan Mayor
pengunjung dan mitra ?é?;ek}ei:a)n taklimat
kerja guna menjamin g
K3.
12,5 Pelatihan Keahlian Khusus
Perusahaan telah
Perusahaan thediﬁgkagnpelatlhan
mempunyai sistem memangydi g
yang menjamin persyaratkan dalam
kepatuhan terhadap undana-undan
persyaratan lisensi se ertigahli Kgg
atau kualifikasi sesuai Peemenaker
1251 dengan peraturan \/ 02/MEN/1992
perundangan untuk Dokter perusal’waan
melaksanakan tugas Permenaker
khusus, melaksanakan
pekerjaan atau S)&r/l')gEI;\Is/ 1976,
mengoperasikan Kepmenaker
peralatan. 186/MEN/1999.
Lihat Gambar 4.59.
Skor 7
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PENILAIAN
KRITERIA AUDIT ) )
No SMK3 Sesuai Tidak Keterangan Sesuai/  Keterangan
Sesuai Tidak sesuai Kategori

"% Penerapan 70

Sumber : Analisis 2020.

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen pengembangan

keterampilan dan kemampuan persentase penerapan yaitu 70 %. Terdapat 7

kriteria yang memenuhi persyaratan dan 3 kriteria tidak memenuhi dengan

kategori mayor. Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan

ketidaksesuaian padasub elemen dan kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50

Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

4.13.1 Strategi Pelatihan

Pada elemen ini tidak terdapat temuan ketidaksesuaian dimana semua
kriteria telah terpenuhi oleh perusahaan terkait dengan, penyusunan
strategi pelatihan kepadatenaga kerja telah dilakukan, dan juga PT SWP
memasukan program pelatihan kedalam program wajib tahunan
perusahaan. Mengenai pelatihan khusus perusahaan bekerja sama
dengan PJK3 untuk sertifikasi keahlian tenaga kerja. Tidak hanya itu
perusahaan juga menyediakan fasilitas terkait dengan pelatihan, seperti
fasilitas ruangan yang memadai dan juga trainer yang berkompeten.
Perusahaan telah mendokumentasikan dan juga menyimpan rekaman,
riwayat bukti pelatihan berupa foto, sertifikat, maupun dokumen.
Adapun bukti penerapan pada sub elemen ini dapat dilihat pada gambar

berikut ini.

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL



155

Gambar 4.58 Program Tahunan PT SWP

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.
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Gambar 4.59 Sertifikatasi Pelatihan Keahlian Tenaga Kerja

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

Gambar 4.60 Pelatihan Penanganan Kecelakaan Oleh Tim

Tagana
Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.
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4.13.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia

Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam
pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan
prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3, dan juga manajer dan pengawas
atau penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan
tanggung jawab mereka. Pada sub elemen ini tidak ada yang memenuhi
kriteria penerapan, dimana ketidaksesuaian dengan kategori mayor,
karena tidak terdapat riwayat atau dokumen yang memuat tentang
keterlibatan manajemen perusahaan dalam kegiatan pelatihan yang
mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta
pelaksanaan Ka3.

4.13.3 Pelatinan Bagi Tenaga Kerja

Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja
baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya
secara aman. Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila ditempat
kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses. Untuk
pemenuhan sub elemen ini PT SWP telah memberikan pelatihan kepada
semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru terkait dengan K3
perusahaan. Selain itu untuk meminimalisir terjadi kecelakaan pada
penggunaan sarana produksi PT SWP juga memberikan pelatihan
khusus kepada tenaga kerja terkait dengan penggunaan sarana produksi
tersebut. Adapun dokumen terkait dapat dilihat pada Gambar 4.59 dan
4.60.

4.13.4 Pelatinan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan
Kontraktor
Dalam meningkatkan pemahaman mengenai persyaratan untuk
memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna
menjamin K3 perusahaan maka dibutuhkan pelatihan kepada tenaga
kerja yang bertanggung jawab memberikan materi taklimat kepada

pengunjung maupun kontraktor. Dalam sub elemen ini temuan
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ketidaksesuaian dengan kategori mayor, yaitu perusahaan tidak memiliki
prosedur yang terkait dengan persyaratan yang harus ada ketika
dilakukan penyampaian  taklimat (briefing) oleh petugas yang
bertanggung jawab.

4.13.5 Pelatihan Keahlian Khusus

Pelatihan keahlian khusus guna mengantisipasi terjadi kecelakaan pada
area kerja dan sarana produksi perusahaan yang memiliki risiko
kecelakaan tinggi. Dalam pemenuhan elemen ini PT SWP telah
memberikan pelatihan khusus kepada tenaga kerja sesuai dengan yang
dipersyaratkan peraturan perundang-undangan seperti ahli K3
Permenaker  02/MEN/1992, Dokter perusahaan  Permenaker
01/MEN/1976, jurus las Kepmenaker 186/MEN/1999. Adapun bukti
penerapan dapat dilihat pada Gambar 4.59.

4.14 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Penerapan SMK3 di PT SWP
Dasar hukum terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
yang menjadi acuan PT Steelindo Wahana Perkasa adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. . Dalam
evaluasi penerapan SMK3 ini dilakukan penilaian dengan metode scorring
berdasarkan temuan kesesuian dan ketidaksesuaian penerapannya di dalam
perusahaan, dan penentuan kategori minor maupun mayor apabila terdapat
temuan yang bersifat tidak memenuhi peraturan perundang-undangan
ataupun hanya terdapat ketidakkonsistenan perusahaan dalam memenuhi
peraturan perundang-undangan. Adapun tabel rekapitulasi dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 4.12 Rekapitulasi Penilaian Evaluasi Penerapan SMK3 di

PT SWP
Elemen PP No 50 Tahun . Tidak Persentase
No 2012 Sesuai Sesuai Total (%)
1 Pembangunan dan 18 1 19 95

Pemeliharaan Komitmen
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Pembuatan dan

2 Pendokumentasian 6 1 7 86
Rencana K3
Pengendalian Perancangan
3 dan Peninjauan 4 2 6 67
Kontrak
4  Pengendalian dokumen 2 2 4 50
5 Penilaian dan Pengendalian 2 2 50
Produk
Keamanan bekerja
6 berdasarkan SMK3 34 3 37 92
7  Standar pemantauan 13 2 15 87
Pelaporan dan perbaikan
8 Kekurangan 1 3 4 25
Pengelolaan material dan
J perpindahannya 3 / 10 30
10 Pengumpular_1 dan 2 4 6 33
penggunaan jasa
Pengembangan keterampilan
12 dan kemampuan ! 8 10 70
Total Persetase Penerapan (%) 92 30 122 75

Sumber : Analisis 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penerapan SMK3 PT SWP
yaitu pada tahap transisi adalah 75 % , yang kemudian hasil tersebut akan
dibandingkan dengan tabel penilaian tingkat penerapan SMK3 yang
tercantum dalam PP No 50 Tahun 2012.

Tabel 4.12 Penilaian Tingkat Penerapan SMK3

Tingkat Pencapaian Penerapan

Kategori
Perusahaan 0-59% 60-84% 85-100%
Kategori tingkat Tingkat Penilaian ~ Tingkat Penilaian Tingkat Penilaian
awal (64 kriteria)  Penerapan Kurang Penerapan Baik Penerapan
Memuaskan

Kategori tingkat
transisi (122
kriteria)

Kategori tingkat
lanjutan (166
kriteria)

Tingkat Penilaian
Penerapan Kurang

Tingkat Penilaian
Penerapan Kurang

Tingkat Penilaian
Penerapan Baik

Tingkat Penilaian
Penerapan Baik

Tingkat Penilaian
Penerapan
Memuaskan

Tingkat Penilaian
Penerapan
Memuaskan

Sumber: PP No 50 Tahun 2012
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Berdasarkan hasil rekapitulasi persentase penerapan SMK3 PT SWP adalah
75 %, dan kemudian dibandingkan dengan tabel penilaian tingkat penerapan
pada tingkat transisis dengan rentang penilaian 60-84 %, maka didapatkan
hasil tingkat penilaian penerapan baik dengan kategori tingkat transisi

yang mengevaluasi sebanyak 122 kriteria audit
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penilaian SMK3 di Unit Produksi PT Steelindo Wahana
Perkasa dengan kategori audit tahap transisi dengan 12 elemen dan 122
kriteria berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang terpenuhi sebanyak
92 kriteria dan yang tidak terpenuhi 30 kriteria.

2. Tingkat persentase penerapan SMK3 di PT Steelindo Wahana Perkasa
adalah 75 %.

3. Berdasarkan perbandingan persentase penerapan SMK3 PT Steelindo
Wahana Perkasa dengan tabel penilaian tingkat penerapan SMK3 pada
lampiran 11 PP No 50 Tahun 2012 maka didapatkan pencapaian penerapan
SMK3 PT SWP termasuk tingkat penilaian penerapan baik.

5.2 Saran
Dari beberapa temuan hasil checklist audit SMK3 Berdasarkan PP No 50
Tahun 2012 didapatkan beberapa temuan ketidaksesuaian, dalam hal ini
untuk memperbaiki maupun meningkatkan pencapaian penerapan SMK3 di
PT Steelindo Wahana Perkasa maka penulis mengajukan beberapa saran
yang kemudian menjadi pertimbangan PT SWP dalam melakukan perbaikan

serta peningkatan SMK3 itu sendiri.

1. PT SWP harus menginformasikan susunan pengurus P2K3 melalui
papan informasi maupun pada saat safety briefing.

2. PT SWP harus membuat manual SMK3 sebagai panduan umum bagi
perusahaan dalam penetapan , penerapan, maupun pemeliharaan
SMK3 yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, selain itu
manual SMK3 harus mudah didapat oleh semua anggota/personil

perusahaan.
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. Selanjutnya PT SWP harus mendokumentasikan setiap perubahan
dan modifikasi terkait dengan K3 perusahaan dimana dokumen
perubahan harus ditinjau ulang dan disetujui oleh pihak yang
berwenang.

. Untuk menjamin K3 karyawan maupun kontraktor PT SWP harus
membuat prosedur khusus terkait dengan penilaian risiko K3 bagi
pemasok barang dan jasa.

. Untuk memisahkan dokumen lama serta dokumen terbaru terkait
dengan K3 PT SWP harus memberi tanda khusus seperti penomoran
dokumen.

. PT SWP harus membuat prosedur pengendalian dokumen yang
meliputi pembuatan, persetujuan serta perubahan dokumen terkait
dengan K3.

. PT SWP harus membuat prosedur terkait dengan pembelian barang
dan jasa, dimana prosedur tersebut harus dapat menjamin bahwa
spesifikasi teknik dan informasi lain relevan dengan K3 perusahaan.
. Sebelum dilakukan pembelian barang dan jasa PT SWP harus
melakukan konsultasi dengan tenaga kerja yang berkompeten untuk
menetapkan persyaratan K3 dari barang dan jasa yang akan dibeli,
kemudian PT SWP juga harus menginformasikan spesifikasi K3
barang dan jasa  kepada seluruh tenaga kerja yang akan
menggunakanya.

. Pada saat melakukan perubahan dan pengembangan prosedur
petunjuk kerja PT SWP harus mencantumkan refrensi peraturan

perundang-undangan yang akan dijadikan pedoman.

10.Dalam penerimaan pekerja baru PT SWP harus membuat Job

Qualification untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan yang
dimiliki pekerja.

11.PT SWP juga harus melengkapi kelengkapan dari peralatan

pemadam kebakaran seperti nozle hydrant, dan kunci hydrant.
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12PT SWP harus melakukan identifikasi keadaan dimana
pemerikasaan kesehatan pada tenaga kerja perlu dilakukan atau
tidak, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kerja
maupun penyakit akibat kerja.

13.Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerja PT
SWP harus melaporkan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 2
bulan sesudah pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada Direktorat
Jenderal Bina Lindung Tenaga Kerja melalui wilayah Ditjen Bina
Lindung Tenaga Kerja setempat.

14.Untuk pelaporan temuan bahaya PT SWP harus membuat prosedur
terkait dengan pelaporan keadaan bahaya dan diinformasikan kepada
seluruh tenaga kerja.

15.PT SWP harus membuat prosedur terkait penanganan potensi
bahaya baik secara manual maupun mekanis.

16.PT SWP harus membuat prosedur yang menjamin bahan disimpan,
diangkut, dan dibuang sacara aman agar tidak mencemari
lingkungan terutama pada bahan kimia berbahaya dan bercancun.

17.PT SWP harus menempatkan petugas yang berkompeten dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun dari sisa penggunaan
perusahaan maupun yang dihasilkan perusahaan.

18.Manajemen eksekutif perusahaan harus berperan serta dalam
pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan

prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.
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